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BAB I

Negara, Sistem Politik dan Masyarakat Sipil


Apa itu sistem politik? Bagaimana hubungan sistem politik dengan negara dan masyarakat sipil? Pertanyaan ini penting kita ajukan karena beberapa sebab. Pertama, antara negara, pemerintah dan sistem politik sering digunakan secara tumpang tindih, pada hal masing-masing elemen itu punya pengertian dan posisi yang berbeda. Kedua, sistem politik sebenarnya berada dalam bagian interaksi antara negara dan masyarakat.

Negara adalah persoalan yang sangat rumit, sehingga pengertian negara yang dikemukakan oleh para ilmuwan sangat bervariasi. Tetapi yang paling berpengaruh adalah definisi yang dikemukan oleh Max Weber. Bagi Weber, negara adalah sebuah institusi yang memonopoli atas penggunaan kekerasan fisik yang sah. Dengan kata lain, negara dapat dipahami sebagai sistem pemaksa yang diterima secara absah.

Konsepsi Weber ini selalu dijadikan pijakan bagi analisis terhadap negara. Tetapi para ilmuwan tetap punya pemahaman yang berbeda tentang negara. Pengertian negara sering dirumuskan dalam dua peringkat analisis, yaitu individu dan lembaga. Eric Nord linger, misalnya, melihat negara secara subyektif atau dalam peringkat analisis individual, yaitu para individu yang menduduki posisi yang memiliki kewenangan membuat dan melaksanakan keputusan yan mengikat semua pihak yang ada dalam wilayah tertentu. Termasuk ke dalam kategori ini adalah presiden, para menteri dan para kepala daerah. Sedangkan Krasner dan Scokpol melihat negara dalam arti lembaga ataupun jabatan (peringkat analisis lembaga). Krasner merumuskan negara secara operasional dalam konteks Amerika Serikat sebagai kepresidenan, departemen luar negeri dan sejumlah departemen lainnya yang dipandangnya sebagai sangat bebas dari tekanan masyarakat.

Sementara itu, Miriam Budiardjo melihat negara dalam arti luas, baik individu maupun lembaga. Dengan mengutip pendapat ilmuwan klasik MacIver, Miriam mengemukakan definisi negara sebagai asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah, dengan berdasarkan sistem hukum yag diselenggarakan oleh pemerintah yang untuk maksud itu diberi kekuasaan memaksa.

Sebagai sebuah lembaga pemaksa yang absah, negara mempunyai sistem politik yang di dalamnya juga terdapat pemerintah. Sistem politik, menurut David Easton, merupakan alokasi nilai-nilai dalam masyarakat yang bersifat paksaan dengan otoritas (kewenangan) yang mengikat masyarakat. Sementara Robert Dahl mengatakan bahwa sistem politik merupakan sebuah pola tetap hubungan antar manusia yang melibatkan kontrol, pengaruh, kekuasaan ataupun wewenang.

Gabriel Almond punya pandangan yang lebih luas tentang sistem politik. Dia menyatakan sisitem politik sebagai sistem interaksi yang terjadi dalam masyarakat yang merdeka. Dalam masyarakat yang merdeka ini, kata Almond, sistem politik mempunyai dua fungsi, yaitu adaptasi dan integrasi. Fungsi integrasi dijalankan oleh sistem politik untuk menciptakan persamaan antar elemen dalam masyarakat. Fungsi adaptasi adalah untuk penyesuaian terhadap lingkungan, baik ke dalam maupun ke luar. Untuk mencapai dua fungsi itu sistem politik perlu menggunakan sarana kekerasan yang legitimate di mata masyarakat.


Berpijak pada ketiga ilmuwan tersebut, ada beberapa isu penting yang terkandung dalam pengertian sistem politik.
(1) Sistem interaksi

Dalam sistem politik, baik yang tradisional maupun yang modern, pasti terjadi interaksi atau hubungan antara aktor-aktor politik. Aktor-aktor tersebut bisa berwujud individu, sekelompok individu, organisasi atau institusi. Masing-masing aktor ini saling berinteraksi.
(2) Alokasi nilai kepada masyarakat


Nilai-nilai adalah sesuatu yang langka dan berharga tinggi di mata masyarakat. Nilai-nilai itu antara lain: kekuasaan, jabatan, pengetahuan, kemakmuran, uang, ketrampilan, peraturan, keadilan, keamanan, kebebasan dan sebagainya. Setiap nilai itu dialokasikan ke masyarakat dengan sistem paksaan yang sedikit banyak bersifat sah (legitimate).

(3) Paksaan yang bersifat sah.


Sistem politik punya kewenangan menggunakan paksaan yang bersifat absah. Misalnya sistem politik mengeluarkan undang-undang yang mengikat seluruh warga negara. Kalau ada yang melanggar undang-undang itu, maka sistem politik mempunyai kewenangan memaksa secara fisik. Misalnya dalam bentuk hukumaan penjara.

(4) Jembatan antara negara dan masyarakat.


Sistem politik adalah organ yang menggunakan kekuatan pemaksa negara dan sekaligus sebagai jembatan antara negara dan masyarakat sipil, seperti tergambar di bawah ini. Negara dalam posisi tertinggi yang membentuk dan mengontrol sistem politik. Antara sistem politik dan masyarakat terjadi hubungan yang timbal balik. Sistem politik sebagai kepanjangan tangan negara, melakukan kontrol maupun pemaksaan terhadap masyarakat. Sebaliknya masyarakat bisa menyalurkan dukungan dan tuntutannya kepada sistem politik.. Di dalam sistem politik terdapat pemerintah, DPR, DPA, MA, partai politik, birokrasi dan sebagainya.
Hubungan negara, sistem politik dan masyarakat
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BAB II

Pendekatan Analisis Sistem 
Terhadap Sistem Politik 
Latar Belakang Pemikiran Pendekatan Analisis Sistem Politik 

Pendekatan analisis sistem politik sebenarnya merupakan hasil konkrit dari perkembangan pendekatan yang ada dalam ilmu politik, yaitu dari pendekatan Kelembagaan yang menekankan lembaga sebagai unit analisisnya menuju kepada pendekatan Tingkah Laku yang mencoba melihat tingkah laku manusia sebagai pokok bahasannya. Pemikiran-pemikiran tentang pendekatan tingkah laku ini sebenarnya sudah mulai muncul pada awal tahun 1900-an dengan mendapatkan pengaruh dari tokoh-tokoh Sosiologi dan Psikologi. Oleh karena itu banyak konsep yang mengacu pada konsep-konsep Sosiologi dan Psikologi. Kemudian baru pada pertengahan tahun 1950-an muncul suatu pendekatan tingkah laku dalam wujud yang utuh, antara lain pendekatan Analisis Sistem karya David Easton.


Meskipun masih terdapat kritik atas beberapa kelemahan dari pendekatan analisis sistem politik tersebut, namun masih lebih banyak manfaat yang dapat kita peroleh darinya sebagai suatu “cara pandang” untuk mempelajari kehidupan politik. Kehidupan politik yang kita amati dalam kehidupan sehari-hari seperti : pembuatan keputusan yang sah dan mengikat dalam masyarakat, berfungsinya lembaga-lembaga politik seperti partai politik, kelompok kepentingan, pemerintahan dan voting, praktek-praktek politik seperti manipulasi, propaganda dan kekerasan dapat kita pelajari satu persatu. Berdasarkan “cara pandang” analisis sistem politik ini kita mencoba melihat semua segi dari kehidupan politik sebagai suatu jalinan kegiatan yang saling berkaitan satu dengan lainnya atau membentuk suatu sistem kegiatan. Dengan begitu, meskipun agak kasar, kita dapat melihat dan menganalisis perubahan dan perkembangan dari berbagai segi kehidupan politik serta pengaruhnya terhadap perubahan dan perkembangan segi-segi kehidupan politik lainnya.


Pemikiran tentang sistem ini sebenarnya mengacu pada pemikiran sistem dari disiplin ilmu pengetahuan lain terutama yang digunakan oleh ahli-ahli astronomi yang mencoba melihat kejadian-kejadian dalam kehidupan alam raya sebagai suatu sistem tata-surya, atau ahli lain yang mencoba melihat setiap kejadian dalam tubuh manusia sebagai suatu sistem kehidupan manusia dan ilmuwan eksakta lainnya. Oleh karena itu pemikiran tentang sistem dalam analisis sistem politik ini mencoba melihat dan memisahkan kehidupan politik dari kehidupan yang bukan politik. Meskipun begitu, dalam prakteknya kita menjumpai banyak kesulitan, tidak semudah dan sesederhana apa yang kita dapat bayangkan seperti sistem-sistem yang dikenal dalam kelompok ilmuwan eksakta di atas. Kesulitan ini nampaknya juga dialami oleh ilmu-ilmu lain yang tergabung dalam kelompok ilmu-ilmu sosial. Hal ini tentu saja bertumpu pada perbedaan unit analisisnya dimana untuk kelompok ilmu sosial termasuk ilmu politik adalah tingkah laku dan hubungan manusia dalam masyarakat yang sukar diramalkan, sementara unit analisis bagi kelompok ilmu eksakta adalah benda atau yang dibendakan sehingga relatif lebih mudah untuk menganlisisnya.


Oleh karena itu untuk lebih memudahkan membayangkan apa itu analisis sistem politik dan bagaimana cara bekerjanya barangkali dapat kita lakukan dengan membayangkan apa itu sistem dalam bentuknya yang konkrit seperti sistem tubuh manusia. Sekali lagi, sistem politik merupakan sesuatau yang abstrak, yaitu abstraksi dari berbagai segi kehidupan politik yang sedemikian kompleksnya, dan oleh karena itu analisis sistem politik ini merupakan “cara pandang” yang berusaha mempermudah dan menyederhanakan kehidupan politik yang kompleks tersebut. Namun karena wujudnya yang abstrak, kita membutuhkan sistem yang konkrit sebagai alat bantu dan perbandingan dalam rangka mempelajarinya.


Kalau kita anggap tubuh manusia sebagai suatu sistem, maka kita dapat mengamati bagian-bagian dari tubuh manusia sebagai sub-bagian dari sistem yang melaksanakan fungsinya sendiri-sendiri, misalnya ada mata untuk melihat, hidung untuk mencium dan bernafas, telinga untuk mendengar, mulut untuk bicara dan memasukkan makanan dan minuman, tangan, kaki serta anggota tubuh lainnya seperti paru-paru, hati, limpa, usus dan sebagainya yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri yang dapat kita pisahkan dengan bagian sistem lainnya. Meskipun setiap bagian dari sistem tubuh manusia di atas menjalankan fungsinya sendiri-sendiri, namun tidak berarti bahwa setiap bagian dalam sistem tersebut dengan seenaknya melaksanakan fungsinya sendiri-sendiri yang dapat mengacaukan jalannya sistem secara keseluruhan, sebab ada suatu koordinasi sehingga setiap bagian dalam sistem tubuh manusia melakukan fungsinya secara sinkron satu dengan yang lain. Sementara itu kalau ada bagian dari sistem tersebut yang rusak atau hilang akan mengganggu jalannya sistem bahkan akan dapat menghancurkan sistem itu secara keseluruhan.


Sebagai suatu sistem, manusia tidak tinggal sendirian, namun ia hidup dalam suatu lingkungan bersama-sama dengan sistem-sistem lainnya seperti manusia lainnya, sistem tumbuh-tumbuhan, hewan dan sebagainya. Lingkungan dalam mana terdapat beraneka sistem lainnya tersebut akan selalu memberikan pengaruh terhadap kehidupan sistem tubuh manusia itu. Oleh karena itu manusia untuk dapat hidup terus harus mampu mengupayakan tindakan dalam rangka bertahan menghadapi tekanan maupun gangguan-gangguan yang mungkin muncul dari lingkungan. Misalnya bila hari hujan bersiaplah mantel atau upaya manusia untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi agar mampu menyesuaikan diri dan mempertahankan serta mengolah lingkungan sedemikian rupa bagi kelangsungan hidupnya.

Dari gambaran tentang sistem tubuh manusia  di atas, kita dapat menyimpulkan secara sederhana tentang beberapa ciri dari suatu sistem antara lain adanya unsur identifikasi dari sistem tersebut yang dapat membedakan dengan sistem-sistem lainnya, adanya deferensiasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari para anggota sistem, adanya integrasi yang memadukan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berbeda tadi secara harmonis sehingga tidak saling mengacaukan ataupun menghancurkan, di samping adanya ciri-ciri lain yaitu keinginan untuk tetap mempertahankan kelangsungan hidupnya serta pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dari dalam diri maupun lingkungannya.
Ciri Sistem Politik

Selanjutnya marilah kita lihat ciri-ciri dari sistem politik. Pertama, tentang identifikasi, yaitu upaya kita untuk membedakan sistem politik dari sistem lainnya dengan membedakan unit-unit dasarnya serta upaya memisahkan unit-unit tersebut dari unit-unit yang berada di luar sistem politik itu. Tidak sama dengan unit-unit atau bagian-bagian yang membentuk sistem tubuh manusia di atas, maka unit-unit dalam sistem politik adalah berupa tindakan-tindakan politik.  Sesuai dengan pendekatan tingkah laku, maka setiap tindakan politik tersebut dianggap akan membentuk peranan-peranan politik dan kelompok-kelompok politik. Bila batasan ini yang hendak digunakan, maka tampak bahwa setiap orang akan dapat menjadi anggota dari sistem politik baik mewakili dirinya, keluarganya ataupun lembaga-lembaga lainnya. Ini disebabkan kodrat manusia sebagai makhluk politis. Oleh karena itu untuk kebutuhan analisis sistem politik nantinya, perlu dipertegas tindakan-tindakan politik apa yang menjadikan orang menjadi anggota dari suatu sistem politik. David Easton misalnya di dalam analisis sistem politiknya mencoba membatasi pada setiap tindakan yang berusaha mempengaruhi pembuatan keputusan-keputusan yang sah pelaksanaannya dalam masyarakat. 


Unit-unit dalam sistem politik di atas tampaknya juga dapat kita gunakan untuk membedakan antara apa yang menjadi cakupan dari sistem politk dan apa yang berada di luar sistem politik. Penetapan batas antara sistem dan yang bukan sistem politik memang tidak semudah menentukan batas antara sistem dalam tubuh manusia dan sistem di luar tubuh manusia. Dalam sistem tubuh manusia batas tersebut dapat kita jumpai pada kulit luar dari tubuh manusia. Dengan demikian dalam suatu sistem yang konkrit seperti yang kita jumpai dalam bidang ilmu-ilmu eksakta, tampak lebih mudah bagi kita untuk menetapkan batas dari sistem tersebut dibandingkan dalam bidang-bidang ilmu sosial termasuk politik yang abstrak. Bila batas yang hendak kita gunakan berdasarkan wilayah geografis, misalnya wilayah Indonesia baik pulau maupun lautannya memanjang dari Sabang sampai Merauke (kecuali Timor Timur), sehingga sistem politik Indonesia adalah yang terletak di dalam wilayah tersebut, maka kita memperoleh kesulitan dalam analisis sebab di dalam wilayah yang sama juga terdapat sistem-sistem yang lain seperti sistem ekonomi Indonesia. Dengan demikian dari contoh tersebut kita masih akan mengalami kesulitan untuk membedakan antara sistem politik Indonesia dan sistem ekonomi Indonesia. Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, maka David Easton mengajukan pendapat bahwa batas tersebut dapat dilihat dari tindakan-tindakan yang kita amati. Bila tindakan-tindakan tersebut berkaitan dengan pembuatan-pembuatan keputusan yang mengikat masyarakat, maka tindakan tersebut termasuk ke dalam bagian sistem politik, sementara sejumlah tindakan sosial lain yang tidak berhubungan dengan pembuatan keputusan yang mengikat dalam masyarakat tersebut bukan bagian dari sistem politik, oleh karenanya berada di luar sistem politik yang oleh Easton disebut sebagai lingkungan.


Lingkungan sebagaimana yang digambarkan pada bahasan tentang sistem tubuh manusia akan selalu memberikan pengaruh terhadap sistem tubuh manusia bahkan sampai dalam bentuknya yang menekan dan mengganggu keberadaan sistem itu sendiri, sehingga dituntut upaya manusia untuk selalu memberikan tanggapan terhadap berbagai pengaruh yang datang dari lingkungan tersebut. Demikian halnya dalam sistem politik akan selalu mendapat pengaruh dari lingkungan melalui apa yang disebut sebagai input dari sistem politik, baik berupa tuntutan maupun dukungan. Oleh karena itu sistem politik bekerja dengan adanya input yang muncul dari lingkungan dan anggota-anggota sistem politik berupaya untuk dapat mengubah input-input ini menjadi apa yang disebut output yang terdiri dari beragam kebijakan dalam rangka menanggapi atau memenuhi pengaruh dari lingkungan sehingga keberadaan dan keseimbangan sistem tetap terjaga.


Kedua, diferensiasi dalam sistem politik dapat kita jumpai sebagaimana diferensiasi dalam sistem tubuh manusia, sebagai akibat dari banyaknya pengaruh dari lingkungan yang harus dikerjakan oleh sistem politik tersebut. Oleh karena itu anggota-anggota dari suatu sistem politik paling tidak mengenal pembagian kerja minimal yang memberikan suatu struktur tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan itu. Oleh karena itu dalam sistem politik dapat kita jumpai beragam tindakan  politik yang membawakan peran-peran politik tertentu seperti dalam legislatif, eksekutif, yudiaktif maupun dalam kelompok-kelompok politik seperti partai politik, kelompok kepentingan termasuk militer dan birokrasi.


Ketiga, integrasi dalam sistem politik dapat kita jumpai sebagaimana pula yang terdapat dalam sistem tubuh manusia sebagai suatu upaya dari sistem politik dalam rangka mengatur kekuatan-kekuatan dalam sistem politik yang kalau tidak dijaga dan diatur akan dapat merusakkan bahkan menghancurkan sistem politik itu. Integrasi dalam sistem politik ini dimungkinkan oleh adanya kesadaran dari para anggota sistem politik itu untuk tetap menjaga keberadaan dan kelangsungan sistem politik itu sendiri, sehingga terdapat suatu mekanisme yang bisa menjaga dan mengintegrasikan beragam kegiatan tersebut serta memaksa para anggotanya untuk selalu dapat bekerja sama walaupun dalam kadar yang minimal sehingga dapat dihasilkan keputusan-keputusan otoritas sebagai jawaban terhadap tuntutan yang muncul dari lingkungan. 


Dari gambaran ringkas tentang ciri-ciri dari sistem politik di atas, secara terbatas kita telah dapat membayangkan apa itu sistem politik; dan untuk lebih jelasnya gambaran tentang sistem politik serta bekerjanya sistem politik dapat dilihat pada gambar berikut:
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Lingkungan


Dari gambar di atas kita dapat melihat bagaimana suatu sistem politik itu bekerja. Dimulai dari pengaruh yang datang dari lingkungan sistem politik melalui input baik berupa tuntutan maupun dukungan. Input inilah sebagai enerji atau bahan bakar bagi sistem politik untuk melaksanakan tugasnya. Input tersebut dapat kita lihat akan diubah atau dikonversikan oleh sistem politik menjadi output berupa keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang mengikat sebagai jawaban terhadap pengaruh dari lingkungan. Selanjutnya output yang dihasilkan akan dikembalikan lagi ke dalam lingkungan melalui proses umpan balik, yang pada akhirnya akan mempengaruhi atau menjadi input baru bagi sistem politik tersebut. Kemudian sistem politik tersebut akan kembali bekerja dengan cara yang sama melalui input-input baru yang muncul.

Input dan Output dari Sistem Politik


Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, input dari suatu sistem politik mempunyai peranan yang penting sebagai enerji atau bahan bakar bagi sistem politik untuk bekerja, sehingga tanpa adanya input tersebut berarti tidak ada pekerjaan yang akan dilakukan oleh sistem politik itu.Oleh karena itu penting bagi kita untuk mempelajari secara lebih mendalam tentang bagaimana suatu input itu terbentuk termasuk faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhinya?


Input dari suatu sistem politik dapat kita bedakan antara input berupa tuntutan dan input berupa dukungan. Input berupa tuntutan mengacu pada kelangkaan sumber-sumber dan keterbatasan kemampuan sistem politik dalam rangka memenuhi dan mengalokasikan sumber-sumber yang langka tersebut kepada masyarakat secara memuaskan. Sementara input berupa dukungan mengacu pada energi yang dibutuhkan oleh sistem politik tersebut dalam rangka memenuhi tuntutan yang muncul. Tanpa dukungan yang cukup dari lingkungan sukar bagi sistem itu untuk dapat melaksanakan tugasnya.


Sebagaimana yang kita ketahui bersama dalam masyarakat terdapat beragam kebutuhan yang hendak dipuaskannya, baik kebutuhan akan kekayaan, pendidikan, prestise dan sebagainya. Banyak kebutuhan yang muncul dalam masyarakat seringkali tidak seimbang dengan sarana atau sumber-sumber yang tersedia. Ada kebutuhan yang dapat dipenuhi secara memuaskan, namun ada pula kebutuhan yang sukar dapat dipenuhi karena langkanya sumber-sumber yang tersedia atau kurang mampunya sistem politik mengelola dan mendistribusikan sumber pemenuhan kebutuhan tersebut kepada masyarakat. Dari beragam kebutuhan yang ada dalam masyarakat tersebut tidak jarang tuntutan-tuntutan itu tidak sampai ke dalam sistem politik karena kurang terorganisir secara baik sehingga lenyap begitu saja bagai debu yang diterpa angin. Oleh karena itu tuntutan agar dapat sampai ke dalam sistem politik harus dipelajari cara penyampaian tuntutan dan peranan dari komunikasi politiknya termasuk agen-agen yang akan menyampaikan tuntutan tersebut.


Dalam bentuk sistem politik yang demokratis cenderung untuk menggunakan komunikasi terbuka dalam arti setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menyampaikan tuntutannya, terbuka kesempatan yang lebih besar untuk sampainya tuntutan tersebut ke dalam sistem politik. Sementara bagi sistem politik non-demokratis yang cenderung menggunakan sistem komunikasi politik tertutup di mana hanya sebagian kecil orang-orang tertentu saja yang dapat menyampaikan tuntutan tanpa memberikan kesempatan yang sangat kecil sekalipun bagi kebanyakan orang untuk bisa menyampaikan tuntutannya dan didengar oleh sistem politiknya. Dalam analisis sistem politik ini cenderung untuk digunakan dalam memandang kehidupan politik dari negara-negara demokratis.


Dalam hal komunikasi politik di atas, peranan organisasi terutama organisasi politik (partai politik) sangat besar dalam hubungan menyampaikan tuntutan dari masyarakat agar sampai ke dalam sistem politik. Partai politik salah satu fungsinya adalah sebagai agen komunikasi politik, ini berarti partai politik mengemban tugas sebagai agen yang mengagregasikan atau menggabungkan kepentingan-kepentingan yang beragam dalam masyarakat dan agen yang mengartikulasikan atau merumuskan kepentingan-kepentingan yang beragam tadi untuk selanjutnya disampaikan kepada sistem dalam bentuk usul-usul kebijakan. Oleh karena itu bila partai politik sebagai agen atau corong rakyat tidak atau kurang berfungsi dengan baik, maka banyak tuntutan dari masyarakat yang tidak sampai ke dalam sistem politik, atau bahkan mungkin terjadi penyampaian dan pemaksaan tuntutan melalui cara-cara yang tidak konstitusional, misalnya melalui demonstrasi, petisi dan sebagainya.


Tuntutan bisa datang dari lingkungan sistem (eksternal) dan bisa dari dalam sistem politik (internal). Karena lingkungan di luar sistem melalui pendekatan analisis sistem ini telah kita tetapkan berbagai sistem-sistem lain di luar sistem politik, maka secara sederhana kita dapat dengan mudah membedakan tuntutan eksternal itu satu dengan lainnya. Orang seringkali cenderung melihat tuntutan-tuntutan eksternal sehingga kadang-kadang mengabaikan tuntutan internal yang kadang-kadang, bahkan dalam beberapa kasus, seringkali mendominasi tuntutan dalam input suatu sistem politik. Sebenarnya tuntutan internal bukanlah input yang dimasukkan ke dalam sistem politik itu, tetapi merupakan sesuatu yang timbul di dalam sistem itu sendiri (With input). Oleh karena itu tuntutan internal ini seringkali lebih mempunyai akibat langsung bagi sistem politik dari pada tuntutan eksternal. Tuntutan internal yang timbul dari dalam sistem politik itu sebenarnya merupakan akibat dari situasi-situasi yang terjadi di dalam suatu sistem politik. Ketika suatu sistem politik mulai bekerja, dapat muncul tuntutan-tuntutan dari anggota-anggotanya dengan tujuan mengubah hubungan-hubungan politis di antara anggota-anggotanya sendiri sebagai akibat ketidakpuasannya terhadap hubungan-hubungan tersebut.


Sementara itu input dukungan dalam suatu sistem politik tidaklah hanya semata-mata dukungan nyata yang tampak dari luar, namun juga dukungan dalam bentuk-bentuk pandangan atau suasana pikiran. Menurut Easton suasana pikiran yang mendukung merupakan suatu kumpulan sikap-sikap atau kecenderungan-kecenderungan yang kuat atau kesediaan untuk bertindak demi orang lain. Hal ini dapat terkesan secara jelas melalui kesetiaan seseorang pada suatu partai, keterikatan seseorang pada demokrasi atau semangat patriotisme  yang tampak. Kesan-kesan ini sekali lagi belum terwujud dalam bentuk tindakan-tindakan nyata yang dapat kita amati, namun adanya kesan-kesan tersebut membawa orang pada asumsi bahwa seseorang akan melakukan tindakan tertentu yang searah dengan sikapnya tersebut.


Sekali lagi dukungan merupakan sesuatu energi yang vital bagi suatu sistem politik untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya, oleh karena itu agar suatu tuntutan dapat diperjuangkan  ke dalam sistem politik, maka tuntutan tersebut harus memperoleh dukungan yang cukup untuk dapat dijadikan isu politik dan didukung oleh anggota-anggota sistem politik. Persoalannya sekarang adalah ke arah mana dukungan itu diberikan serta berapa banyak dukungan yang harus diperoleh oleh suatu sistem politik agar ia mampu melaksanakan tugasnya.


Dukungan dalam sistem politik pada dasarnya diarahkan kepada tiga hal,yaitu dukungan terhadap komunitas politik, rezim, dan pemerintah. Dukungan terhadap komunitas politik dimaksud sebagai dukungan terhadap keberadaan suatu kelompok yang berusaha menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada atau mendorong pembuatan keputusan-keputusan yang mengikat melalui tindakan-tindakan bersama secara damai. Dukungan semacam ini sebenarnya dapat terlihat melalui pertumbuhan kesadaran dan kesatuan nasionalnya, bagaimana seseorang merasa dirinya menjadi bagian dari suatu bangsa dan bersedia melakukan kerja sama serta menyumbangkan tenaga untuk mencapai penyelesaian secara damai tuntutan mereka yang saling berbeda.


Dukungan terhadap rezim dapat diartikan sebagai dukungan terhadap aturan-aturan dasar yang mengatur dan menyelaraskan berbagai tindakan anggota-anggota sistem dalam rangka menyelesaikan masalah yang muncul sebagai konsekuensi dukungan terhadap suatu komunitas politik. Dengan demikian rezim di sini oleh Easton diartikan sebagai semua pengaturan yang mengatur cara-cara menangani tuntutan yang dimasukkan ke dalam sistem sebagai suatu “aturan permainan” dan yang dipakai oleh sebagian besar dari anggota sistem tersebut sebagai ukuran untuk menilai sah tidaknya tindakan yang dilakukan oleh anggota-anggota sistem.


Dukungan terhadap pemerintah dapat diartikan sebagai dukungan terhadap suatu pemerintahan yang bertugas melaksanakan penyelesaian terhadap beragam masalah dan konflik yang muncul di antara sesama anggota sistem. Sehubungan dukungan terhadap pemerintah ini, sebenarnya pemerintah dapat menarik dukungan baginya melalui beragam cara mulai dari cara-cara etis yang dapat diterima, sampai cara-cara yang tidak etis bersifat ancaman atau paksaan. Dengan demikian dapat kita lihat bagaimana cara pemerintah menarik dukungan baginya, melalui bujukankah, persetujuankah atau melalui manipulasi. Kadang-kadang kita jumpai pemerintah menyelesaikan tuntutan-tuntutan dengan cara pemaksaan, tanpa memperhitungkan ada tidaknya dukungan yang diberikan baginya, melalui ancaman dengan penggunaan kekerasan dan kekuatan.


Dari bahasan tentang sasaran dukungan yang diberikan di atas, marilah sekarang kita membicarakan tentang ruang lingkup dukungan sebagai upaya menjawab pertanyaan tentang berapa besarnya dukungan yang harus diperoleh oleh suatu sistem politik agar ia dapat melaksanakan tugas-tugasnya. Tampaknya tidak ada kepastian jawaban yang dapat kita buat tentang banyaknya dukungan yang harus diperoleh oleh sistem politik. Hal ini tampaknya sangat tergantung pada situasi aktual dari kasus-kasus yang ada. Ada kasus-kasus yang menunjukkan bahwa suatu sistem politik dapat melakukan tugasnya meskipun ia hanya memperoleh dukungan yang jumlahnya hanya terbatas pada beberapa anggota sistem saja, sebaliknya ada sistem politik yang meskipun memperoleh dukungan yang hampir merata dari anggota-anggotanya, namun sistem politik masih kurang cukup mampu mengolah tuntutan yang masuk ke dalam sistem politiknya.


Dari kasus-kasus yang telah disebutkan di atas selanjutnya kita mencoba mempelajari situasi aktual kondusif macam apa yang mempengaruhinya. Dari serangkaian pengamatannya, Easton mencoba memberikan generalisasi meskipun terdapat faktor pengecualiannya antara lain yaitu bahwa dalam suatu sistem politik yang mempunyai ikatan longgar seperti yang dimiliki India, ditandai oleh ciri-ciri sebagian besar anggota sistem politik yang bodoh, apatis, yang tidak peduli terhadap keseluruhan kerja sistem dan segala keputusan yang dihasilkan oleh sistem itu, baik oleh karena mereka tidak terpengaruh oleh keputusan nasional yang dibuat, ataupun tidak merasa terpengaruh oleh keputusan-keputusan itu, maka sistem politik tersebut masih dapat melaksanakan kerjanya meskipun hanya memperoleh dukungan terbatas pada 3 (tiga) persen politisi dan intelektual berorientasi barat yang aktif dalam kehidupan politik. Oleh karena itu suatu sistem politik masih dapat bertahan meskipun hanya memperoleh dukungan dari sekelompok minoritas kecil.      


Sebaliknya pengalaman Perancis menunjukkan bahwa meskipun memperoleh dukungan yang cukup memadai artinya menyebar hampir merata dari anggota-anggota sistem politiknya, namun dukungan ini belum mampu memberikan landasan yang kokoh bagi sistem politik Perancis untuk dapat melakukan pekerjaannya. Dalam kasus klasik yang dialami Perancis ini ternyata tampak bahwa meskipun dukungan diberikan oleh seluruh anggota sistem, namun dukungan itu terlalu lemah dalam arti bahwa dukungan tidak diberikan dalam kadar yang tinggi untuk setiap sasaran dalam wilayah dukungan. Dukungan dengan  tingkat yang tinggi hanya diberikan kepada komunitas politik yang menjaga keutuhan masyarakat Perancis, namun terhadap rezim dan pemerintahannya, tampaknya masih terdapat keragu-raguan di antara sebagian besar anggota sistem politik Perancis tersebut yang berakibat rendahnya kadar dukungan bagi rezim maupun pemerintahannya.


Dari bahasan di atas tampak bahwa betapa pentingnya dukungan bagi sistem politik agar ia dapat melakukan tugasnya mengubah tuntutan menjadi output yang memuaskan anggota-anggota sistemnya. Oleh karena itu kemudian muncul pertanyaan tentang cara bagaimana suatu sistem politik mengelola dukungan-dukungan itu secara cukup dan kontinu. Masalah kontinuitas dukungan amat penting bagi sistem politk guna tetap terpenuhinya enerji yang dibutuhkannya dalam rangka melaksanakan pekerjaannya. Oleh karena itu pada bahasan berikut akan dicoba untuk melihat cara-cara apa yang mungkin dapat dilakukan oleh suatu sistem politik dalam rangka memelihara dukungan yang cukup dan kontinu baginya.


Cara pertama, dapat dilakukan dengan penggunaan output-output yang dihasilkan sebagai mekanisme dukungannya. Output merupakan hasil-hasil berupa keputusan dan kebijakan dari para anggota sistem politk dalam rangka memenuhi tuntutan yang muncul dalam input sistem politk tersebut. Berdasarkan pemikiran tersebut tentunya secara sederhana kita dapat mengasumsikan bahwa bila sistem politik mampu mengolah beragam tuntutan dari masyarakat menjadi output yang memuaskan masyarakat, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem akan semakin bertambah, wujud dari kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan sistem politik melakukan pekerjaannya tadi dapat kita lihat semakin bertambahnya dukungan yang diterima sistem politik baik terhadap rezim, maupun komunitas politiknya dan terutama kepada pemerintahnya.


Meskipun output dapat digunakan sebagai mekanisme dukungan seperti yang digambarkan di atas, namun seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa tidak mungkin sistem politk mampu menghasilkan output yang memuaskan seluruh masyarakat melihat perbandingan yang tidak seimbang antara jumlah tuntutan yang besar dengan sumber-sumber serta kemampuan sistem untuk mengelolanya yang amat terbatas. Oleh karena itu di sini dituntut kemampuan anggota sistem politk untuk memilih alternatif tuntutan macam apa dan dari kelompok mana yang harus diperhatikan dan dipenuhi terlebih dulu. Pernyataan tersebut sekaligus menunjuk akan adanya tuntutan dari kelompok-kelompok tertentu yang tidak perlu dipenuhi terlebih dulu. Yang menjadi persoalan adalah kelompok macam apa yang tidak perlu dipenuhi tuntutan terlebih dulu. Jawaban atas pertanyaan itupun menjadi sangat relatif bergantung pada kondisi yang ada. Meskipun begitu secara umum kita dapat menyebutkan bahwa suatu sistem politik dapat tidak memenuhi tuntutan dari anggota-anggota sistem sekalipun tuntutan itu datang dari para pendukungnya yang gigih, selama ia yakin bahwa akan adanya sumber atau cadangan dukungan yang cukup untuk bertahun-tahun. Oleh karena itu suatu sistem harus selalu mengupayakan tersedianya dukungan yang cukup. Dengan adanya cadangan dukungan yang cukup ini suatu pemerintah masih dapat terjamin dalam pelaksanaan fungsinya, sekalipun tampaknya ia mengingkari para pendukungnya, selama para pendukung itu memandang bahwa pemerintah secara umum dapat memenuhi kebutuhan mereka. Dukungan cadangan ini antara lain dapat kita jumpai dalam bentuk-bentuk seperti kesetiaan yang besar terhadap suatu kelompok, rasa nasionalisme yang mendalam dan sebagainya.


Cara kedua, adalah melalui politisasi sebagai mekanisme dukungan. Politisasi oleh Easton diartikan sebagai cara-cara dengan mana anggota-anggota masyarakat mempelajari pola-pola politik. Melalui proses politisasi inilah seorang individu belajar untuk memainkan peran politiknya dan dalam proses itu pula terjadi penyerapan dan peniruan sikap-sikap politik yang cocok. Melalui proses inilah individu sebagai anggota sistem diajarkan tentang harapan-harapan dasar yang sama dalam hal patokan-patokan atau ukuran-ukuran yang harus diterapkan untuk membuat penilaian politik, cara seseorang berpikir tentang berbagai masalah politik dan cara-cara mereka memandang dan menafsirkan gejala politik.


Melalui politisasi ini sebenarnya pemerintah mampu mengelola dukungan baginya dengan cara menanamkan rasa keterikatan yang dalam dari anggota-anggota sistem pada sistem politiknya. Bila keterikatan politik ini menjadi berakar dengan sangat kuatnya atau telah melembaga, maka sistem politk tersebut akan memiliki legitimasi yang tinggi. Dan legitimasi yang tinggi terutama kepada rezim dan pemerintahnya akan menopang terbentuknya cadangan dukungan yang besar.

Lingkungan Sistem Politik

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ada keterkaitan yang erat antara sistem politk dengan lingkungan. Sistem politik hidup dalam suatu lingkungan bersama dengan sistem-sistem lain dan mengadakan hubungan saling mempengaruhi di antara sesama sistem tersebut. Dari sisi analisis sistem, pengaruh-pengaruh yang datang dari lingkungan di mana sistem-sistem lain itu berada, baik berupa tuntutan maupun dukungan, harus dapat dikelola sedemikian rupa sehingga tidak merupakan suatu gangguan yang akan membahayakan kelangsungan hidup sistem politik tersebut. Kemampuan anggota-anggota sistem, terutama elite pembuat keputusan, dalam mengelola dan menanggapi desakan maupun pengaruh dari lingkungan sangat bergantung pada pengenalannya terhadap lingkungan itu sendiri.


Pengertian lingkungan di sini diartikan sebagai semua sistem baik sosial maupun fisik yang bukan termasuk dalam sistem politik. Berdasarkan pengertian tersebut kita dapat membagi lingkungan menjadi Lingkungan Masyarakat Dalam (Intra-Societal Environment) dan Lingkungan Masyarakat Luar (Extra-Societal Environment). Lingkungan Masyarakat Dalam kita artikan sebagai semua sistem sosial maupun fisik yang berada di luar sistem politik akan tetapi masih tetap berada di dalam masyarakat yang sama, sebagai contoh misalnya Sistem Politik Indonesia. Yang dimaksud dengan Lingkungan Masyarakat Dalam di sini tentu saja adalah semua sistem baik sosial maupun fisik dari masyarakat Indonesia. Misalnya sistem ekologi Indonesia, sistem sosial masyarakat Indonesia, sistem ekonomi Indonesia, sistem kepribadian masyarakat Indonesia dan sebagainya. Lingkungan Masyarakat Luar dapat diartikan sebagai semua sistem baik sosial maupun fisik dari masyarakat lain. Misalnya, sistem ekologi internasional, sistem sosial internasional dan sistem politik internasional dan sebagainya.


Dari kedua kategori di atas, selanjutnya dapat disusun sejumlah sistem yang termasuk ke dalam kedua kategori tersebut. Penyusunan sistem-sistem tersebut tentu saja dapat bervariasi, bergantung pada penilaian atas ada tidaknya keterkaitan  yang cukup kuat antara sistem-sistem itu dengan sistem politik. Untuk alat bantu kita di dalam memahami sistem politik Indonesia, tetap akan digunakan pembagian dan penyusunan sistem-sistem dalam lingkungan sebagaimana yang diajukan oleh David Easton.

Lingkungan Masyarakat Dalam, oleh Easton dibagi ke dalam 4 (empat) sistem, yaitu Sistem Ekologi, Sistem Biologi, Sistem Kepribadian dan Sistem Sosial. 

Sistem Ekologi adalah semua lingkungan fisik dan kondisi-kondisi organik non humanis dari kehidupan manusia. Lingkungan fisik dari sistem ekologi ini misalnya adalah ciri-ciri geografi atau tata ruang seperti sifat dasar topografi sumber-sumber fisik, luas teritorial, iklim dan sifat-sifat yang sama yang mempengaruhi kondisi semua kehidupan termasuk politik. Sedangkan aspek-aspek dari kondisi organik non humanis lebih mengacu pada alam, lokasi dan kekayaan persediaan makanan serta flora dan fauna lainnya yang dapat dipergunakan oleh anggota sistem politik. Pengenalan terhadap sistem ekologi ini akan sangat membantu anggota-anggota sistem politik dalam membuat keputusan-keputusan politik. Misalnya sistem ekologi Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan kekayaan alam baik flora maupun fauna yang berbeda-beda antara pulau-pulau tersebut. Di sini para pengambil atau pembuat kebijakan dalam sistem politik Indonesia harus mampu mengenali keadaan ekologi beserta semua potensi kekayaannya dalam rangka pembuatan keputusan mengenai pengembangan wilayah, sistem pertahanan atau keputusan ekonomi. Para pembuat kebijakan harus selalu mengamati perubahan maupun perkembangan yang terjadi pada sistem ekologinya agar mampu membuat sejumlah alternatif dalam rangka menanggapi perubahan tersebut agar tidak sampai menimbulkan gangguan terhadap sistem politik. Perubahan tersebut misalnya berkurangnya sumber  minyak, menurunnya hasil kayu sebagai akibat penebangan hutan yang semena-mena atau pengelolaannya yang kurang baik tentu akan sangat berpengaruh terhadap pemasukan negara yang diperlukan dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan. Kalau hal ini berlangsung terus pada gilirannya akan menjadi gangguan bagi kelangsungan hidup sistem politik.       

Sistem Biologi menunjuk pada susunan biologis manusia dari masyarakat yang bersangkutan yang dianggap mempunyai keterkaitan kuat di dalam pembentukan perilaku politik tertentu. Dengan demikian sistem biologi dianggap penting sejauh ia dapat memberi petunjuk terhadap batas-batas perilaku individu yang membawa pengaruh kehidupan politik. Dari pemikiran tersebut dapat diasumsikan bahwa susunan biologis manusia tertentu akan melahirkan perilaku yang rasional, penuh pertimbangan dan penuh kedamaian. Dapat pula susunan biologis tertentu akan melahirkan perilaku yang emosional, kurang pertimbangan dan lebih menyukai konflik. Kebenaran hubungan antara susunan biologis manusia di atas dengan pembentukan perilaku tertentu, masih dipertanyakan dan membutuhkan penelitian lebih lanjut. Meski begitu sistem biologi ini harus dipertimbangkan sebagai bagian dari keseluruhan lingkungan dalam mana sistem politik itu bekerja.


Berhubungan erat dengan sistem biologi di atas adalah sistem kepribadian yang juga ikut menentukan perilaku manusia dan masyarakat. Pemahaman terhadap sistem kepribadian dari suatu masyarakat akan mambantu elit pembuat keputusan dalam sistem politik dari masyarakat yang bersangkutan untuk mengetahui motivasi masyarakat lebih dalam lagi, atau menentukan cara-cara bagaimana yang sebaiknya diambil dalam pencapaian tujuan bersama. Banyak sudah para ahli yang mencoba meneliti dan megembangkan lebih lanjut pengaruh dari sistem kepribadian ini di dalam tema-tema nasional. Misalnya penelitian terhadap karakter nasional/bangsa dan pengaruhnya dalam masalah pembangunan itu sendiri. Bahasan terhadap masalah sistem kepribadian ini tentu saja tidak diberikan secara mendalam, karena di sini hanya akan menguraikan adanya keterkaitan antara sistem kepribadian sebagai bagian dari lingkungan yang mempunyai keterkaitan erat dengan sistem politik.

Sistem Sosial oleh Easton dikelompokkan menjadi beberapa sistem dan yang paling penting di antaranya adalah struktur sosial, sistem kebudayaan, sistem ekonomi dan sistem demografi. Pemahaman terhadap struktur sosial akan membantu pemahaman terhadap pengelompokan-pengelompokan yang ada dalam masyarakat, mobilitas di dalamnya dan kekuatan-kekuatan di antara kelompok-kelompok tersebut, akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan tuntutan dan dukungan bagi sistem politik. Struktur sosial dapat dilihat secara vertikal yaitu adanya pelapisan pelapisan mulai dari lapisan bawah sampai dengan lapisan atas (elit). Berdasarkan struktur yang vertikal ini selanjutnya dapat diketahui struktur mana yang paling dominan dan berpengaruh terhadap pembentukan tuntutan dan dukungan bagi sistem politik, semua lapisan atau hanya terbatas pada lapisan atas/elit semata. Lebih lanjut dapat ditelusuri hubungan di antara berbagai lapisan tersebut untuk mengetahui bagaimana elit atau kelompok atas meraih dukungan dari lapisan-lapisan yang berada di bawahnya. Struktur sosial juga dapat dilihat dari sisi horisontal, yaitu adanya pengelompokan-pengelompokan masyarakat yang sederajat dan tidak bertingkat. Misalnya pengelompokan atas dasar suku bangsa, agama, ras dan sebagainya. Semakin heterogen suatu masyarakat, semakin kompleks pula pelapisan dan pengelompokan dalam masyarakat tersebut. Pengetahuan terhadap struktur sosial secara horisontal dapat mebantu mengetahui kelompok mana yang paling dominan di dalam mempengaruhi sistem politik. Sistem kebudayaan merupakan bagian dari sistem sosial yang juga sangat berpengaruh terhadap pembuatan keputusan-keputusan politik. Pemahaman terhadap sistem kebudayaan menunjuk kepada pemahaman pada budaya politik masyarakat. Budaya politik masyarakat secara sederhana dapat diartikan sebagai orientasi individu dalam masyarakat terhadap kehidupan politik dan pemerintahan negaranya. Dengan perkataan lain budaya politik merupakan pandangan atau bagaimana individu memandang masalah-masalah politik. Dengan demikian budaya politik terdiri dari serangkaian nilai, sikap, informasi dan kecakapan politis yang membentuk orientasi individu dalam masyarakat tersebut. Berbagai penelitian terhadap budaya politik telah dikembangkan terutama dikaitkan dengan masalah partisipasi politik. Umumnya masyarakat dikelompokkan ke dalam berbagai tipe kebudayaan politik mulai dari budaya politik yang menunjuk pada sikap masyarakat yang acuh tak acuh terhadap politik, sampai masyarakat yang aktif ikut serta terlibat dalam persoalan-persoalan politik. Persoalan budaya politik menjadi penting artinya di dalam pembuatan keputusan politik. Oleh karena itu sistem politik harus mampu mengelola budaya politik tersebut sehingga tidak merugikannya. Misalnya dalam hal partisipasi politik. Sistem politik harus mampu mengatur budaya politik sedemikian rupa sehingga akan melahirkan partisipasi politik sesuai dengasn kemampuan sistem untuk menampungnya. Beberapa kasus menunjukkan bahwa partisipasi yang diberikan secara berlebihan tidak sesuai dengan kemampuan sistem untuk dapat menampungnya akan dapat mengganggu bahkan menghancurkan sistem politik itu sendiri. Meski begitu hal ini tidak berarti bahwa sistem politik harus menekan partisipasi politik sehingga mengorbankan nilai demokrasi yang pada akhirnya juga dapat mengganggu atau menghancurkan sistem politik tersebut. Ini merupakan variasi di dalam pelaksanaan demokrasi. Bahasan terhadap budaya politik seringkali dikaitkan dengan struktur sosial, misalnya budaya politik elit, budaya politik suatu suku bangsa dan sebagainya.


Sistem ekonomi juga dianggap mempunyai pengaruh kuat di dalam pembuatan keputusan politik. Sistem ekologi dan kemajuan teknologi mempunyai keterkaitan kuat di dalam menentukan sistem ekonomi suatu masyarakat. Kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi harus ditujukan untuk dapat mengelola segenap potensi kekayaan alam sedemikian rupa sehingga mampu memperbaiki dan meningkatkan perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Kekeliruan di dalam pengambilan kebijakan ekonomi, baik dalam pengelolaan sumber kekayaan alam maupun pemanfaatn teknologi yang digunakan, akan dapat melahirkan tuntutan masyarakat. Misalnya penggunaan modal asing guna mengelola kekayaan alam secara berlebihan akan dapat mematikan industri dalam negeri, terlebih apabila yang digunakan teknologi padat modal yang lebih banyak menggunakan kekuatan mesin-mesin canggih ketimbang pemanfaatan tenaga kerja manusia. Beberapa peristiwa politik dapat muncul sebagai akibatnya, sebagaimana pernah kita alami pada peristiwa Malari tahun 1974.


Sistem Demografi juga mempunyai keterkaitan kuat dengan pembuatan keputusan politik. Sistem demografi menunjuk pada keadaan penduduk , baik jumlah, komposisi, distribusi penduduk maupun pada pertumbuhan penduduk itu sendiri. Perubahan-perubahan pada sistem demografi ini akan membawa dampak penting bagi sistem politik.  Misalnya pertumbuhan yang terlalu cepat atau distribusi yang tidak merata akan dapat menimbulkan gangguan bagi sistem. Oleh karena itu di Indonesia misalnya, dibuat kebijakan tentang Keluarga Berencana (KB). Tujuannya tentu saja untuk mengatur kelahiran sehingga dapat mengurangi beban, terutama dalam hal ekonomi, pendidikan dan penyediaan lapangan kerja yang pada akhirnya merupakan gangguan bagi sistem politik bila tidak dikelola dengan baik. Demikian pula dibuat kebijakan transmigrasi misalnya untuk mengadakan pengaturan distribusi penduduk sehingga tidak hanya menumpuk di pulau Jawa saja. Dengan transmigrasi diharapkan dapat dilakukan distribusi penyebaran penduduk yang seimbang di antara berbagai pulau yang ada. Dengan penyediaan lahan-lahan baru beserta fasilitas untuk mengolahnya diharapkan dapat memberikan lapangan kerja guna perbaikan kualitas hidup yang sekaligus mengurangi tekanan pada sistem politik.


Sementara itu Lingkungan Masyarakat Luar oleh Easton dibagi menjadi tiga sistem, yaitu Sistem Politik Internasional, Sistem Ekologi Internasional dan Sistem Sosial Internasional.


Sistem Politik Internasional. Misalnya Sistem Politik Indonesia, akan dipengaruhi oleh sistem politik-sistem politik lain, seperti sistem politik Amerika, Malaysia, Singapura dan sebagainya. Dengan demikian adanya lingkungan masyarakat luar ini menimbulkan pola hubungan internasional, baik bilateral maupun multi lateral. Dalam pola hubungan internasional ini masing-masing sistem politik berupaya memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Dengan demikian elit pembuat kebijakan dalam sistem politik Indonesia misalnya, harus memperhitungkan kepentingan Amerika misalnya di dalam pembuatan kebijakan agar kepentingan Indonesia sendiri terhadap Amerika dapat terlindungi. Demikian pula sebaliknya. Kekeliruan di dalam mengambil kebijakan luar negeri akan dapat menimbulkan gangguan bagi sistem politik itu sendiri. Misalnya kemungkinan terjadinya  ketergantungan pada negara-negara besar membuat sistem politik tidak bebas lagi menentukan sikap. Hal ini semakin intens akhir-akhir ini terutama sebagai akibat adanya globalisasi yang mengakibatkan saling ketergantungan dari masing-masing sistem politik meningkat.  


Hampir sama dengan pembahasan tentang sistem ekologi dalam Lingkungan Masyarakat Dalam di atas, sistem ekologi internasional mencakup semua lingkungan fisik dan kondisi-kondisi non humanis dari masyarakat internasional. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sistem ekologi internasional ini tentu saja juga berpengaruh terhadap sistem politik. Misalnya berkurangnya atau menurunnya sumber-sumber minyak di beberapa negara akan sangat berpengaruh terhadap munculnya krisis minyak yang sekaligus berpengaruh terhadap harga dasar minyak dan pola pemasarannya.


Sistem Sosial Internasional oleh Easton juga dibagi dalam Struktur Sosial Internasional, Sistem Kebudayaayn Internasional, Sistem Ekonomi Internasional dan Sistem Demografi Internasional. Semua sistem yang tergabung dalam sistem sosial internasional ini juga mempunyai pengaruh kuat terhadap sistem politik sebagaimana sistem sosial dalam Lingkungan  Masyarakat Dalam.


Tentang bagian dari lingkungan mana yang sangat berpengaruh terhadap suatu sistem politik, sangat tergantung pada sistem politik dari negara mana yang hendak kita bahas.

BAB III

Pendekatan Struktural Fungsional
Sistem Politik, Lingkungan dan Kapabilitas


Pendekatan struktural fungsional merupakan salah satu pendekatan dalam ilmu politik yang berusaha menjelaskan bagaimana bentuk struktur atau lembaga-lemabag politik di dalam suatu sistem politik. Pendekatan ini menjelaskan bagaimana struktur-struktur di dalam sistem politik menjalankan fungsi-fungsinya. Pendekatan ini diperkenalkan oleh seorang ahli ilmu politik, Gabriel Almond, dalam usahanya menemukan suatu teori yang menyeluruh (Grand Theory) tentang sistem politik. Untuk itu Almond mencoba mengadakan perbandingan atas prosedur dan cara bekerja suatu sistem politik. Dalam hal ini Almond melihat apakah ada persamaan dan perbedaan dari struktur-struktur politik di dalam menjalankan fungsi-fungsinya pada suatu sistem politik. Usahanya ini dilakukan dengan membandingkan berbagai macam sistem politik, baik yang bersifat oligarki, monarki, demokratis maupun totaliter.

1. Pengertian Sistem Politik

Sebelum sampai pada usahanya itu, Almond memberikan uraian tentang pengertian sistem politik. Menurutnya, Sistem Politik adalah sistem interaksi yang terdapat di dalam semua masyarakat yang bebas/merdeka yang melaksanakan fungsi-fungsi integrasi dan adaptasi (baik di dalam masyarakatnya maupun berhadap-hadapan dengan masyarakat lainnya) melalui penggunaan paksaan fisik yang sedikit banyak bersifat sah.


Dari pengertian di atas ada beberapa bagian perlu diberikan penjelasan yang terperinci. 

Sistem politik merupakan sistem interaksi. Dengan sistem interaksi dimaksud bahwa di dalam sistem politik -  baik yang bersifat modern maupun tradisonal - terjadi hubungan timbal balik di antara aktor-aktor politik. Aktor-aktor politik yang mengadakan interaksi itu adalah individu-individu, kelompok-kelompok individu, lembaga atau organisasi. Dengan demikian sistem interaksi yang terjadi di dalam suatu sistem politik ditandai oleh hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau antara kelompok dengan kelompok lainnya atau organisasi dengan organisasi lainnya di dalam suatu sistem politik.

Masyarakat Merdeka. Suatu masyarakat yang tidak merdeka, misalnya masyarakat Indonesia dalam koloni Belanda yang pada waktu itu disebut “Nederlands-Indie”, masyarakat itu tidak mempunyai sistem politik Indonesia, Sistem politik yang ada di Nederlands-Indie adalah sistem politik Nederland. Oleh sebab itu suatu sistem politik hanya terdapat pada masyarakat merdeka.

Fungsi integrasi dan adaptasi. Fungsi integrasi yang dimaksudkannya adalah bahwa tujuan pokok sistem politik mengusahakan tercapainya kesatuan dalam masyarakat. Sedang fungsi adaptasi adalah fungsi penyesuaian diri dari sistem politik terhadap lingkungan, baik lingkungan masyarakatnya sendiri maupun lingkungan masyarakat lainnya (internasional). Jadi suatu sistem politik di samping harus mampu mempersatukan masyarakatnya, ia juga harus mampu mengadakan panyesuaian-penyesuaian yang diperlukan dalam rangka menghadapi lingkungan masyarakatnya sendiri maupun masyarakat lainnya (internasional).

Paksaan fisik yang sedikit banyak bersifat sah. Istilah “sedikit banyak bersifat sah” merupakan petunjuk bahwa tidak semua sistem politik mempergunakan paksaan fisik secara sah terutama dalam mengalokasikan nilai-nilai ke dalam masyarakat. Sistem politik yang totaliter merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang diragukan keabsahannya dalam mempergunakan paksa fisik. Sedangkan sistem politik yang demokratis umumnya menggunakan paksaan fisik dalam batas-batas keabsahan kekuasaan atau wewenang yang ada padanya. Dengan demikian istilah “sedikit banyak bersifat sah” sebenarnya dimaksudkan untuk mencakup semua jenis sistem politik - apakah totaliter maupun demokratis - yang terdapat dalam masyarakat.

2. Hubungan Sistem Politik dengan Lingkungannya

Dalam pembahasan sebelumnya, kita telah membedakan antara sistem politik dengan lingkungannya. Easton dalam pembahasannya mengenai Analisis Sistem Politik, mengatakan bahwa suatu sistem politik memiliki suatu batas yang memisahkannya dengan lingkungannya. Untuk tujuan analisisnya Easton menganggap bahwa yang termasuk ke dalam sistem politik adalah semua tindakan yang sedikit banyak berkaitan dengan pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang sah atau yang mengikat masyarakat. Tindakan sosial lainya yang tidak mengandung ciri itu tidak tergolong dalam sistem politik, dengan demikian tindakan tersebut dapat dianggap sebagai lingkungan di mana sistem politik itu berada.


Sama seperti Easton, Almond juga membagi lingkungan ke dalam dua dimensi, yaitu lingkungan domestik dan lingkungan internasional. Lingkungan domestik sama dengan lingkungan dalam menurut Easton. Lingkungan internasional oleh Easton disebut lingkungan luar. Untuk konsistensi tulisan ini, kita gunakan saja istilah lingkungan dalam untuk menunjuk lingkungan domestik dan lingkungan luar untuk menunjuk lingkungan internasional.


Hubungan antara sistem politik dengan lingkungannya adalah sangat erat. Sebagai bagian dari sistem masyarakat, sistem politik selalu berinteraksi dengan sesuatu lingkungan, yang mempengaruhinya maupun yang dipengaruhinya. Berbagai macam pengaruh yang berasal dari lingkungan mengalir masuk ke dalam sistem politik dan sebaliknya, sistem politik juga mempengaruhi lingkungannya. Sebagai contoh, pengaruh lingkungan yang masuk ke dalam sistem politik berupa input - baik yang bersifat dukungan maupun tuntutan - sedangkan hasilnya yang berupa output (keputusan atau kebijakan) berpengaruh pula ke dalam masyarakatnya. Pada gambar yang dikemukakan Almond di bawah ini, hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi antara sistem politik dengan lingkungannya digambarkan dengan “anak panah”.

Gambar Sistem Politik dan Lingkungannya
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Mengenai bagaimana berlangsungnya proses interaksi atau hubungan saling mempengaruhi antara sistem politik dan lingkungannya Almond memberikan contoh berdasarkan gambar tersebut sebagai berikut:


Secara sederhana gambar tersebut menggambarkan bahwa suatu sistem  politik dikelilingi oleh lingkungan dalam dan lingkungan luar. Anak panah menggambarkan bahwa sistem politik bisa mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kedua jenis lingkungan tersebut. Kita umpamakan saja bahwa sistem politik A adalah negara yang masyarakatnya bersifat agraris dan sebagian besar warganya masih buta huruf. Kemudian sebagian tanah pertanian dikuasai oleh tuan-tuan tanah yang pada gilirannya ikut menyebabkan sebagian besar rakyatnya tergantung pada tuan-tuan tanah itu. Sementara itu agama yang dianut mengajarkan mereka untuk menerima nasib dan memandang kehidupan ini sebagai suatu yang menuntut kerja keras dan kepatuhan.


Dalam masyarakat semacam ini tentunya tidak mungkin berkembang suatu kehidupan yang demokratis. Hal ini disebabkan oleh kondisi masyarakat di mana kepentingan atau tuntutan yang datang dari lingkungan dalam atau masyarakatnya dan masuk ke dalam sistem politik A hanyalah berasal dari kaum bangsawan dan kalangan tuan tanah. Karena itu pula output yang dihasilkan oleh sistem politik A hanyalah berupa pengaturan dan penarikan pajak, untuk memelihara ketertiban serta memberikan jasa-jasa secara terbatas bagi lingkungan dalamnya atau masyarakatnya.


Sebagai suatu negara, sistem politik A juga mengadakan interaksi dengan negara-negara tetangganya di dalam lingkungan luar (internasional). Dengan demikian sistem politik A mempunyai lembaga-lembaga yang menjalankan hubungan diplomatik dalam rangka pelaksanaan politik luar negerinya. Suatu tindakan agresif dari sistem politik tetangganya (misal sistem politik B, C, D, atau E) atau sebaliknya bila sistem politik A mengadakan agresi ke sistem politik tetangganya, mengharuskan sistem politik A membangun kekuatan angkatan bersenjata. Demikian pula ia harus menarik pajak atau meminta bantuan kepada negara asing untuk mempekuat sistem pertahanan negaranya. Dengan demikian jelaslah bahwa sistem politik A selain dipengaruhi oleh lingkungan dalam juga dipengaruhi oleh lingkungan luarnya.


Kalau ilustrasi di atas merupakan contoh tentang bagaimana suatu sistem politik dipengaruhi oleh lingkungannya, maka selanjutnya Almond menggambarkan bagaimana sistem politik mempengaruhi lingkungannya. Berdasar gambar di atas Almond mengandaikan sistem politik A dikuasai oleh seorang Raja Muda yang melakukan kerja sama dengan tuan tanah liberal untuk memodernisir masyarakatnya di segala bidang. Sehingga masyarakatnya menjadi dinamis yang pada akhirnya mendorong adanya perubahan-perubahan dalam masyarakat. Ini berarti bahwa sistem politik A telah dipengaruhi lingkungan dalamnya dengan membawa perubahan-perubahan yang maju terhadap masyarakatnya.


Perkembangan yang terjadi dalam sistem politik A itu rupanya juga mempunyai pengaruh terhadap sistem politik negara tetangganya. Perubahan-perubahan yang terjadi di A terdengar oleh negara-negara tetangganya. Negara B dan C misalnya terpengaruh untuk meniru A dengan menjalankan kebijakan modernisasi. Sedang negara D dan E menentang usaha-usaha modernisasi dan menekan setiap usaha dari warga negaranya untuk meniru A. Pemimpin-pemimpin di dalam sistem politik negara D dan E memandang modernisasi sebagai suatu ancaman bagi kekuasaannya. Karena itu D dan E mengancam untuk menyerang A bila A tetap melakukan modernisasi. Sebagai akibatnya A harus memperkuat angkatan bersenjatanya demi mempertahankan diri dari kemungkinan serangan D dan E. Ilustrasi ini kiranya cukup jelas untuk menggambarkan bahwa sistem politik ikut mempengaruhi lingkungan dalam dan juga mempengaruhi lingkungan luarnya.
3. Kapabilitas/Kemampuan Sistem Politik

Suatu hal lain yang dibahas Almond ialah kemampuan sistem politik dalam megatasi pengaruh lingkungan dalam ataupun lingkungan luar terhadap dirinya. Hal ini dikemukakan dalam bukunya Comparative Politics: A Development Approach. Dengan mengetahui kemampuan sistem politik kita dapat menilai apakah sistem politik di suatu negara akan stabil atau tidak. Di samping itu kita akan dapat pula mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi di dalam suatu sistem politik. Peningkatan atau penurunan kemampuan sistem politik merupakan petunjuk adanya perubahan dalam sistem politik. Cara mengukur kemampuan sistem politik sebenarnya hanya dengan memperhatikan input-input atau pengaruh-pengaruh yang masuk ke dalam sistem politik, baik itu dari lingkungan dalam maupun lingkungan luar.


Menurut Almond ada enam jenis kemampuan yang perlu dimiliki oleh setiap sistem politik. Jenis-jenis kemampuan itu adalah:


a. Kapabilitas ekstraktif


b. Kapabilitas regulatif (pengaturan)


c. Kapabilitas distributif


d. Kapabilitas simbolis


e. Kapabilitas responsif


f. Kapabilitas domestik dan internasional.


Kapabilitas Ekstraktif atau kemampuan ekstraktif adalah kemampuan dari sistem politik dalam mengelola sumber-sumber material dan manusia dari lingkungan dalam maupun luar. Kemampuan ini dapat dilihat dan diketahui dari berbagai segi. Salah satunya adalah dari jumlah sumber yang masuk ke dalam sistem politik dari berbagai tingkatan - baik tingkat nasional maupun daerah - serta dari mana sumber-sumber itu berasal. Misalnya pedapatan daerah ataupun pendapatan nasional. Ia juga dapat dilihat dari sarana yang digunakan untuk mencapai kemampuan tersebut, apakah menggunakan kekerasan atau tidak. Ukuran lainnya adalah sumber-sumber material apakah yang dipunyai oleh sistem politik, misalnya kekayaan alam, jumlah penduduk dan sebagainya.     


Kapabilitas regulatif atau kemampuan regulatif menunjukkan kemampuan dari sistem politik dalam hal mengontrol atau mengendalikan perilaku individu-individu atau kelompok-kelompok yang berasal dari sistem politik itu. Kapabilitas regulatif ini dapat dilihat atau diketahui melalui individu-individu atau kelimpok-kelompok serta bidang-bidang yang dikontrol atau dikendalikan oleh sistem politik. Demikian pula kemampuan ini dapat dilihat dari frekwensi dan intensitas kontrol yang dilakukan oleh sistem politik.

Kapabilitas distributif atau kemampuan distributif menunjukkan pada alokasi atau distribusi dari berbagai jenis barang, jasa, kehormatan, status dan kesempatan yang berasal dari sistem politik kepada individu-individu atau kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat.

Kapabilitas simbolis atau kemampuan simbolik menunjukkan pada efektivitas mengalirnya simbol dari sistem politik ke dalam masyarakat (domestik) maupun lingkungan internasional. Efektif atau tidak mengalirnya simbol tersebut menentukan tingkat kemampuan sistem politik. Dalam hal ini perlu dibedakan antara kemampuan simbolik dengan output simbolik. Output simbolik di dalamnya termasuk antara lain penegasan dari nilai-nilai elit seperti, parade bendera, upacara kemiliteran, kunjungan pejabat tinggi dan sebagainya. Keefektifan output simbolik ini sulit diukur, tetapi para elit politik dan para jurnalis dan sarjana  sering berusaha untuk  mengukurnya yaitu dengan menghitung atau memperkirakan jumlah kerumunan massa, jumlah peserta yang hadir dalam rapat-rapat raksasa, lamanya “applaus” yang diberikan oleh para pengunjung terhadap pidato seorang tokoh. Sebaliknya apabila output simbolik kurang mendapatkan kepercayaan lagi atau bahkan tidak diterima lagi oleh masyarakat, maka mungkin para pejabat tinggi akan mendapat cercaan atau makian, patung-patung monumen dihancurkan dan sebagainya. Hal seperti ini berarti, dengan kurang atau tidak dipercayainya output simbolik oleh masyarakat, maka kemampuan simbolik dari sistem politik yang bersangkutan akan menjadi berkurang.

Kapabilitas Responsif. Sistem politik dinyatakan mempunyai kemampuan responsif yang rendah apabila sistem politik tersebut kurang memperhatikan tuntutan-tuntutan atau tekanan-tekanan yang terdapat pada lingkungannya, baik lingkungan dalam maupun luar. Sebaliknya sistem politik dapat dinyatakan mempunyai kemampuan responsif yang tinggi apabila sistem politik tersebut selalu tanggap terhadap tuntutan-tuntutan atau tekanan-tekanan yang dilontarkan oleh kelompok-kelompok kepentingan maupun partai-partai politik dan juga selalu tanggap terhadap tuntutan-tuntutan atau tekanan-tekanan yang berasal dari lingkungan luar (internasional).

Kapabilitas Domestik dan Internasional adalah kemampuan domestik dan internasional yang memperlihatkan keberadaan suatu sistem politik dalam lingkungan dalam (domestik) maupun luar (internasional). Pembahasan tentang tingkah laku internasional dari suatu sistem politik dapat dilihat dari sudut kemampuan ekstraktif internasional, kemampuan regulatif internasional, kemampuan distributif internasional, kemampuan simbolik internasional dan kemampuan responsif internasional dari sistem politik yang bersangkutan.


Sehubungan dengan kemampuan ekstraktif internasional, keadaan suatu sistem politik dapat diukur dari besarnya pendapatan yang diperoleh dalam kegiatan perdagangan internasional, keuntungan dari penanaman modal di negara lain, atau kalau ada, pampasan perang dari negara lain. Kemampuan regulatif internasional dapat diukur dari seberapa jauh suatu sistem politik dapat melakukan penetrasi politik ke dalam sistem politik negara lain. Kemampuan distributif internasional dapat berupa subsidi, hadiah, pinjaman atau bantuan teknik dari negara lain. Simbol-simbol, kesan-kesan, kebijakan-kebijakan dari sistem politik suatu negara ke negara lainnya merupakan bentuk kemampuan simbolik internasional dari suatu sistem politik. Sedang kemampuan responsif  internasional dapat dilihat dari politik luar negeri yang dijalankan oleh suatu negara. Oleh karena itu sudah menjadi tolok ukur secara umum bahwa politik luar negeri suatu negara merupakan perwujudan dari tanggapan-tanggapan yang diberikannya terhadap politik luar negeri suatu negara lainnya.

BAB IV

Fungsi Input dan Output

Input sebagaimana telah disinggung di depan, merupakan masukan ke dalam sistem politik yang berfungsi sebagai enerji yang menunjukkan bahwa sistem politik itu bekerja. Input itu sendiri terdiri dari dua macam, yaitu input yang berupa tuntutan dan input yang berupa dukungan. Kedua macam input ini berasal dari kedua lingkungan sistem politik yaitu yang bersifat domestik dan internasional.


Sementara itu output merupakan hasil dari bekerjanya sistem politik. Output tersebut berupa keputusan-keputusan yang otoritatif (mempunyai kekuatan hukum). Oleh karena itu keputusan-keputusan ini mengikat anggota-anggota masyarakat yang berada dalam sistem politik yang bersangkutan. Ini berarti bahwa suatu keputusan yang dihasilkan oleh sistem politik harus dipatuhi dan ditaati oleh anggota masyarakat.


Suatu input dapat menjadi output melalui proses yang menandai bekerjanya sistem politik. Proses ini dinamakan proses konversi. Dalam proses ini terjadi interaksi antara aktor-aktor politik, baik yang berupa individu, kelompok ataupun organisasi. Output yang dihasilkan dan berupa keputusan-keputusan itu kemudian dikembalikan ke dalam lingkungan sistem politik. Melalui mekanisme umpan balik, output itu kembali menjadi input baru. Proses ini berlangsung secara terus menerus selama sistem politik hidup. Demikianlah, selama kehidupannya, suatu sistem politik memerlukan input maupun output.


Sejalan dengan hal itu, Almond mengelompokkan fungsi-fungsi input dan output ke dalam beberapa bagian. Fungsi-fungsi tersebut adalah:

A. Fungsi-fungsi input :


1. Sosialisasi Politik dan Rekrutmen Politik


2. Artikulasi Kepentingan


3. Agregasi Kepentingan


4. Komunikasi Politik

B. Fungsi-fungsi output :


1. Pembuatan Kebijakan


2. Penerapan Kebijakan


3. Adjudikation (penghakiman kebijakan).


Di bawah ini akan dijelaskan berbagai arti yang melekat dari fungsi-fungsi tersebut di dalam sistem politik. Hal ini sangat penting, sebab dengan mengetahui arti dari fungsi-fungsi, maka kita akan lebih mengerti bagaimana peranan dari struktur-struktur atau lembaga-lembaga politik dalam suatu sistem politik.

Fungsi-fungsi Input

1. Sosialisasi Politik dan Rekrutmen Politik

a. Pengertian Sosialisasi Politik dan Agen Sosialisasi Politik


Dalam pengertian sosiologis, sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana anak-anak berkenalan dengan nilai-nilai dan sikap-sikap yang dianut masyarakat mereka, serta bagaimana mereka mempelajari peranan-peranan yang akan mereka lakukan bila mereka telah dewasa. Materi yang ditanamkan dengan sendirinya nilai-nilai aktual atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat maupun nilai-nilai yang ideal. Apabila sosialisasi merupakan proses pengenalan nilai-nilai, maka sosialisasi politik tidak lain adalah bagian dari proses sosialisasi masyarakat. Sosialisasi politik secara khusus berfungsi membentuk nilai-nilai politik serta meneladankan cara seseorang bertingkah laku dalam sistem politik. Dengan kata lain, sosialisasi politik menunjuk pada proses di mana sikap-sikap politik dan pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk dan juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya.


Proses sosialisasi politik berlangsung secara terus menerus selama  hidup seseorang. Dengan demikian sikap seseorang tidak dibentuk hanya pada masa kecilnya saja, melainkan dipengaruhi pula oleh pengalaman hidupnya ketika dewasa. Melalui proses sosialisasi politik, lambat laun seseorang bisa memahami, mengetahui serta menghayati nilai-nilai politik masyarakatnya yang merupakan bagian dari sistem nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Nilai-nilai ini lazimnya berkaitan sangat erat dengan sikap dan tingkah laku politiknya di dalam sistem politik. Dengan demikian, proses ini menempatkan diri seseorang ke dalam kebudayaan politik tertentu dalam wujud sikap dan orientasi politik yang bersamaan.


Suatu proses sosialisasi politik dapat berbentuk transmisi atau pengajaran yang bersifat manifest (nyata/langsung) dan latent (tidak nyata/langsung). Sosialisasi politik yang berbentuk transmisi nyata atau langsung merupakan proses di mana nilai yang ditransmisikan kepada seseorang berwujud informasi, sikap, pandangan serta keyakinan mengenai politik secara eksplisit. Sedangkan transmisi atau pengajaran tak nyata atau tak langsung tidak lain adalah proses dalam mana seseorang untuk pertama kalinya memperoleh nilai-nilai yang bersifat non-politis dan pada gilirannya nilai-nilai yang diperolehnya tadi akan mempengaruhi pandangan, sikap serta keyakinannya di bidang politik.


Dengan demikian salah satu fungsi penting  dari sosialisasi politik adalah memelihara kebudayaan politik masyarakat - dalam bentuk pewarisan kebudayaan politik - dan juga mengubah kebudayaan politik masyarakat yang bersangkutan. Manakala sosialisasi politik bersifat memelihara kebudayaan politik masyarakat, maka ia sering dianggap sebagai suatu proses konservatif yang memudahkan pemeliharaan status quo. Dalam hal ini sistem politik membuat orang mencintai sistem politik di mana ia berada. Sebaliknya, bilaman sosialisasi politik melalaikan perubahan kebudayaan politik masyarakat, maka dalam hal ini ia berperan untuk menciptakan suatu kebudayaan politik baru.


Dalam rangka pengalihan nilai, sikap serta pandangan politik diperlukan sejumlah sarana tertentu. Sarana sosialisasi politik biasanya disebut agen sosialisasi politik yang antara lain keluarga, sekolah, kelompok bergaul atau bermain, pekerjaan, media massa, kontak-kontak politik langsung dan organisasi politik.


Keluarga merupakan agen sosialisasi politik yang pertama kali dijumpai seseorang di dalam kehidupannya. Begitu seseorang lahir, ia langsung berhadapan dengan keluarganya. Akan tetapi biasanya keluarga hanya berperan dalam menanamkan nilai-nilai yang non-politis. Karena itu keluarga bisa dikatakan sebagai agen sosialisasi politik yang tak nyata/langsung. 


Sekolah dapat dikatakan sebagai agen sosialisasi politik yang nyata/langsung, karena ia menanamkan nilai-nilai politik kepada individu. Melalui sekolah seorang individu memperoleh pengetahuan politik, misalnya melalui pelajaran sejarah, ataupun ilmu bumi, kewarganegaraan dan sebagainya.


Kelompok bergaul atau bermain, seorang individu akan melakukan suatu tindakan tertentu karena teman-temannya di dalam kelompoknya melakukan tindakan itu. Seorang individu akan tertarik masuk tentara, karena teman-temannya di dalam kelompoknya sebagian besar masuk menjadi tentara. Demikian pula seseorang tertarik pada masalah politik karena teman-temannya dalam kelompoknya tertarik pada masalah politik. Dalam hal ini, individu-individu tersebut merubah kepentingannya dan tingkah lakunya agar dapat sesuai dengan kelompoknya di mana ia berada. Hal ini sebagai usaha agar ia tetap dapat diterima oleh anggota-anggota lainnya di dalam kelompok itu.


Pekerjaan. Organisasi yang dibentuk berdasarkan pekerjaan juga merupakan agen sosialisasi politik. Organisasi semacam ini bisa berwujud serikat-serikat kerja atau buruh. Organisasi-organisasi semacam ini secara tidak langsung akan memberikan pelajaran atau pengetahuan kepada para anggotanya tentang cara-cara hidup dalam suatu organisasi dan hal seperti ini pada gilirannya akan mempunyai pengaruh bagi yang bersangkutan apabila terjun ke gelanggang politik. Misalnya, buruh yang berdemonstrasi akan menyadari bahwa dirinya mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi bentuk keputusan atau kebijakan yang sedang dibuat dan akan mempengaruhi masa depannya. Hal-hal seperti ini akan berguna seandainya yang bersangkutan berpartisipasi atau memasuki ke gelanggang politik.


Media massa, apakah itu surat kabar, majalah, radio atau TV juga merupakan agen sosialisasi politik yang menerapkan nilai-nilai politik secara nyata/langsung. Dalam masyarakat modern, kejadian-kejadian penting  dalam kehidupan politik dapat dengan segera disebarkan melalui media tersebut. Peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri dapat disiarkan secara langsung melalui media tersebut.


Kontak-kontak politik langsung, betapapun positipnya pandangan terhadap sistem politik yang telah ditanamkan oleh keluarga atau sekolah dan agen-agen sosialisasi politik lainnya, akan tetapi jika seorang warga negara diabaikan oleh partainya, ditipu oleh polisi, menderita kelaparan tanpa mendapatkan pertolongan, maka pandangan  terhadap sistem politik akan sangat mungkin berubah.


Organisasi politik, seperti partai politik juga merupakan agen sosialisasi politik yang menanamkan nilai-nilai politik secara nyata/langsung. Anggota partai biasanya diberikan nilai tentang cara bertingkah laku yang sesuai dengan sikap politik partainya. Suatu organisasi politik menanamkan nilai politik melalui penataran-penataran di kalangan anggotanya.


Proses sosialisasi politik sering pula dikaitkan dengan kebudayaan politik masyarakat. Ahli-ahli yang membahas kaitan antara sosialisasi politik dan kebudayaan politik antara lain Lucian Pye dan Sidney Verba. Menurut mereka, sosialisasi politik merupakan proses yang dapat mengubah dan atau mempertahankan sesuatu kebudayaan politik. Kebudayaan politik di sini adalah orientasi individu-individu dan masyarakat yang meliputi sikap-sikap dan nilai-nilainya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, terhadap suatu sistem politik. Ini meliputi sikap-sikap dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian membentuk suatu kebudayaan politik tertentu. Misalnya, kebudayaan politik yang otoriter, timbul dari sikap dan nilai dalam masyarakat yang lebih banyak ditentukan dari atas.  Pola hubungan antara orang tua dan anak-anak lebih banyak bersifat tuntunan, orang tua merupakan teladan bagi anak-anaknya. Atau ada pula kebudayaan politik yang melahirkan sikap-sikap dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang mencerminkan kehidupan demokratis. Dengan demikian ada bermacam-macam kebudayaan politik, suatu masyarakat tertentu bisa memiliki hanya satu budaya politik dan ada pula masyarakat yang mempunyai lebih dari satu budaya politik. Proses sosialisasi politik yang berlangsung dalam masyarakat dapat mengubah atau mempertahankan kebudayaan politik yang dimilikinya.


Kebudayaan politik dari suatu sistem politik dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis berdasarkan kepentingan dan aktifitasnya. Kita dapat mengelompokkan pola-pola orientasi dan sikap ke dalam kebudayaan politik parokial, bilaman individu dalam masyarakat kurang mengadakan aktifitas atau tidak mempunyai kesadaran terhadap sistem politik nasional. Orientasi orang-orang masyarakat seperti ini bersifat picik, dibatasi oleh pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam lingkungan yang sempit. Individu-individu seperti ini bisa ditemukan dalam setiap masyarakat, tetapi dalam masyarakat Barat yang modern orang-orang seperti ini relatif jarang. Di negara-negara yang sedang berkembang masih cukup banyak dan mudah ditemukan orang-orang yang berkebudayaan politik parokial di beberapa wilayah yang belum tersentuh oleh sistem politik nasional.


Diantara warga negara yang mengetahui atau menyadari adanya sistem politik nasional, kita bisa membedakan dua klasifikasi umum yang penting. Pertama, orang-orang yang mempunyia kebudayaan politik subjek, yaitu mereka yang telah berorientasi terhadap sistem politik, dampak dari output sistem politik, seperti kesejahteraan sosial, hukum dan lain-lain, berpengaruh terhadap kehidupannya, tetapi mereka tidak berpartisipasi dalam pembentukan input sistem politik. Kedua, kebudayan politik partisipan, individu-individu berorientasi pada struktur/lembaga dan proses pembentukan input dari sistem politiknya. Mereka terlibat dalam artikulasi tuntutan dan pembentukan keputusan  dari sistem politik. Dengan demikian dalam suatu sistem politik, kita bisa membedakan pola sikap dan orientasi masyarakat berdasarkan ketiga bentuk kebudayaan politik ini. Sebagian masyarakat mempunyai sikap dan orientasi yang bersifat parokial, sementara sebagian lainnya mempunyai orientasi dan sikap subjek atau partisipan.


Kalu kita menganggap dimensi-dimensi kebudayaan politik di atas sebagai tahap-tahap perkembangan kesadaran politik individu atau masyarakat, maka di sinilah sosialisasi politik akan semakin memainkan peranannya. Mengapa demikian ? Hal ini tidak lain karena sementara proses sosialisasi politik bisa mempertahankan suatu kebudayaan politik yang ideal yaitu budaya politik partisipan, ia bisa juga mengubah kebudayaan politik parokial dan subjek ke arah yang ideal itu. Di sini sosialisasi politik berproses melalui penyebaran nilai-nilai politik yang ideal agar masyarakat menjadi tanggap terhadap sistem politik nasional.


Akan tetapi proses penyebaran nilai-nilai politik tergantung juga dari penerimaan individu terhadap nilai-nilai yang ditanamkan. Tingkat penerimaan individu terhadap nilai-nilai yang disampaikan terdiri atas tiga komponen. Pertama, tingkat penerimaan yang bersifat kognitif, yang hanya melibatkan tingkat pengetahuan individu terhadap nilai-nilai politik yang ditanamkan. Kedua, afektif yang melibatkan perasaan atau penghayatan, keterlibatan, penolakan dan sebagainya terhadap obyek-obyek politik. Ketiga, evaluatif yang melibatkan penilaian-penilaian dan pandangan terhadap obyek-obyek politik.  Tingkat penerimaan yang demikian biasanya berlanjut dengan penerapan patokan-patokan milai terhadap obyek-obyek dan peristiwa-peristiwa politik.


Dengan demikian orang-orang yang mungkin mempunyai tingkat pengetahuan yang tinggi (kognitif) mengenai bagaimana bekerjanya keseluruhan sistem politik, siapa tokoh-tokoh penting dan masalah-masalah kebijakan yang terjadi sekarang. Ini merupakan dimensi kognitif dari individu terhadap sistem politik secara keseluruhan. Tetapi orang mungkin mempunyai rasa terasing atau penolakan terhadap sistem politik, barangkali karena keluarganya dan teman-temannya telah mempunyai sikap yang demikian sejak lama dan bisa juga orang menyerap nilai-nilai tersebut dengan penghayatan yang mendalam, namun tidak bertindak suatu apapun untuk membentuk tuntutan atau dukungan terhadap sistem politik. Sikap seperti ini termasuk dalam dimensi afektif. Akhirnya seseorang atau individu mempunyai beberapa penilaian moral. Barangkali norma-norma demokratisnya telah membawanya untuk menilai bahwa sistem politik tidak bersikap tanggap terhadap tuntutan-tuntutan politik atau norma-norma etikanya bisa mengajaknya untuk mengecam tingkat korupsi dan nepotisme yang berkembang. Ini merupakan dimensi evaluatif.


Berdasarkan uraian di atas kita bisa melihat tingkatan kebudayaan politik seseorang. Di sini kita bisa mengukur melalui bagaimana kadar pengetahuan politik, penghayatan politik, dan partisipasi seseorang dalam suatu sistem politik. Dengan demikian kita bisa menentukan seberapa jauh proses sosialisasi politik berperan dalam menyalurkan nilai-nilai politik ke dalam masyarakat.       

b. Rekrutmen politik

Rekrutmen politik pada dasarnya merupakan proses penyeleksian individu untuk dapat mengisi lowongan dalam jabatan-jabatan politik maupun pemerintahan. Rekrutmen politik berkaitan erat dengan karier politik seseorang. Banyak cara yang dapat dilaksanakan dalam rangka rekrutmen politik ini. Salah satunya adalah dengan cara menarik orang-orang muda yang berbakat untuk dididik menjadi kader yang di masa datang diharapkan  menduduki jabatan politik maupun pemerintahan mengganti para pejabat lama.


Pada umunya terdapat dua cara untuk melaksanakan proses rekrutmen politik, yaitu secara terbuka dan tertutup. Rekrutmrn politik yang bersifat terbuka merupakan proses penyeleksian yang terbuka untuk seluruh warga negara. Semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk ditarik bilamana memenuhi persyaratan yang ditentukan. Setiap warga negara yang berbakat, mempunyai kesempatan yang sama untuk duduk dalam jabatan politik ataupun pemerintahan. Sedangkan rekrutmen politik yang tertutup dimaksudkan bahwa individu-invidu tertentu saja yang dapat direkrut untuk menduduki jabatan politik ataupun pemerintahan. Proses rekrutmen yang demikian tidak membuka kesempatan yang sama kepada warga negara untuk ikut dalam seleksi itu. Rekrutmen seperti ini biasanya hanya dilakukan terhadap individu-individu yang mempunyai ikatan atau kaitan tertentu dengan penguasa, seperti persamaan darah, agama dan sebagainya. Di dalam sistem monarki atau sistem kesukuan, misalnya, hal yang sedemikian dengan jelas dapat dilihat. Memilih kawan akrab atau persamaan-persamaan lain antara penguasa dengan seseorang, merupakan kriteria yang bisa terjadi baik di negara berkembang maupun di negara maju.
2. Artikulasi Kepentingan


Artikulasi kepentingan merupakan cara yang biasa ditempuh oleh masyarakat agar kepentingan dan kebutuhannya dapat terpenuhi dengan memuaskan. Berbagai macam kepentingan atau kebutuhan masyarakat mungkin dapat terpenuhi oleh sistem politik bilamana ia dikemukakan secara nyata, baik melalui organisasi maupun lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat. Dalam masyarakat modern, lembaga yang mengartikulasikan kepentingan anggota masyarakat ke tingkat pengambilan keputusan disebut kelompok kepentingan. Pada umumnya kelompok-kelompok kepentingan itu dapat dibedakan dalam 4 jenis yaitu :

a. Kelompok kepentingan institusional

b. Kelompok kepentingan asosiasional

c. Kelompok kepentingan non-asosiasional

d. Kelompok kepentingan anomik.

Berikut penjelasan masing-masing kelompok kepentingan :

a. Kelompok kepentingan institusional        


Kelompok kepentingan institusional merupakan kelompok kepentingan yang bersifat formal dan sudah terorganisir secara rapi dan teratur serta mempunyai fungsi-fungsi sosial dan politik lainnya selain berfungsi mengartikulasikan kepentingan. Kelompok kepentingan ini dibentuk berdasarkan kepada suatu lembaga tertentu. Orang-orang dalam lembaga itu merumuskan sesuatu kepentingan untuk diperjuangkan. Kelompok kepentingan ini dapat memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu dalam lembaga tadi bahkan dapat pula memperjuangkan kepentingan umum atau kepentingan orang-orang di luar lembaga tersebut. Contoh di Indonesia misalnya, Parlemen, TNI, Birokrasi dan sebagainya.

b. Kelompok kepentingan asosiasional


Kelompok kepentingan ini merupakan kelompok kepentingan yang memiliki struktur organisasi yang formal, di dalam memperoleh pendukung-pendukungnya juga  melalui prosedur yang formal, demikian juga dalam menentukan pemimpinnya melalui prosedur yang teratur dan berbelit-belit. Kelompok kepentingan asosiasional antara lain meliputi serikat buruh, serikat dagang,  perkumpulan-perkumpulan para pengusaha. Contohnya : HIPMI, IDI, IWAPI, PGRI dan sebagainya. 

c. Kelompok kepentingan non-asosiasional


Kelompok kepentingan ini merupakan kelompok kepentingan yang kurang terorganisir secara rapi dan kegiatannya masih bersifat kadangkala saja. Keanggotaan kelompok kepentingan ini dapat diperoleh berdasarkan atas kepentingan-kepentingan yang serupa karena persamaan-persamaan dalam hal-hal tertentu, seperti keluarga, status, kelas, kedaerahan, keagamaan, keturunan atau etnis. Dalam mengartikulasikan kepentingannya dapat melalui individu-individu, klik-klik, pemuka-pemuka agama dan sebagainya.
d. Kelompok kepentingan anomik


Kelompok kepentingan ini lebih merupakan gerakan dari pada organisasi yang keanggotaannya teratur. Artinya kelompok kepentingan ini memperhatikan dan menjalankan gerakan-gerakan yang bersifat spontan. Cara mengartikulasikan kepentingan berupa kerusuhan-kerusuhan, demonstrasi, pemasangan plakat-plakat, corat-coret dan sebagainya.


Di dalam masyarakat negara sedang berkembang, kelompok-kelompok kepentingan semacam itu belum begitu berkembang, sehingga baik lembaga maupun peranannya masih sangat terbatas. Peran dan fungsi dari kelompok kepentingan dalam masyarakat di negara sedang berkembang dijalankan oleh tokoh-tokoh masyarakat atau elit tertentu di dalam masyarakat tersebut.

3. Agregasi Kepentingan

Agregasi kepentingan merupakan suatu fungsi input yang bertugas memadukan semua kepentingan anggota masyarakat yang telah diartikulasikan. Karena itu, Almond berpendapat bahwa proses mengubah tuntutan hingga menjadi alternatif kebijakan umum dapat disebut sebagai agregasi kepentingan. Dengan demikian kepentingan yang telah diartikulasikan melalui lembaga masyarakat, kelompok-kelompok kepentingan maupun tokoh-tokoh masyarakat perlu digabungkan di dalam tingkat pembuatan keputusan agar menjadi alternatif kebijakan umum.


Fungsi agregasi kepentingan dapat tumpang tindih dengan fungsi artikulasi kepentingan dan pembuatan keputusan. Batasan antara ketiganya sangat kecil sekali. Fungsi-fungai tersebut dapat dijalankan secara bersamaan oleh suatu struktur saja. Partai politik misalnya, bisa menjalankan ketiga fungsi itu sekaligus. Demikian pula badan legislatif. Hal ini dimungkinkan karena setiap struktur politik betapapaun terspesialisasikannya bisa menjalankan banyak fungsi.

4. Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi input yang menunjuk pada proses penyampaian informasi-informasi politik. Setiap bentuk informasi yang memiliki beban politik bisa dianggap sebagai komunikasi politik. Fungsi komunikasi politik dapat dilakukan secara formal maupun informal. Dikatakan secara formal apabila penyampaian informasi politik dilakukan melalui media-media formal, antara lain radio, TV, partai politik dan sebagainya. Secara informal dikatakan bila penyampaian informasi tersebut dilakukan melalui tatap muka. Hal ini bisa berbentuk penyampaian informasi politik dari seorang kepada pejabat-pejabat pemerintah atau sebaliknya.


Hampir semua struktur politik melaksanakan fungsi komunikasi politik. Setiap interaksi yang terjadi antar manusia ataupun kelompok selalu melibatkan komunikasi. Dengan demikian aparat pemerintah, seperti birokrasi, eksekutif dan sebagainya melaksanakan fungsi ini. Demikian pula partai politik, badan legislatif, kelompok kepentingan, media massa dan tokoh-tokoh masyarakat merupakan media komunikasi politik.

Fungsi-fungsi Output

1. Pembuatan Keputusan

Pembuatan keputusan atau rule making merupakan salah satu fungsi output di dalam sistem politik. Proses untuk mengubah suatu tuntutan menjadi keputusan harus melampaui beberapa tahapan. Pertama kali kepentingan-kepentingan anggota masyarakat harus diartikulasikan agar bisa menjadi satu tuntutan atau alternatif kebijakan umum. Kemudian diagregasikan ke dalam struktur pembuatan keputusan agar dikonversikan menjadi kebijkaan umum. Keputusan-kepututsan yang telah dibuat itu berupa peraturan-peraturan yang bisa menanggapi kepentingan-kepentingan atau tuntutan-tuntutan masyarakat.


Di dalam suatu sistem politik, struktur pembuat keputusan atau lembaga-lembaga pembuat keputusan hampir sama. Pada umumnya badan legislatif dan pemerintah bekerja sama untuk membuat peraturan-peraturan yang mengikat masyarakatnya misal di AS, Indonesia dan sebagainya. Pada negara-negara komunis, struktur pembuat keputusan didominasi oleh partai komunis, misalnya Uni Soviet (saat itu) dan RRC. Di  Uni Soviet kebijakan pemerintah ditentukan oleh Partai Komunis Uni Soviet, sedang di RRC strukturnya ialah Partai Komunis dan Komite tetap.        

2. Penerapan Keputusan

Fungsi output yang lain ialah rule aplication atau penerapan keputusan. Fungsi ini bertugas melaksanakan keputusan-keputusan yang berupa peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh struktur/lembaga pembuat keputusan. Pada sistem politik manapun, struktur/lembaga yang melaksanakan fungsi ini adalah pemerintah atau biasa disebut eksekutif. Di dalam sistem presidensial, struktur/lembaga yang melaksanakan peraturan-peraturan ialah presiden dan menteri-menteri, sedang di dalam sistem parlementer, fungsi tersebut dilaksanakan oleh Perdana Menteri.

3. Penghakiman Keputusan


Rule adjudication atau penghakiman keputusan/peraturan/kebijakan. Fungsi ini dilaksanakan apabila terjadi penyelewengan-penyelewengan atau penyimpangan atas peraturan-peraturan di dalam pelaksanaannya. Seperti telah dikatakan bahwa setiap keputusan politik yang berupa kebijakan-kebijakan ataupun peraturan-peraturan yang telah dibuat dalam suatu sistem politik harus dilaksanakan di dalam masyarakat. Ini disebabkan keputusan-keputusan itu merupakan keputusan yang sah dan karenanya mengikat semua anggota masyarakat. Dengan demikian pada hakekatnya fungsi ini ditujukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penyelewengan atas peraturan-peraturan yang dilaksanakan di dalam kehiduan masyarakat. Dengan adanya fungsi ini, dapat diartikan bahwa peraturan yang dibuat tidak bisa dilaksanakan secara sewenang-wenang. Masyarakat dapat terhindar dan terlindungi akibat pelaksanaan peraturan yang menyimpang dari ketentuan yang seharusnya.


Struktur/lembaga yang mempunyai wewenang penuh dalam melaksanakan fungsi ini adalah badan-badan peradilan. Di dalam pengertian yang umum lembaga-lembaga atau badan-badan peradilan disebut yudikatif. Didalam suatu sistem politik kekuasaan yudikatif tertinggi ada ditangan Mahkamah Agung. Pelaksanaan suatu kekuasaan yudikatif bisa berjalan dengan baik apabila badan itu bebas dari campur tangan badan eksekutif maupun legislatif, sebab dengan adanya kebebasan itulah adjudikasi peraturan bisa diambil dengan adil dan tidak memihak.  

BAB V
Analisis Struktural Fungsional 
Terhadap Sistem Politik

1. Dasar Pemikiran Analisis Struktural Fungsional


Di dalam menjelaskan teorinya, Almond menyebutkan bahwa sistem politik mempunyai  empat ciri. Semua sistem politik baik yang bersifat modern maupun primitif mempunyai keempat ciri tersebut. Karena itu keempat ciri tersebut menjadi dasar pemikiran dari teori yang dikembangkannya. Almond mengulas keempat ciri tersebut sebagai berikut:

a. Semua sistem politik memiliki struktur-struktur atau lembaga-lembaga politik. Ini berarti bahwa di dalam masyarakat yang paling sederhana-pun, sistem politik dari masyarakat tersebut mempunyai jenis struktur politik atau lembaga politik sebagaimana halnya yang terdapat di dalam masyarakat yang paling kompleks. Setiap jenis struktur politik dapat diperbandingkan satu dengan lainnya menurut tingkat dan bentuk strukturnya.

b. Semua sistem politik, baik yang sudah modern maupun yang masih primitif, menjalankan fungsi-fungsi yang sama walaupun frekwensinya berbeda-beda. Perbedaan frekwensi ini disebabkan oleh adanya perbedaan struktur. Demikian pula dapat diperbandingkan bagaimana fungsi-fungsi dari masing-masing struktur politik itu dijalankan dan bagaimana pula cara penyelenggaraannya.

c. Semua struktur politik, baik dalam masyarakat modern maupun primitif menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Akan tetapi betapapun khususnya suatu struktur, ia tetap bersifat multifungsi dalam arti melaksanakan beberapa fungsi sekaligus. Dengan demikian sistem politik dapat diperbandingkan menurut tingkat kekhususan fungsi di dalam struktur itu.

d. Semua sistem politik merupakan sistem “campuran” manakala dipandang dari segi kebudayaan. Hal ini berarti bahwa tidak ada suatu struktur yang semuanya bersifat modern, sementara yang tradisional sekalipun tidak semuanya primitif. Perbedaan yang terdapat - antara struktur modern dan yang tradisional - hanya bersifat relatif saja dan keduanya bercampur satu sama lainnya.

2. Struktur dan Fungsi

Setelah mengemukakan dasar-dasar pemikirannya, Almond kemudian menuju pada bagian yang lebih terperinci dari teorinya. Ia melihat bahwa di dalam suatu sistem politik paling tidak terdapat enam struktur atau lembaga politik, yaitu kelompok-kelompok kepentingan, partai-partai politik, badan legislatif, eksekutif, birokrasi dan badan peradilan/yudikatif.


Pengklasifikasian ke dalam enam struktur tersebut sebenarnya mengandung kelemahan, karena hal itu tidak akan membantu kita dalam membandingkan suatu sistem politik dengan sisitem politik lainnya. Paling banyak, analisis struktural hanya akan memberikan pengetahuan kepada kita tentang jumlah partai politik atau dewan-dewan dalam badan legislatif, bentuk sistem pemerintahan suatu sistem politik, apakah federal atau kesatuan, bagaimana eksekutif, yudikatif dan bagaimana pengorganisasian birokrasinya. Akan tetapi analisis struktural tidak akan pernah memberi kesempatan kepada kita untuk mengetahui apa persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam suatu sistem politik di negara-negara tertentu misalnya di AS dan Inggris.


Demikianlah uraian Almond di dalam pembahasan mengenai struktur yang ada di dalam suatu sistem politik. Selanjutnya ia mengatakan bahwa kalau kita bisa mengetahui cara bekerja keseluruhan sistem, maka barulah dengan demikian kita bisa memberi makna pada struktur-struktur yang ada di dalamnya. Berdasarkan pemikiran bahwa struktur atau lembaga tertentu menjalankan fungsi-fungsi tertentu dengan konsekuensi-konsekuensi tertentu, maka kita dapat membandingkan suatu sistem politik dengan sistem politik lainnya. Oleh karena itu Almond mencoba memberi gambaran tentang bagaimana hubungan antara struktur dan fungsi, antara proses dan kebijakan serta cara kerja sistem seperti diagram berikut ini: 
Sistem Politik: Struktur dan Fungsi 
Sumber: Nazaruddin Syamsuddin dkk, Sistem Politik Indonesia, Universitas Terbuka, 1997






Di tengah-tengah diagram terdapat tiga fungsi politik yang secara tidak langsung terlibat dalam pambuatan dan pelaksanaan keputusan pemerintahan. Ketiga fungsi politik ini sangat penting dalam menentukan cara bekerjanya sistem politik. Anak panah yang berasal dari fungsi-fungsi tadi dan yang mengarah pada lingkungan dalam serta menunjuk pada kelompok kepentingan, partai politik, legislatif, eksekutif, birokrasi dan yudikatif menggambarkan pengaruh dari ketiga fungsi itu. Sosialisasi politik merupakan fungsi yang mengembangkan dan memperkuat orientasi dan sikap politik warga negara pada umumnya atau sebagian warga negara. Ia juga berfungsi untuk melatih rakyat sehingga mampu menjalankan peranan-peranan politik, administratif dan judisial tertentu. Fungsi ini melibatkan agen-agen sosialisasi politik seperti: sekolah, keluarga, media massa, pekerjaan, lembaga keagamaan dan berbagai struktur politik lainnya. Rekrutmen politik merupakan fungsi yang menyaring anggota masyarakat untuk menduduki jabatan-jabatan politik dan pemerintahan. Sedangkan komunikasi politik adalah fungsi yang menyalurkan arus informasi, baik ke dalam maupun melalui berbagai struktur politik yang ada di dalam sistem politik.


Di sebelah pinggir dari lingkaran pada diagram tersebut terdapat fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pembuatan dan pelaksanaan keputusan dalam setiap sistem politik. Sebelum sesuatu keputusan dan tujuan dapat dibuat atau diputuskan, maka individu maupun kelompok-kelompok dalam masyarakat harus terlebih dulu menentukan kepentingan mereka, yaitu apa yang mereka harapkan dari sistem politik. Kepentingan-kepentingan dan tuntutan-tuntutan ini kemudian digabung sehingga menjadi alternatif-alternatif kebijakan. Antara lain seperti peningkatan atau penurunan pajak, peningkatan atau penurunan dana pensiun dan sebagainya. Oleh karena itu panah dari arah pinggir  sebelah kanan dimulai dari artikulasi kepentingan menuju agregasi kepentingan (penggabungan dan pemaduan kepentingan). Selanjutnya alternatif kebijakan itu dipertimbangkan dan ditetapkan pilihannya. Keputusan yang telah dibuat ini harus dijalankan dan bila terjadi penentangan, penyelewengan atau penyimpangan atas keputusan itu, maka harus ada proses penyesuaian (adjudication atau penghakiman).


Pelaksanaan dari kebijakan pemerintah - yang lazim dinamakan output dari sistem politik - dengan sendirinya mempengaruhi kehidupan ekonomi, struktur sosial dan kebudayaan dari masyarakat melalui perpajakan, penyediaan jasa-jasa dan keuntungan atau pengaturan tingkah laku individu. Pengaruh ini selanjutnya mempengaruhi lahirnya tuntutan-tuntutan lain yang diajukan berikutnya pada sistem politik. Pengaruh-pengaruh ini mempunyai efek yang dapat meningkatkan ataupun menurunkan kesetiaan politik dalam masyarakat tersebut. Jadi dapatlah dikatakan konsep-konsep fungsional ini menonjolkan aktifitas-aktifitas dan proses-proses yang berlangsung dalam setiap masyarakat tanpa memandang struktur-struktur dari sistem politiknya atau kebijakan-kebijakan umum yang diambilnya.


Dengan memahami fungsi-fungsi ini, maka menurut Almond selanjutnya, kita dapat membandingkan berbagai sistem politik dengan cara yang lebih baik lagi. Misalnya, bagaimana persamaan dan perbedaan struktur-struktur politik antara negara yang satu dengan negara yang lainnya di dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya. Namun perlu diingat bahwa menurut Almond, pembandingan struktur atau pembandingan fungsi tidak bisa dipergunakan secara terpisah di dalam menganalisis sistem politik, keduanya sama-sama penting karena saling melengkapi. Suatu analisis struktural, seperti telah dikemukakan di muka, hanya memberikan penjelasan kepada kita tentang jumlah partai politik atau dewan-dewan dalam badan legislatif. Analisis fungsional hanya menunjukkan kepada kita bagaimana lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi ini saling berinteraksi untuk menghasilkan dan melaksanakan keputusan-keputusan.         

BAB VI
Tiga Tipe Sistem Politik

Dalam khasanah ilmu politik kita mengenal tiga tipe sistem politik atau sistem pemerintahan. Pembahasan sistem politik yang mengikuti Easton dan Almond di muka sebenarnya kita masuk ke dalam sistem politik demokrasi. Demokrasi dapat dikatakan sebagai sistem politik yang pertama. Sistem politik yang kedua adalah otoritarian (otokrasi) dan yang ketiga adalah totalitarian.
1. Demokrasi

Demokrasi datang dari Barat tetapi sebenarnya tidak asing bagi rakyat Indonesia. Setiap orang, dari presiden sampai rakyat di desa, sudah sering bicara tentang demokrasi. Demokrasi juga dipraktekkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemilihan umum dan sidang umum untuk memilih presiden dan wakil presiden adalah praktek demokrasi. Rembug Desa dan Pilkades juga praktek demokrasi.

Sebenarnya apa yang dimaksud demokrasi? Demokrasi berasal dari kata ”demos” yang berarti ”rakyat” dan ”kratos” berarti pemerintahan atau kedaulatan. Berarti demokrasi adalah ”kedaulatan rakyat” atau ”pemerintahan rakyat”. 
Penjelasannya sebagai berikut:

1. Istilah ”dari” berarti bahwa pemerintah adalah wakil rakyat hasil pilihan dari rakyat atau memperoleh mandat dari rakyat. Pemerintah adalah ”rakyat pilihan” yang dipilh rakyat melalui pemilihan umum, bukan mengangkat dirinya sendiri. Orang yang melakukan kudeta dan mengangkat dirinya sebagai presiden, tidak dapat dikatakan berasal ”dari” rakyat. Kudeta tidak dibenarkan oleh demokrasi. Tetapi demonstrasi dibenarkan oleh demokrasi.
2. Istilah ”oleh” berarti pemerintahan dikendalikan oleh rakyat melalui wakil-wakilnya yang dipilih ”oleh” rakyat. Pemerintah diberi mandat kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur rakyat.

3. Istilah ”untuk” berarti bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang dipilih rakyat tadi harus dikembalikan untuk rakyat. Kebijakan pemerintah tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat banyak. Kalau pemerintah membuat kebijakan yang menarik beban pajak pada rakyat, maka ”uang rakyat” hasil pajak itu harus dikembalikan lagi untuk rakyat, misalnya dalam bentuk perbaikan jalan, pembangunan sarana listrik, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, subsidi pupuk, subsidi BBM, kredit bagi rakyat dan sebagainya.

Tetapi kalau kita hanya mengikuti kriteria ”pemerintahan rakyat” di atas, maka demokrasi dapat dikatakan  sebagai sebuah konsep yang latah. Mengapa demikian? Sebab banyak orang atau pemerintah yang selalu mengatasnamakan rakyat. Setiap penguasa selalu akan mengatakan bahwa sistem politiknya demokratis atau ditegakkan dengan demokrasi. Pada hal penguasa yang selalu mengatakan bahwa dirinya demokratis umumnya adalah penguasa yang otokratis (otoriter). Soeharto misalnya, selalu mengatakan bahwa sistem politik Orde Baru yang didesain dalam kerangka Demokrasi Pancasila adalah sistem politik yang demokratis. Pada hal secara empirik Orde Baru sangat tidak demokratis.

Bagaimana kita memahami wacana seperti itu? Untuk memahami dan menilai apakah sebuah sistem politik layak dikatakan demokratis atau tidak, kita dapat memulai dengan dua kategori demokrasi, yakni ”demokrasi normatif” dan ”demokrasi empirik”. Demokrasi normatif merupakan nilai-nilai, norma dan aturan formal yang dilembagakan dalam konstitusi, yang selalau dijadikan  sebagai kerangka wacana pemerintah. Di Indonesia sejak dulu, nilai-nilai demokrasi telah ditulis dalam UUD 45, seperti prinsip kedaulatan rakyat, pembatasan kekuasaan, dan jaminan hak-hak warga negara. Sedangkan demokrasi empirik adalah perwujudan demokrasi normatif  yang ditulis oleh konstitusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik sehari-hari. Untuk menilai apakah sebuah sistem politik itu demokratis atau tidak, maka pedoman yang digunakan bukan demokrasi normatif tetapi lebih pada demokrasi empirik. Kalau demokrasi normatif yang terkandung dalam UUD 45 secara ”murni dan konsekuen” oleh Orde Baru, maka secara empirik Orde Baru dapat dikatakan demokratis.

Demokrasi secara empirik menunjuk pada perwujudan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan politik sehari-hari, termasuk penyelenggaraan pemerintahannya. Untuk menilai demokrasi empirik tersebut ada banyak kriteria yang digunakan. Robert Dahl (1971) misalnya, merumuskan delapan kriteria demokrasi empirik bila ditopang oleh delapan jaminan kelembagaan: (1) kebebasan membentuk dan bergabung dalam organisasi ; (2) kebebasan menyampaikan pendapat; (3) hak memilih dalam pemilihan umum; (4) hak untuk menduduki jabatan politik; (5) hak para pemimpin untuk bersaing memperoleh dukungan dan suara rakyat; (6) tersedianya sumber-sumber informasi alternatif; (7) terselenggaranya pemilihan umum yang bebas dan jujur; (8) adanya lembaga-lembaga yang menjamin agar lebijakan publik tergantung pada suara pemilihan umum dan pada cara-cara penyampaian preferensi yang lain.

Samuel Huntington (1991) sampai pada kesimpulan, bahwa suatu sistem politik dianggap demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih lewat pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala, dan di dalam sistem itu para calon secara bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. Demokrasi, kata Huntington, juga mengimplikasikan adanya kebebasan untuk berbicara, menerbitkan, berkumpul dan berorganisasi, yang dibutuhkan bagi perdebatan politik dan pelaksanaan kampanye-kampanye pemilihan umum.   
Sementara Larry Diamond, Juan Linz dan Seymour Martin Lipset (1989, 1990) menyederhanakan kriteria Dahl menjadi tiga kriteria untuk menandai sistem politik yang demokratis, yaitu: (1) kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas di antara individu-individu dan kelompok-kelompok organisasi untuk memperebutkan jabatan pemerintahan yang punya kekuasaan efektif pada jangka waktu yang teratur dan tidak menggunakan daya paksa; (2) partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam pembuatan kebijakan atau pemilihan pemimpin lewat pemilihan umum yang diselenggarakan secara teratur dan adil, sehingga tidak ada satupun kelompok sosial (warga negara dewasa) tanpa kecuali; dan (3) tingkat kebebasan sipil dan politik, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi yang cukup untuk menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik.  Larry Diamond dkk hanya mengatakan bahwa demokrasi adalah sebuah sistem politik yang terlepas dari sistem sosial dan ekonomi. Satu argumen bagi definisi minimalis adalah bahwa jika isu-isu tentang demokrasi ekonomi dan sosial dimasukkan, maka konsep demokrasinya akan menjadi sangat luas (maksimal), dan realitas empirik yang tepat dengan teori ini akan menjadi sempit sehingga menyulitkan untuk mengkaji fenomena yang ada.

Delapan kriteria Dahl dan tiga kriteria Diamond dkk dapat digunakan untuk memetakan derajat demokrasi sejumlah begara yang mengalami transisi menuju demokrasi. Diamond dkk sendiri telah menempatkan demokrasi sebagai variabel kontinu – bukan dikotomis dengan non demokrasi – yang dipilah menjadi tiga, yakni demokrasi (penuh), semi demokrasi dan non demokrasi. Suatu sistem politik dikatakan demokrasi (penuh) bila memenuhi tiga kriteria di atas. Derajat di bawahnya adalah semi demokrasi atau disebut demokrasi yang terbatas (restricted democracy) yang ditandai oleh: (1) tingkatan substansial kompetisi dan kebebasan politik tetapi kekuasaan efektif pemimpin-pemimpin yang dipilih sangat terbatas, atau kompetisi antar partai sangat dibatasi atau kebebasan dan kejujuran pemilihan umum dikompromikan bahwa hasil pemilihan – ketika kompetitif – masih menyimpang dari harapan dan preferensi publik; dan (2) kebebasan sipil dan politik sangat terbatas di mana orientasi dan kepentingan politik tidak dapat mengorganisir dan mengekspresikan kebebasan itu. Sementara derajat yang terendah adalah non demokrasi, yakni rezim yang tidak memberi kesempatan kompetisi dan partisipasi secara bebas.
Dengan kriteria itu tentu dapat untuk mengukur derajat demokrasi di Indonesia di masa Orde Baru sampai sekarang. Semua orang sudah mengetahui bahwa rezim Orde Baru adalah semi demokrasi (otoritarian) karena tidak memberi kebebasan politik dan sangat membatasi kompetisi dalam pemilihan umum. Penulis belum dapat menilai derajat demokrasi pada masa pemerintahan Habibie karena sifatnya yang transisi. Di masa transisi, sistem otoritarian mulai berakhir tetapi sistem baru yang demokratis belum dilembagakan. Terbentuknya pemerintahan baru di bawah Abdulrahman Wahid menyusul berakhirnya pemerintahan transisi Habibie tampaknya merupakan titik awal pelembagaan demokrasi baru di Indonesia, Meski tidak dapat dinilai terlalu dalam karena usianya yang hanya seumur jagung, pemerintahan baru di bawah Gus Dur merupakan proses pemilihan umum dan Sidang Umum MPR yang demokratis, yang melibatkan kompetisi, partisipasi dan liberalisasi. Pemerintahan baru tengah bergulat dengan proses pelembagaan demokrasi, sambil menghadapi persoalan-persoalan yang masih mengganggu demokrasi seperti Dwifungsi ABRI, lemahnya lembaga peradilan, transparansi penyelenggaraan pemerintahan, hubungan pusat-daerah dan sebagainya. Pasca Gus Dur (masa Megawati dan Susilo Bambang Yudoyono) keadaan sistem politik Indonesia bila dilihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah (misal, pemilihan presiden secara langsung, pilkada secara langsung, kebijakan desentralisasi dan sebagainya), semakin memberi harapan akan munculnya sistem politik yang demokratis, walaupun tetap masih dalam masa transisi.
2. Sistem Otokrasi/Otoritarianisme


Otokrasi/otoritarianisme adalah sebuah tipe sistem politik yang dikendalikan sendiri oleh penguasa dan tidak melibatkan partisipasi rakyat. Secara umum sistem politik ini mempunyai banyak ciri sebagai berikut:

a. Kekuasaan terpusat di tangan oligarkhi elit yang dikendalikan oleh penguasa dari istana negara;

b. Militer adalah penyangga utama sistem politik yang beraliansi dengan birokrasi dan teknokrat sipil;

c. Lembaga politik seperti parlemen, partai politik dan kelompok kepentingan lemah, sehingga tidak mampu mengontrol olgarkhi elit serta aliansi militer-birokrasi-teknokrat;

d. Partai oposisi dibiarkan tumbuh tetapi ruang geraknya dibatasi dan bahkan ditindas secara represif oleh penguasa melalui militer-birokrasi;

e. Kompetisi antar partai tidak dibiarkan berlangsung secara terbuka. Partai peguasa selalu tampil sebagai pemenang dalam pemilu;

f. Mekanisme pembuatan keputusan selalu berasal dari atas (top-down);

g. Perangkat hukum atau peraturan perundangan lebih banyak untuk mempertahankan status quo serta untuk mengontrol, mendisiplinkan serta membatasi ruang gerak masyarakat;

h. Pemilihan umum diselenggarakan bukan untuk mewujudkan demokrasi melainkan hanya untuk melegitimasikan sistem politik otokratis;

i. Partisipasi masyarakat sangat terbatas dan lebih banyak dimobilisasi oleh birokrasi negara;

j. Masyarakat tidak bebas untuk bicara, berkumpul dan berorganisasi.
3. Sistem Totalitarian

Totalitarianisme atau sistem politik totalitarian termasuk ideologi dan sistem politik yang paling muda ketimbang demokrasi dan usianya pun tidak bertahan lama. Istilah tersebut muncul pada tahun 1925, ketika Mussolini (Italia) menerapkan totalitarianisme pada sistem politik Italia yang bercorak fasis. Selama Perang Dunia II, bangsa-bangsa sekutu mengacu pada Nazi Jerman yang bersifat totalitarian. Setelah PD II usai dan Perang Dingin muncul ke permukaan, sistem politik demokrasi Barat mulai membandingkan sistem mereka dengan komunisme-totalitarian di Uni Soviet, Eropa Timur dan Cina. Demikianlah konsep totalitarianisme menjadi paling banyak digunakan di dalam konteks perang dunia.

Sistem politik totalitarian adalah sebuah sistem politik yang totalistik. Artinya, semua bidang kehidupan sosial, politik, budaya dan ekonomi harus terpusat di tangan negara serta diatur secara terpusat dan seragam. Kekuasaan negara harus menyeluruh. Kesatuan yang totalistik diwujudkan oleh negara yang secara langsung dan nyata mengatur seluruh bidang kehidupan masyarakat. Perbedaan lingkungan dan hak hidup antara individu, masyarakat dan negara harus dihapus. Masyarakat merupakan kesatuan total di mana bagian-bagiannya atau kelompok-kelompok sosial tidak berarti apa-apa dihadapan mereka sendiri.

Dalam sistem ini tidak mengenal pengelompokan sosial yang mempunyai ideologi dan kegiatan berbeda dengan ideologi negara. Pembagian kekuasaan tidak diakui sama sekali.  Dalam prakteknya, sistem totalitarian selalu hadir diktator mutlak seorang pemimpin, sekelompok orang atau partai. Sebagai contoh adalah V.I. Lenin dan Joseph Stalin di Uni Soviet jaman dulu, yang dikenal sebagai diktator yang berbasis partai tunggal komunis. Semua unsur demokrasi perwakilan (representatif) ditiadakan. Biasanya hanya ada satu partai yang mengemban ideologi totaliter resmi. Partai yang cocok dengan sistem ini adalah partai komunis yang pernah diterapkan dalam sistem partai tunggal di Uni Soviet, Albania, Polandia, Kuba dan sebagainya. Di sisi lain, kebebasan politik para warga negara dan hak asasi manusia tidak diakui. Segala kegiatan sosial politik dimonopoli oleh negara.
BAB VII

Bentuk Negara, Bangunan Negara dan Bentuk atau Sistem Pemerintahan

Pengertian bentuk negara, bangunan negara dan bentuk atau sistem pemerintahan sering dikacaukan satu sama lainnya. Bentuk negara biasanya ditinjau berdasarkan siapa kepala negaranya. Jika kepala negaranya  adalah seorang presiden, maka negara itu adalah negara republik. Seorang presiden dipilih setiap periode tertentu oleh rakyat atau badan pemilih. Sedangkan jika kepala negaranya adalah raja atau ratu, maka negara tersebut adalah negara monarki atau kerajaan. Raja atau ratu berkuasa secara turun temurun.

Bangunan negara adalah pembedaan berdasarkan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bangunan negara ini dibedakan atas tiga hal, yaitu negara kesatuan (unity state), negara serikat atau federal (federation state) dan serikat-serikat negara. Negara kesatuan adalah negara yang memiliki satu otoritas pembuat undang-undang, yaitu pemerintah pusat. Kalaupun negara itu dibagi ke dalam daerah-daerah yang lebih kecil, maka daerah-daerah tersebut hanya melaksanakan atau menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Sedangkan negara serikat atau federasi, pemerintah pusat mempunyai otoritas atau wewenang yang sama untuk membuat undang-undang dengan pemerintah di daerah atau yang biasa disebut pemerintah negara bagian. Perbedaannya terletak pada wilayah berlakunya, yaitu UU pemerintah pusat berlaku di seluruh negara, sedangkan UU pemerintah negara bagian hanya berlaku di wilayah negara bagian yang bersangkutan. Sementara itu, serikat negara-negara adalah gabungan beberapa negara berdaulat tetapi masing-masing negara tetap berdaulat.


Bentuk pemerintahan adalah suatu sistem yang berlaku menentukan bagaimana hubungan antar alat perlengkapan negara yang diatur dalam konstitusinya. Itulah sebabnya bentuk pemerintahan ini sering disebut dengan sistem pemerintahan. Bentuk atau sistem pemerintahan ini dibedakan atas dua hal, yakni sistem pemerintahan presidensiil dan sistem parlementer. Dalam sistem presidensiil yang menjadi kepala pemerintahan adalah presiden (yang merangkap sebagai kepala negara) dan memiliki masa jabatan tetap sesuai dengan pereodisasi jabatan presiden di masing-masing negara. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen sehingga sesungguhnya parlemen tidak memiliki otoritas untuk menurunkan presiden dalam masa jabatannya. Sedangkan dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan adalah perdan menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Oleh sebab itu kedudukan perdana menteri sangat tergantung kepada parlemen, artinya sewaktu-waktu parlemen dapat menjatuhkan perdana menteri, sebaliknya perdana menteri diberi wewenang yang setara yakni dapat membubarkan parlemen, setelah pembubaran itu ia wajib mengadakan pemilu.


Setidaknya ada tiga parameter yang dapat dipakai untuk membedakan apakah  suatu negara menganut sistem pemerintahan presidensiil atau parlemen, yaitu:

1. Pada sistem pemerintahan parlementer, kepala pemerintahan biasanya dijabat oleh perdana menteri (ada yang menggunakan istilah konselir seperti Jerman) yang bergantung kepada mosi atau kepercayaan parlemen dan dapat turun dari  jabatannya melalui mosi tidak percaya parlemen. Sedangkan dalam sistem pemerintahan presidensiil, kepala pemerintahan hampir selalu  disebut presiden yang dipilih untuk masa jabatan yang ditentukan oleh konstitusi dan dalam keadaan normal tidak dapat dipaksa untuk mengundurkan diri oleh parlemen (meskipun terdapat kemungkinan untuk memecat seorang presiden dengan proses pendakwaan luar biasa).

2. Kepala pemerintahan dalam sistem presidensiil (presiden) dipilih oleh rakyat, baik secara langsung atau melalui badan pemilihan, sedangkan kepala pemerintahan dalam sistem parlementer (perdana menteri) dipilih oleh parlemen.

3. Sistem parlementer memiliki pemerintah/eksekutif kolektif atau kolegial, sedangkan sistem presidensiil memiliki eksekutif non kolegial (satu orang).
Berdasarkan uraian di atas, maka negara-negara di dunia dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Negara Kesatuan: 
a. Negara kesatuan yang berbetuk republik dengan sistem presidensiil, Contoh: Indonesia, Filipina, Korea Selatan.
b. Negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem parlementer. Contoh: Singapura, Iran, Pakistan, Israel, Vietnam.

c. Negara kesatuan yang berbentuk kerajaan (monarki) absolut, artinya raja menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus. Contoh: Arab Saudi, Yordania.

d. Negara kesatuan yang berbentuk kerajaan (monarki) dengan sistem parlementer. Contoh: Inggris, Muangthai.


2. Negara Federasi

a. Negara federasi yang berbentuk republik dengan sistem presidensiil. Contoh: Amerika Serikat.

b. Negara federasi yang berbentuk republik dengan sistem parlementer. Contoh: Jerman, India.

c. Negara yang berbentuk monarki absolut. Contoh: Uni Emirat Arab.

d. Negara federasi yang berbentuk monarki dengan sistem parlementer. Contoh: Malaysia. 

Berikut ini bagan Bentuk Negara, Bangunan Negara dan Bentuk atau Sistem Pemerintahan:

[image: image2]
Sumber: I Made Leo Wiratma, dalam Design Baru Sistem Politik Indonesia, 2006

Bagan di atas menunjukkan bahwa meski bentuk negaranya sama tetapi belum tentu memiliki sistem pemerintahan yang sama. Misalnya, untuk negara yang berbentuk kesatuan, bentuk pemerintahan dapat republik maupun monarki, dan sistem pemrintahannya dapat presidensiil, parlementer atau monarki absolut. Demikian pula bentuk negara federasi/serikat, bentuk pemerintahannya dapat berupa republik maupun monarki dan sistem pemerintahannya dapat berupa presidensiil, parlementer atau monarki absolut. Meski masih ada dan tetap diterapkan di beberapa negara, baik dalam negara kesatuan atau federasi, seperti di Arab Saudi dan Ini Emirat Arab, monarki absolut yang merupakan sistem pemerintahan paling kuno untuk sementara tidak dibicarakan di sini karena kurang relevan dibahas dalam konteks pembangunan demokrasi. Oleh karena itu, fokus pembicaraan adalah sistem parlementer dan sistem presidensiil.

Bagaimana bentuk negaranya, siapa kepala negaranya dan apa sistem pemerintahannya sangat tergantung dari sejarah negara itu sendiri. Dalam perjalanan sejarah itu, bentuk negara dan bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan suatu negara dapat berubah sesuai dengan kebutuhan atau situasi dan kondisi negara yang bersangkutan. Khusus mengenai sistem pemerintahan, meski banyak negara memiliki model yang sama, tetap banyak juga negara yang memiliki model tersendiri sesuai dengan kekhasan negara masing-masing. Kekhasan itulah yang menyebabkan munculnya sistem pemerintahan baru yang menyimpang dari sistem yang lazim (murni), yaitu sistem pemerintahan campuran (mixed government system).

Sistem campuran ini sangat tampak pada sistem pemerintahan Perancis, karena meski negara tersebut menganut sistem presidensiil, artinya presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus, tetapi dalam menjalankan pemerintahan pemerintahan ia berbagi kekuasaan dengan perdana menteri. Bahkan negara yang dianggap menganut sistem presidensiil yang paling murni seperti Amerika Serikat pun dalam kenyataannya tidak menjalankan sistem presidensiil secara konsekuen, karena presiden dapat di-impeach oleh Konggres. Lembaga impeachment  ini biasanya terdapat dalam sistem parlementer, yaitu suatu otoritas untuk memecat seorang kepala pemerintahan (perdana menteri). Jadi, jika lembaga impeachment ini diterapkan juga pada sistem presidensiil, maka sistem tersebut menjadi sistem presidensiil yang tidak murni pula.
Sistem Pemerintahan Indonesia Secara Historis

Sementara itu untuk melihat sistem pemerintahan di Indonesia tidak dapat hanya dilakukan melalui penelusuran hukum positif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan belaka, melainkan harus pula melihat bagaimana sistem pemerintahan itu dilakukan dalam praktek. Sebab apa yang tertulis atau yang seharusnya (das sein) menurut peraturan perundang-undangan belum tentu sama dengan praktek sehari-hari atau yang terjadi dalam kenyataan (das sollen). Bila hal tersebut dikaitkan dengan sejarah, maka sistem pemerintahan di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, sistem pemerintahan menurut UUD 1945 (sebelum perubahan). Dalam persperktif teori Montesquieu, melalui Trias Politica-nya teori pemisahan kekuasaan (separation of power), mengatakan bahwa kekuasaan negara dapat dibagi atas tiga, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pada dasarnya konsep pemisahan kekuasaan ini cukup baik dan adil, dimana setiap organ negara mempunya fungsi masing-masing secara jelas dan di dalam menjalankan fungsinya dapat melakukan kontrol satu sama lain. Dalam doktrin pemisahan klasik, terdapat 5 (lima) prinsip yang dianggap mendasari pemerintahan yang adil, yaitu: (1) pemisahan tiga cabang kekuasaan yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif merupakan unsur yang esensial dalam rangka mengembangkan dan memelihara kebebasan politik; (2) masing-masing organ tersebut mempunyai fungsi tersendiri; (3) masing-masing tidak mencampuri fungsi-fungsi organ negara yang lain; (4) personalia masing-masing organ negara terpisah dan tidak boleh dirangkap; (5) dalam menjalankan fungsinya, setiap organ negara bersifat saling mengawasi.

Dalam UUD 45 (sebelum perubahan) terdapat DPR yang menjalankan kekuasaan legislatif (bersama presiden), Presiden (eksekutif) dan Mahkamah Agung (yudikatif). Jika dilihat berdasarkan teori Montesquieu di atas, maka pembagian kekuasaan berdasarkan UUD45 sudah tidak cocok, karena kekuasaan legislatif berada di tangan presiden dan DPR. Jadi terjadi semacam tumpang tindih kekuasaan antara presiden dan DPR. Selain itu masih terdapat suatu lembaga yang berada di atas semua lembaga negara lainnya, yaitu MPR. Keberadaan MPR ini menjadikan sistem pemerintahan di Indonesia tidak sesuai dengan teori yang ada. Apalagi MPR yang sering dijuluki sebagai lembaga penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia ini memiliki kekuasaan yang tidak terbatas (omnipotent), sehingga MPR dapat menjadi lembaga diktator karena tiada suatu lembaga lain yang dapat mengimbangi kekuasaannya sesuai dengan prinsip checks and balances.
Meskipun struktur pemerintahan tidak begitu jelas, UUD 45 agaknya hendak menganut sistem presidensiil yang ditandai oleh beberapa hal: (1) presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan; (2) presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR dan DPR tidak dapat menjatuhkan presiden; (3) presiden dipilih melalui badan pemlihan, yakni MPR. Persoalannya presiden bertanggungjawab kepada MPR dan ketika MPR menolak pertanggungjawaban presiden, maka MPR dapat memberhentikan presiden dari jabatannya. Ketentuan ini mirip dengan parameter dalam sistem pemerintahan parlementer, yaitu parlemen dapat menjatuhkan perdana menteri. Masalahnya adalah apakah MPR dapat disebut parlemen? Kekacauan ini kemudian memunculkan berbagai istilah bagi sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia, seperti sistem presidensiil campuran atau  quasi presidensiil atau sistem MPR.

Namun dalam masa transisi, yaitu dari kemerdekaan ke sistem presidensiil, belum semua lembaga negara sebagaimana diamanatkan UUD 45 terbentuk, sehingga kekuasaan presiden sangat kuat atau bahkan mutlak. Sebab berdasarkan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 45, untuk sementara fungsi MPR, DPR dan DPA dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Dengan demikian dalam kurun waktu tiga bulan (Agustus-Oktober 1945), UUD 45 mendudukkan presiden sebagai diktator, atau apa yang kemudian dikenal dengan istilah diktator konstitusional. Menyadari kekuasaan presiden yang demikian kuatnya, maka dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 yang menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai pengganti MPR. Dengan demikian KNIP dapat mengontrol sekaligus meminta pertanggungjawaban terhadap presiden. Dalam perkembangan ketatanegaraan selanjutnya, melalui Pengumuman Badan Pekerja (BP-KNIP) Nomor 5 tanggal 11 Nopember 1945, BP-KNIP mengusulkan kepada presiden agar presidensiil stelsel diganti dengan stelsel kabinet yang bertanggungjwab kepada BP-KNIP. Keadaan ini mengejutkan para ahli ketatanegaraan, karena UUD 45 menganut sistem pemerintahan presidesiil tetapi dalam praktek diterapkan sistem parlementer. Hal ini dijalankan dalam kurun waktu Oktober 45 hingga 1949 (saat berlakunya Konstitusi RIS).

Kedua, Sistem pemerintahan menurut Konstitusi RIS. Sebagai konsekuensi diterimanya hasil Konferensi Meja Bundar (KMB), diadakan perubahan bentuk negara kesatuan RI menjadi negara serikat. Perubahan ini dituangkan dalam Konstitusi RIS. Konstitusi ini tidak secara jelas menggambarkan sistem pemerintahan yang dianut, apakah sistem presidensiil atau parlementer. Terdapat fenomena yang menarik dalam Konstitusi RIS ini, yaitu terdapat istilah Pemerintah dan Kabinet. Pemerintah adalah Presiden dan Menteri-menteri. Pada hal baik dalam sistem pemerintahan presidensiil maupun parlementer, pemerintah itu sama dengan kabinet. Kalau dalam sistem presidensiil, pemerintah atau kabinet diketuai oleh presiden, sedangkan dalam sistem parlementer, pemerintah atau kabinet diketuai oleh Perdana Menteri.
Ketentuan yang juga menarik adalah bahwa meski presiden merupakan bagian dari pemerintah, tetapi presiden ditegaskan sebagai kepala negara dan tidak dapat diganggu-gugat. Selain tidak terdapat ketentuan yang mengatakan bahwa presiden itu juga sebagai kepala eksekutif. Meski kabinet dibentuk oleh presiden, tetapi yang memimpin kebinet adalah Perdana Menteri. Ketentuan-ketentuan ini mengindikasikan bahwa presiden hanya sebagai kepala negara dan kedudukannya sangat kuat sebagaimana layaknya seorang presiden dalam sistem parlementer. Sebab kedudukan presiden tidak tergantung dari kedudukan pemeintah atau kabinet, artinya apabila pemerintah atau kabinet jatuh, maka presiden tetap pada kedudukannya. Demikian pula masalah pertanggungjawaban juga tidak jelas, karena Konstitusi RIS hanya menyebutkan bahwa menteri-menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijakan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri dalam hal itu. Kemana pertanggungjawaban itu titujukan tidak dijelaskan.

Satu lagi pasal yang menarik adalah ketentuan yang mengatakan bahwa DPR tidak dapat memaksa Kabinet atau masing-masing menteri meletakkan jabatannya. Ketentuan seperti ini biasanya terdapat dalam sistem presidensiil. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Konstitusi RIS semakin tidak jelas karena kabinet pada masa ini dipimpin oleh Perdana Menteri Moh Hatta yang sekaligus menjabat Wakil Presiden. Perlu diingat pula bahwa di negara RIS terdapat salah satu negara bagian yang disebut Republik Indonesia yang tetap menggunakan UUD 45. Oleh karena itu, sesungguhnya berlakunya UUD 45 untuk pertama kali baru berakhir bersama-sama berakhirnya Konstitusi RIS, yakni ketika UUDS 1950 resmi diberlakukan.

Ketiga, sistem pemerintahan menurut UUDS 1945. Sebagaimana diketahui bahwa UUDS 1950 merupakan Konstitusi RIS yang telah mengalami beberapa perubahan, maka sistem pemerintahan yang dianut juga tidak berbeda. Terdapat satu perbedaan hakiki dengan Konstitusi RIS, yakni UUDS 1950 memberikan wewenang kepada presiden untuk membubarkan DPR. Tambahan ketentuan ini tetap tidak memberi kejelasan tentang sistem pemerintahan yang dianut karena hanya memberikan wewenang lebih pada salah satu pihak yakni presiden tanpa diimbangi pemberian wewenang yang setara kepada parlemen, misalnya parlemen dapat menjatuhkan pemerintah, sesuai dengan prinsip-prinsip cheks and balances. Namun di dalam praktik, penyelenggaraan negara yang dilaksanakan adalah sistem pemerintahan parlementer.
Keempat, sistem pemerintahan setelah berlakunya kembali UUD 45 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit Presiden ini mengembalikan sistem pemerintahan ketika berlakunya UUD 45 untuk pertama kalinya, yakni sistem presidensiil tetapi memiliki nuansa berbeda dalam praktek. Dahulu yang menjalakan fungsi MPR adalah KNIP, sedangkan pada periode ini fungsi MPR dijalankan oleh MPRS yang dibentuk oleh Soekarno melalui Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959. Penetapan Presiden ini justru menjadi masalah baru dalam sistem ketatanegaraan, karena UUD 45 yang diberlakukan kembali berdasarkan Dekrit tidak mengenal peraturan perundang-undangan yang bernama Penetapan Presiden. Pembentukan MPRS dan DPAS memang juga merupakan amanat Dekrit tetapi seharusnya pembentukan itu mengacu kepada UUD 45. MPR terdiri atas anggota-anggota DPR, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pembentukan MPRS secara sepihak oleh presiden membawa implikasi yang luas karena lazimnya suatu lembaga yang dibentuk bertanggungjawab kepada lembaga pembentuknya. MPR yang seharusnya memilih dan meminta pertanggungjawaban presiden, justru dibentuk oleh presiden  dan seolah-olah harus bertanggungjawab kepada presiden. Selain itu, para pimpinan MPRS, DPR dan DPAS diberi kedudukan setingkat menteri. Akibatnya, sistem presidensiil yang secara formal seharusnya berlaku, tetapi dalam periode ini (5 Juli 1959 sampai dengan 1966) praktis terjadi pemerintahan diktator oleh presiden. Lembaga-lembaga negara yang seharusnya  mengontrol dan meminta pertanggungjawaban kepada presiden justru berada di bawah dan tunduk kepada presiden.
Dalam perkembangan selanjutnya, yakni era Orde Baru, sistem pemerintahan mulai ditata sesuai dengan UUD 45. Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dilakukan setiap lima tahun sekali, demikian juga dengan pembentukan MPR sudah dilakukan dengan undang-undang dan semua mekanisme sistem pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Artinya, DPR telah melakukan fungsinya, selain menjadi badan legislatif juga telah melakukan fungsi kontrol dan budgeting. MPR sesuai dengan fungsinya telah memilih dan mengangkat serta mendengarkan pertanggungjawaban presiden. Pertanyaannya adalah mengapa pemerintahan Orde Baru menjadi otoritarian, meski pemerintah telah menerapkan sistem pemerintahan menurut UUD 45. Terdapat beberapa alasan. Pertama, seperti telah dijelaskan di muka bahwa UUD 45 memang mengkondisikan atau mengkonstruksikan  seorang presiden menjadi seorang diktator dan secara otomatis pemerintahannya otoriter. Kelemahan UUD 45 inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong munculnya pemikiran untuk melakukan perubahan terhadapnya. Kedua, instrumen yang digunakan untuk menjalankan konstitusi, seperti undang-undang, peraturan pmerintah pengganti undang-undang (Perpu), peraturan pemerintah (PP), Keputusan Presiden dan lain-lainnya juga lebih didominasi oleh kepentingan penguasa (melalui partai dan wakil-wakilnya di DPR) di samping acuannya adalah konstitusi yang juga memungkinkan munculnya diktator. Ketiga, pengekangan hak-hak pribadi rakyat oleh penguasa melalui birokrasi dan alat keamanan, yaitu militer, polisi dan intelejen.
Dengan tidak mengurangi arti penting dari faktor pertama dan ketiga, faktor yang kedua merupakan alat yang paling jitu bagi presiden untuk mengendalikan semua lembaga negara lainnya. Melalui undang-undang misalnya, presiden dapat mengendalikan dan mengontrol seluruh proses dan mekanisme pengangkatan para anggota lembaga negara (seperti DPR, MA, MPR, DPA dan wakil presiden), intervensi terhadap partai, serta organisasi kemasyarakatan (ormas) dan lembaga non pemerintah (NGO). Keanggotaan MPR dan DPR serta pemberhentian anggota MPR dan DPR diresmikan dengan keputusan presiden. Hal itu berarti bahwa pengangkatan dan pemberhentian seseorang menjadi anggota MPR dan DPR, pasti dan harus melalui tangan presiden. Ini berarti presiden dapat menerima atau menolak suatu pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Di sinilah muncul penilaian subyektif dari presiden, bahwa orang yang tidak disukai atau yang menentang pemerintahannya dimasukkan dalam black list. Oleh karena itu, banyak politikus yang bermutu tidak lolos menjadi anggota MPR dan DPR hanya karena tidak sepaham dengan presiden. Intervensi terhadap proses dan mekanisme rekrutmen anggota MPR dan DPR memunculkan kader-kader yang ”membebek” terhadap pemerintah dan memilih mencari ”keselamatan hidup” ketimbang idealisme (membela kepentingan rakyat).
Masih banyak cara legal yang digunakan oleh presiden Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaannya. Misalnya, anggota MPR dan DPR yang direkrut berdasarkan pengangkatan juga diterapkan dengan Keputusan Presiden. Penyederhanaan partai juga merupakan intervensi presiden terhadap partai-partai, karena partai-partai yang ada harus berfusi ke salah satu partai yang diakui, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Penyederhanaan partai ini lebih memudahkan bagi presiden melakukan kontrol, bahkan melalui cara di luar undang-undang. Misalnya H.J. Naro ingin mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden untuk menandingi Sudharmono, kedudukannya sebagai Ketua Umum PPP terus digoyang dan akhirnya digantikan oleh H. Ismail Hasan Metareum. Tujuan akhir dari semua ini adalah memuluskan jalan presiden untuk terus berkuasa. Pemilu memang dilakukan secara periodik (lima tahun sekali) tetapi orang yang menjadi presiden tetap sama selama tujuh kali berturut-turut, meskipun ia terpaksa diturunkan oleh rakyat ketika baru dua bulan berkuasa pada periode terakhir kekuasaannya (21 Mei 1998).

Sampai dengan masa Orde Baru tersebut bangsa Indonesia belum pernah memiliki sistem pemerintahan yang jelas dan benar-benar menerapkan prinsip cheks and balances. Kedudukan presiden sangat kuat, artinya presiden mempunyai kekuasaan yang sedemikian besar sehingga dapat mengendalikan hampir seluruh lembaga negara lainnya. Kedudukan presiden menjadi sangat sentral, di mana semua lembaga negara tergantung kepadanya, akibatnya tiada satupun lembaga negara yang dapat melaksanakan fungsi kontrol sebagaimana suatu negara demokratis, apalagi untuk menggeser presiden. Akibatnya proses rekrutmen berdasarkan kapabilitas sulit berjalan, sebaliknya korupsi, kolusi dan nepotisme tumbuh subur. Akhirnya negara menjadi sangat terpuruk, baik dari segi demokrasi, good governence, ekonomi, dan sosial budaya.
Kelima, Sistem pemerintahan menurut UUD 45 pasca amandemen. Bangsa Indonesia menyadari adanya berbagai kekurangan dan kejanggalan dalam konstitusinya, yaitu UUD 45, khususnya tentang sistem pemerintahannya. Oleh karena itu, setelah terjadi penolakan rakyat terhadap pemerintahan presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 melalui the people power yang berakhir dengan tumbangnya Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun, maka reformasipun dimulai, baik melalui penataan pelaksanaa pemilu, partai politik, serta susunan dan kedudukan (susduk) MPR, DPR dab DPRD, maupun reformasi yang lebih mendasar yaitu reformasi atau amandemen konstitusi.

Langkah pertama, MPR hasil pemilu 1999 dalam rangka pemurnian sistem prisidensiil adalah melakukan perubahan terhadap posisi kekuasaan membuat undang-undang dan pembatasan masa jabatan presiden. Kekuasaan membuat undang-undang yang semula diberikan kepada presiden, kini diamanatkan kepada DPR. Usaha ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan teori pemisahan kekuasaan yang memberikan kewenangan membentuk undang-undang kepada badan legislatif (DPR), meskipun suatu undang-undang baru dapat disahkan setelah mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Tetapi seandainya setelah disetujui bersama, Presiden tidak mengesahkan dalam 30 hari, maka undang-undang tersebut tetap dapat diberlakukan. Pengalihan kekuasaan membuat undang-undang kepada DPR ini ternyata tidak serta-merta membuat persoalan ini selesai, tetapi justru memunculkan masalah baru, yaitu apakah memang benar DPR itu badan legislatif seperti yang diajarkan teori Trias Politika? Sebab menurut UUD 45, selain DPR masih terdapat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diberikan hak untuk mengajukan, ikut membahas dan memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap RUU tertentu. Kepincangan antara DPR dan DPD pun masih memerlukan kajian lebih lanjut agar keduanya benar-benar disebut badan legislatif, baik mengenai wewenangnya maupun jumlah anggotanya. Pembatasan masa jabatan presiden hanya 2 (dua) periode juga merupakan langkah strategis. Selain mencegah berkuasanya seseorang terlalu lama yang mengarah kepada penumpukan kekuasaan yang pada gilirannya menjadi seorang tirani, juga untuk menghidupkan demokrasi di mana siklus kepemimpinan dan kaderisasi dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan ketentuan ini, bukan hanya masa jabatan presiden yang dibatasi tetapi juga wakil presiden. Meski di masa Orde Baru belum pernah ada orang yang menjadi wakil presiden selama dua periode.
Langkah kedua yang merupakan usaha pemurnian terhadap sistem pemerintahan presidensiil adalah melarang presiden membekukan dan atau membubarkan DPR, serta memperbarui tata cara impeachment terhadap presiden. Pelarangan bagi presiden untuk membekukan dan atau membubarkan DPR merupakan salah satu parameter dari sistem pemerintahan presidensiil. Sayangnya hal itu tidak diimbangi oleh penghapusan impeachment oleh DPR melalui MPR. Meskipun telah diperbaharui dan relatif lebih baik dari sistem yang lama, impeachment oleh DPR melalui MPR tetap tidak sesuai dengan parameter sistem presidensiil yang menganut masa jabatan penuh (fix term in office).
Langkah ketiga adalah memperbaharui (eksistensi) MPR. Menurut rumusan baru, kedudukan MPR tidak lebih dari lembaga tinggi negara biasa, bukan lagi lembaga tertinggi negara  yang menjalankan kedaulatan rakyat karena kedaulatan tetap berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Posisinya yang tidak jelas dalam struktur pemerintahan negara sangat membingungkan, karena meskipun terdiri dari DPR dan DPD, dapatkah MPR dikatakan berada di atas kedua lembaga itu? Begitu juga dengan wewenang yang diberikan kepadanya, seperti mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan atau wakil presiden, serta memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya.

Mengubah dan menetapkan UUD dapat diserahkan kepada sidang gabungan (joint session) DPR dan DPD menjadi MPR. Mencermati rumusan kedudukan dan wewenang baru dari MPR, kalaupun MPR tidak ada sesungguhnya tidak berarti apa-apa. Seandainya MPR tidak ada lagi, usaha lain yang harus dilakukan adalah menyempurnakan kedudukan dan fungsi DPR dan DPD agar benar-benar menjadi lembaga legislatif atau parlemen dua kamar.

Langkah keempat adalah pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Memang salah satu parameter sistem presidensiil mensyaratkan bahwa presiden dipilih secara periodik oleh rakyat secara langsung atau melalui badan perwakilan. Pilihan untuk melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung berdasarkan UUD 45 (setelah perubahan/amandemen) merupakan langkah strategis yaitu mengembalikan kedaulatan rakyat.

Selain dalam tataran konstitusi, langkah-langkah strategis serupa hendaknya dilakukan dalam tataran undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain agar sistem presidensiil semakin mendekati kenyataan yang sebenarnya. Misalnya, bagaimana seharusnya partai politik diatur sehingga partai dapat melakukan fungsinya sebagaimana layaknya sebuah partai. Demikian juga sistem pemilu yang dapat menghasilkan DPR, DPD serta presiden dan wakil presiden yang kuat. Pemilu 2004 dapat dijadikan cermin bahwa betapa presiden dan wakil presiden terpilih merasa kecil hati ketika menghadapi legislatif hanya karena perolehan kursi partai yang mengusungnya hanya 10,36%. Kecilnya perolehan kursi tersebut mendorong presiden untuk mengakomodasi orang-orang partai dalam kabinet agar ia mendapat dukungan yang cukup dari parlemen. Pada hal dalam sistem presidensiil, seorang presiden dengan hak prerogratifnya seharusnya membentuk zaken kabinet (pengangkatan menteri-menteri berdasarkan keahlian) tanpa memperhatikan komposisi partai dalam kabinet.       
BAB VIII

Telaah Empirik Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia

Pengantar

Dalam pengertian yang umum, ”politik” dipahami sebagai kekuasaan. Pada dasarnya kekuasaan  itu dapat digunakan untuk tujuan apapun. Dalam model kekuasaan mutlak baik dalam bentuk absolute monarchy, ataupun pemerintahan diktator, pada dasarnya penggunaan kekuasaan ditujukan secara langsung ataupun tak langsung untuk memenuhi kepentingan  yang berkuasa ataupun dalam pandangannya  (penguasa) sendiri dianggap baik.


Plato, seorang filosof  menggagas tentang Philosopher King atau dalam bahasa Jawa dikenal sebagai pandito ratu yaitu seorang penguasa yang hanya memikirkan kepentingan rakyatnya. Senada dengan itu dikenal pula istilah memayu hayuningrat, artinya meskipun kekuasaan itu berasal dari Tuhan (wahyu) sehingga tak ditentukan komunitas yang dipimpinnya tetapi kekuasaan itu harus diabdikan kepada kepentingan rakyat.  Hanya saja, dia tidak pernah ditemukan dalam tataran empirik, konsepsi ideal tersebut ada dalam dunia ide atau dunia ideal.


Sedangkan pemikiran demokrasi memberi motivasi di belakang penggunaan kekuasaan politik, yaitu kepentingan rakyat, sebab dalam sistem politik demokratis ada kesamaan dan peluang akses terhadap semua aset dalam politik. Kepentingan rakyat itu dapat dinyatakan dalam berbagai rumusan dan titik berat berbeda misalnya kesejahteraan umum, kebebasan, keadilan, persamaan, hak-hak asasi dan sebagainya. Rumusan nilai atau cita-cita itu merupakan pengertian ”ideologi”. Hanya saja, pemahaman lengkap tentang demokrasi sebagai ide, akan meliputi cita-cita itu semua. Rumusan kita mengambil bentuk Pancasila. Sedangkan sistem politik Indonesia mengambil bentuk sistem demokrasi konstitusional yaitu yang didasarkan  pada UUD 1945 yang mengandung ideologi Pancasila dalam pembukaannya.

Dengan kata lain, untuk menjaga agar sistem demokrasi memang benar-benar digunakan untuk melayani kepentingan rakyat atau dengan kata lain mewujudkan cita-cita demokrasi, berbagai mekanisme dikembangkan yang didasarkan pada konstitusi, hukum dan perundang-undangan sebagai aturan permainan, baik dalam bentuk tertulis maupun konvensi (tidak tertulis). Meskipun begitu, betapapun majunya, sebagai sistem politik, demokrasi tidak akan pernah mencapai kesempurnaan. Setiap sistem politik selalu memberi peluang untuk manipulasi, atau ”rekayasa”. Rekayasa, apalagi manipulasi, pada hakikatnya adalah penyalahgunaan kekuasaan, hak-hak dan kebebasan yang dijamin oleh demokrasi atau pemanfaatan mekanisme demokrasi, terutama atau semata-mata demi kepentingan pribadi atau kelompok (sektarian), yang bertentangan dengan kepentingan umum. Pada kondisi seperti itu, manakala terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan politik, kita dapat mengatakan bahwa apa yang kita mengerti sebagai ”politik” yang sebetulnya ditujukan pada cita-cita yang luhur atau baik dan sekurang-kurangnya sebagai suatu alat yang bersifat netral, menjadi ”kotor”.


Sejak proklamasi, negara Indonesia telah menerapkan tiga sistem politik dan pemerintahan atau sistem demokrasi, yaitu Demokrasi Liberal/Parlementer, Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila dengan memberlakukan tiga undang-undang dasar, yaitu UUD 1945, UUD RIS (Konstitusi RIS) dan UUDS 1950 sampai diberlakukan  kembali UUD 1945. Di bawah ini akan dibahas tiga sistem politik dan pemerintahan atau sistem demokrasi tersebut dengan menggunakan indikator: penyaluran tuntutan, pemeliharaan dan kontinuitas nilai, kapabilitas sistem politik, integrasi bangsa, gaya politik dan kepemimpinan, serta partisipasi politik dan stabilitas politik (Kantaprawira, 1988)
Sistem Politik dan Pemerintahan Demokrasi Liberal    

Setelah proklamasi kemerdekaan tangal 17 Agustus 1945, maka pagi harinya, yaitu tangal 18 Agustus 1945 diadakan sidang PPKI dengan mengambil keputusan sebagai berikut:

a. Menetapkan dan mengesahkan Pembukaan UUD 45 sebagai dasar pembentukan negara, yang diambil dari Rancangan Pembukaan UUD yang dihasilkan  panitia perumus pada sidang BPUPKI tangal 22 Juni 1945;

b. Menetapkan dan mengesahkan UUD 1845 sebagai dasar negara  yang diambil dari rancangan hasil sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945;
c. Memilih dan mengangkat ketua PPKI yakni Soekarno sebagai Presiden RI dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden;

d. Untuk sementara waktu, pekerjaan Presiden dibantu oleh sebuah Komite Nasional.

Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 1945 diadakan sidang PPKI yang kedua setelah kemerdekaan  dan mengeluarkan dua keputusan yakni: Dibentuk kabinet pertama yang terdiri dari 12 departemen dan Indonesia dibagi dalam 8 propinsi. Sejak saat itu Indonesia sudah dapat disebut sebagai negara karena syarat-syarat sebagai sebuah negara telah terpenuhi, yaitu:

· Rakyatnya  adalah Bangsa Indonesia;

· Wilayahnya adalah bekas wilayah Hindia Belanda;

· Kedaulatannya adalah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945;

· Pemerintahannya adalah diangkatnya Presiden dan Wakil Presiden serta dibentuknya kabinet;
· Bentuk dan tujuan negaranya adalah Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945.

Pada tanggal 22 Agustus 1945 dibentuk Komite Nasional (135 orang sering disebut KNIP) yang menggantikan PPKI. Terjadi perkembangan politik yang menarik, yaitu ketika tanggal 16 September 1945, Wakil Presiden mengeluarkan ”Maklumat Wakil Presiden Nomor X” yang berisi:

1. KNIP sebelum terbentuknya MPR dan DPR hasil pemilu diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN. Dengan demikian penetapan undang-undang harus mendapat persetujuan KNIP dan Presiden;

2. Berhubung gentingnya keadaan, KNIP mendelegasikan kekuasaan kepada sebuah Badan Pekerja yang dipilih dari KNIP dan bertanggungjawab kepada KNIP.

Pada tanggal 11 Nopember 1945 BP-KNIP mengajukan usul kepada Presiden supaya kabinet bertanggungjawab pada parlemen (KNIP) dengan alasan KNIP adalah setara dengan MPR yang merupakan pemegang kedaulatan rakyat. Presiden tidak dapat menolak karena KNIP sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Pada tanggal 14 Nopember 1945 dibentuklah kabinet parlementer yang pertama dengan Perdana Menterinya Sutan Syahrir. Dengan demikian Presiden harus berbagi kekuasaan dengan Sutan Syhrir sebagai kepala pemerintahan, karena dalam sistem parlementer Presiden hanya sebagai kepala negara sedang kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri.


Persoalanya adalah bagaimana aspek legalitas sistem parlementer tersebut, karena menurut UUD 1945 sistem yang dianut adalah sistem presidensial bukan sistem palementer. Seharusnya perubahan sistem pemerintahan dimulai dari perubahan konstitusinya terlebih dahulu. Keadaan ini terus berlangsung sampai terbentuknya Konstitusi RIS 1949 yang menganut sistem parlementer. 

Pengalaman selama bertahun-tahun dengan demokrasi parlementer itu dianggap gagal oleh sebagian masyarakat. Kemudian Indonesia mengembangkan sistem demokrasi terpimpin. Demokrasi Liberal telah gagal, bukannya sebagai bangsa gagal, tetapi menurut Feith (Feith, 1986), kegagalan tersebut disebabkan  konspirasi Soekarno dan militer di satu pihak dengan para elit partai politik yang dianggap gagal mewujudkan stabilitas apalagi pembangunan ekonomi. Namun hal tersebut telah menjadi conventional wisdom di negeri ini. Setelah baru setengah dasawarsa, ternyata Indonesia juga gagal dengan demokrasi terpimpin yang berakhir dengan percobaan kudeta Gestapu. Era demokrasi terpimpin itulah yang kemudian ditengarai sebagai Orde Lama.

Kemudian lahirlah Orde Baru yang mencoba menggantikan dan memperbaiki apa yang dianggap sebagai penyelewengan Orde Lama dan Demokrasi Terpimpin dengan menerapkan sistem Demokrasi Pancasila. Oleh karena usaha-usaha yang telah dilakukan untuk menerapkan berbagai sistem demokrasi di bumi pertiwi ini lebih tepat dikatakan sebagai eksperimen demokrasi ketimbang pertumbuhan atau perkembangan kehidupan demokrasi yang wajar. Nampaknya eksperimentasi tersebut masih berlangsung hingga sekarang, yang ditandai dengan kekaburan bahkan kekacauan dalam pengertian dan ambivalensi dalam pelaksanaannya.

Perubahan yang cukup fundamental dari presidensiil ke parlementer itu didasari oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Ada yang menginterpretasikan faktor internal menyangkut persaingan (power struggle) antara pemimpin Indonesia yang dalam kasus tersebut dimenangkan oleh kelompok Syahrir. Sebab itu pihak lawan menuduh perubahan ini  sebagai hasil kudeta diam-diam. Di sisi lain perubahan sistem pemerintahan yang drastis ini dimaksudkan untuk menyelamatkan RI dari apa yang dilihat sebagai kecenderungan yang berbahaya ke arah kekuasaan otoriter. Untuk itu Syahrir mendesak dibersihkannya kepemimpinan revolusi Indonesia dari unsur-unsur kolaborator yang menimbulkan tuduhan Belanda terhadap pemerintahan Indonesia sebagai fasis dan diihami Jepang.
Kita masih saja berselisih pendapat dalam menilai peristiwa sejarah itu, terutama dari segi konsekuensi dan implikasinya bagi perkembangan kehidupan demokrasi di Indonesia sampai sekarang. Namun dari segi perjuangan kemerdekaan Indonesia waktu itu yang terutama dimenangkan  melalui jalan diplomasi sebagai ”garis pertama”, mungkin faktor eksternal mempunyai nilai lebih besar, terutama yang menyangkut posisi internasional pemerintah Indonesia. Jadi pergantian sistem pemerintahan itu didorong oleh kebutuhan  perjuangan pada waktu itu. Sejak semula strategi Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan adalah menjadikan pertikaiannya dengan Belanda suatu masalah internasional, sedangkan pihak Belanda menginginkan masalah itu ditangani sebagai masalah internal kerajaan Belanda, karena Indonesia masih dianggap sebagai miliknya.

Rupanya dunia internasional juga telah bosan dengan perang dan pihak Sekutu sebagai pihak pemenang juga mendesak Belanda untuk berunding dengan Indonesia. Tetapi pihak Belanda tidak mau berunding dengan pemimpin Indonesia yang dianggap kolaborator Jepang. Dengan dimuculkan tokoh Syahrir yang dianggap namanya tidak cacat oleh kerjasama dengan Jepang seperti Bung Karno sebagai pemimpin pemerintahan yang bertanggungjawab  pada badan legislatif (KNIP), hendak ditunjukkan juga kepada dunia luar, terutama untuk meyakinkan Belanda dan pihak Sekutu, bahwa bangsa Indonesia mendambakan asas-asas demokrasi dan bahwa negara Indonesia adalah negara yang demokratis.

Tindakan tersebut merupakan tanggapan dari perubahan sikap pemerintah Belanda yang semula menolak berhubungan dengan Bung Karno dan Bung Hatta, meskipun akhirnya dilakukan pula oleh van Mook.  Ini merupakan suatu konsesi dari pihak Belanda, khususnya van Mook, yang tindakannya tersebut sebenarnya bertentangan dengan mandat yang diberikan pemerintah Belanda. Oleh karena itu pemerintah Indonesia merasa perlu menanggapi dengan konsesi pula, untuk meratakan jalan ke arah perundingan. Konsesi tersebut tercermin dari pertanda kemauan baik Syahrir dengan memasukkan dalam kabinetnya mantan pejabat-pejabat Hindia Belanda yang bahkan merupakan mayoritas (Ali Sastroamidjojo dalam CLM Pnders, 1979).
Bisa jadi perubahan sistem pemerintahan tersebut juga terkait dengan perubahan politik yang terjadi di Inggris dan Belanda. Di Inggris muncul pemerintahan baru di bawah kepemimpinana Perdana Menteri Clement Altee dari partai buruh menggantikan pemerintahan partai konsevatif pimpinan Winston Churchill. Sedangkan di Belanda partai buruh juga mendapat angin menjalankan roda pemerintahan di bawah pimpinan Schermerhorn dan Drees. Nampaknya Syahrir berharap, bahwa dirinya sebagai seorang sosialis yang memegang kemudi pemerintahan Indonesia mungkin lebih mudah mendapat simpati dari Belanda dan Inggris. Apalagi Syahrir sebagai mahasiswa di Belanda menjadi partai Buruh di negeri itu (Djojodisurjo, 1979).

Dengan demikian dapat dikatakan perubahan secara drastis dari sistem prisidensiil ke parlementer, merupakan bagian dari usaha untuk mendapat pengakuan internasional atas kedaulatan dan kemerdekaannya. Hanya saja perubahan sistem dari presidensiil ke parlementer yang kelihatan taktis tersebut, ternyata berlarut-larut hingga pasca kemerdekaan. Bahkan sistem demokrasi parlementer tersebut berlangsung sampai satu dasawarsa dan membawa konsekuensi luas dalam politik, ekonomi maupun idelogis. Berikut pembahasan Demokrasi Parlementer/Liberal dengan mrnggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

Pertama, penyaluran tuntutan (aspirasi) dari masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut: kondisi bangsa yang sedang mengenyam kemerdekaan telah menyebabkan harapan yang membubung tinggi, sedangkan kesiapan suprastruktur dan manusia (realita) tidak seiring dengan keinginan (tuntutan) tersebut. Bahkan ada pula tuntutan yang tidak realistik sebagai cermin ketidakdewasaan berbangsa dan bernegara. Akibatnya tuntutan sangat tinggi dan intensif  namun seringkali melebihi kapasitas sistem politik. Apalagi bangsa Indonesia, pada saat itu baru dalam tahap national building dan character building, sehingga nilai-nilai sebagai penapis dan konsensus serta pola kerjasama belum terbentuk secara mantap.

Kedua, Pemeliharaan dan kontinuitas nilai dilakukan seiring dengan merebaknya ide liberal dalam kancah internasional. Artinya pengakuan hak individu mendapat porsi sangat besar, sebagi cerminan pengakuan hak-hak asasi manusia. Di samping itu, dalam masyarakat terjadi pertarungan aliran politik yang bersumber pada pemikiran yang bersifat ideologis dan pragmatis.


Ketiga, Kapabilitas sistem politik bersifat simbolik sangatlah menonjol, terutama disebabkan meluapnya rasa kebangsaan dari semua elemen bangsa. Namun di sisi lain, kapabilitas ekstraktif sangat lemah akibat kemampuan teknologi dan manusia masih terbatas.


Keempat, integrasi bangsa, dalam arti hubungan yang bersifat vertikal ditandai dengan hubungan antara elit dan massa menurut aliran. Tak mengherankan jika budaya patrimonial tumbuh sangat subur pada waktu itu. Sedangkan hubungan yang bersifat horisontal, tercermin dari timbulnya kesenjangan baik antar wilayah maupun antar kelompok sosial, sehingga menjadi potensi munculnya pergolakan daerah. Akibatnya stabilitas nasional sangat rapuh.


Kelima, gaya politik dan kepemimpinan pada masa sistem politik demokrasi liberal, memiliki hubungan yang erat. Hal ini tercermin dari munculnya gaya politik bersifat ideologis dan ini membawa konsekuensi kepemimpinan kharismatik dan patrimonial, sehingga bentuk dukungan massa didasarkan emosi dan bukannya kesadaran rasionalitasnya.

Sistem Politik dan Pemerintahan Demokrasi Terpimpin (Orde Lama)

Sangat ironis, bahwa penerapan sistem parlementer yang pertama kali dilakukan pada masa revolusi yang dipakai sebagai alat diplomasi untuk mendukung keberhasilan perjuangan kemerdekaan, kini di bawah sebutan ”demokrasi liberal” dan dengan konotasi yang serba negatif, telah menjadi sasaran caci maki baik di bawah Orde Lama dan Orde Baru.

Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, keduanya bersumber pada UUD 45, dan Dekrit presiden Soekarno 5 Juli 1959 yang membubarkan Dewan Konstituante dan menetapkan kembali UUD 1945 digunakan sebagai  landasan pembangunan Demokrasi Terpimpin. Keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi: pembubaran Konstituante, berlakunya UUD 1945, dan tidak berlakunya UUDS 1950 serta dalam waktu dekat akan dibentuk MPRS dan DPAS. Alasan dikeluarkannya Dekrit Presiden ada dua, Pertama, antara lain (a) anjuran pemerintah untuk kembali ke UUD 1945 tidak memperoleh keputusan DPR, (2) adanya berita bahwa sebagian anggota Konstituante tidak akan hadir lagi dalam sidang pleno yang dianggap sebagai kegagalan dari Konstituante menjalankan mandat membuat UUD yang tetap, (3) agar tidak terjadi kavakuman dalam ketatanegaraan, (4) besarnya dukungan rakyat dan keyakinan Soekarno sebagai Panglima Angkatan Perang, (5) Piagam Jakarta sudah menjiwai UUD 1945. Kedua, alasan politis mengatakan bahwa keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai keberhasilan negosiasi politik militer (Angkatan Darat) di bawah pimpinan Jendral Nasution yang menginginkan supaya militer diperbolehkan terjun ke dalam arena politik. Karena skenario dekrit presiden adalah konspirasi politik antara Soekarno dan militer yang mempunyai kepentingan politik yang sama. Di satu sisi militer tidak senang dengan permainan politik oleh partai politik dengan sistem demokrasi parlementernya yang dituduh menyebabkan instabilitas. Di sisi lain Soekarno sejak diberlakukan demokrasi parlementer, secara politik terpinggirkan karena tidak terlibat dalam agenda politik.

Apakah yang dimaksud dengan Demokrasi Terpimpin? Secara konseptual yang dimaksud demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan  perwakilan (sila keempat Pancasila), yang dikatakan sebagai demokrasi khas ala Indonesia (musyawarah mufakat). Namun dalam prakteknya demokrasi yang dipimpin oleh Soekarno, sehingga yang berlangsung bukannya sistem pemerintahan yang demokratis tetapi sistem pemerintahan yang sentralistik otoriter. Dengan kekuasaan yang mutlak inilah, maka justru menimbulkan beberapa penyimpangan antara lain:

a. Presiden mengeluarkan Penetapan Presiden yang setara dengan undang-undang tanpa persetujuan DPR;

b. Keluarnya Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 tentang MPR yang isinya jumlah tambahan dan pengangkatanya semua ditentukan Presiden;

c. Keluarnya Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1959 tentang DPAS, yang jumlah anggota dan pengangkatanya, bahkan ketuanya adalah Soekarno sendiri;

d. Keluarnya Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960 tentang pembubaran DPR hasil pemilu karena dianggap tidak dapat bekerjasama dengan Presiden. 

Demokrasi Terpimpin dicirikan asas NASAKOM. Bung Karno yang gandrung dengan persatuan, terlalu percaya diri sehingga dia pikir akan mampu mengendalikan PKI, pada hal persatuan NASAKOM dalam pemikiran komunis sekedar merupakan strategi ”front persatuan dari atas” (united front from above), suatu kerjasama sementara dengan golongan nasionalis dalam kerangka demokrasi nasional (national democracy) untuk sementara waktu ketika belum mampu mengambil alih kepemimpinan dalam suatu ”revolusi sosialis”, karena berbagi kekuasaan (power sharing) bukan bahasa komunis, tetapi tabu karena bertentangan dengan ideologinya.


Penolakan Orde Lama terhadap demokrasi liberal barangkali berakar pada sikap Bung Karno yang sejak semula anti liberalisme dan indvidualisme, meskipun pandangan-pandangannya tidak selalu konsisten (Simanjuntak, 1994). Nampaknya penolakan Bung Karno terhadap demokrasi liberal bersifat impulsif dan emosional, dari pada didasarkan pertimbangan dan pemikiran yang mendalam. Kenyataan demokrasi liberal telah mendorong bagi tumbuhnya banyak partai yang didominasi ideologi yang tidak sejalan dengan Pancasila, melainkan ideologi baik ekstrim kiri maupun kanan, yang di antaranya akan dipaksakan untuk mengganti Pancasila, bahkan melalui kekerasan pemberontakan. Kehidupan politik dan persatuan bangsa terancam perpecahan. Hak akan kebebasan yang dijamin oleh demokrasi disalahgunakan lebih untuk kepentingan pribadi dan golongan dari pada kepentingan umum.

Di samping itu, di Indonesia semakin berkembang sikap anti Barat karena masalah Irian Barat (Papua Barat). Kebetulan demokrasi parlementer bukan saja diimpor dari Barat, tetapi juga penerapannya di Indonesia mula-mula sebagai konsesi kepada negara-negara Barat. Hal tersebut tak terlepas semakin pentingnya peranan Presiden Soekarno dalam politik Indonesia, khususnya dalam menentukan politik luar negerinya. Dalam sistem demokrasi liberal, presiden tanpa disertai kekuasaan eksekutif, oleh karena dengan kembalinya UUD 45 merupakan puncak usaha Bung Karno memainkan peran politiknya.

Sebenarnya keluhan pelaksanaan demokrais parlementer dan kekecewaan terhadap sistem politik tersebut masuk akal dan beralasan. Pelaksanaan sistem demokrasi parlementer di Indonesia memang dapat dinilai gagal dalam mengemban aspirasi rakyat. Hanya saja sulit dipahami bahwa kegagalan itu dianggap semata-mata disebabkan oleh sistem demokrasi itu sendiri, yang sebagai alat mestinya bersifat netral, kalaupun tidak sempurna, seperti sistem manapun. Sampai kini yang tertanam dalam benak kita bahwa demokrasi liberal tidak cocok bagi bangsa Indonesia, yang kesemuanya tidak pernah jelas benar maksudnya dalam beberapa tahap tertentu bisa saja tidak cocok bagi kita. Tetapi adalah benar bahwa penggunaan sesuatu sistem menuntut persyaratan tertentu agar bisa digunakan secara efektif. Jadi kegagalan pelaksanaan demokrasi liberal terutama merupakan kegagalan kita sendiri melaksanakannya dengan baik, lebih sebagai kegagalan sistem demokrasi liberal sebagai alat.
Berikut pembahasan Demokrasi Terpimpin dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

Pertama, penyaluran tuntutan  dari masyarakat harus melalui apa yang dinamakan Front Nasional.

Kedua, pemeliharaan dan kontinuitas nilai diarahkan kepada satu pemikiran yang dikenal dengan Front Nasional. Hal ini tak terlepas dari kuatnya pengaruh Bung Karno dan pemikirannya dalam politik Indonesia waktu itu, bahkan Bung Karno mendapat julukan pemimpin besar revolusi.


Ketiga, pada saat itu pemerintah sangat gencar melakukan pembentukan identitas nasional melalui apa yang dinamakan dengan New Emerging Forces. Kenyatan ini menunjukkan bahwa pembentukan kapabilitas simbolik merupakan prioritas pemerintah, terutama menghadapi kenyataan  derasnya pengaruh kapitalisme dan individualisme meskipun bentuk dan penampakannya berbeda dengan waktu sebelumnya.


Keempat, integrasi nasional cenderung dikendalikan oleh elit nasional. Aspek vertikal ini dapat dilihat dari kebijakan pemerintah melakukan pembatasan politik bersifat partisan. Sedangkan dari aspek horisontal, adanya usaha untuk melakukan isolasi elit (radikal) bahkan diasingkan dari percaturan politik Indonesia.


Kelima, gaya politik dan kepemimpinan nasional mencerminkan ”pengarahan” negara kepada masyarakat. Dari segi gaya politik Bung Karno  mencoba mengakomodasi semua kekuatan meskipun sebetulnya di antara unsur-unsur pendukung front nasional yang dikenal dengan NASAKOM tersebut memiliki perbedaan yang tajam, misalnya agama dan komunis. Penerapan gaya politik melalui teror secara ideologis, dan ini menjadi efektif, karena begitu besarnya pengaruh Bung Karno waktu itu yang memiliki daya kharisma yang begitu besar. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa kepemimpinan Bung Karno yang kharismatik nyaris tak tertandingi pada waktu itu, meskipun ia tidak memiliki basis organisasi politik tertentu.


Partisipasi bersifat terarah dan akan efektif jika melalui front nasional. Tetapi di sisi lain, seiring merosotnya peran partai politik pada waktu itu telah mendorong tentara masuk dalam arena politik yang sebetulnya bukan basis profesinya, dengan alasan atas dasar panggilan untuk keselamatan negara.

Sistem Politik dan Pemerintahan Demokrasi Pancasila (Orde Baru) 


Latar belakang lahirnya pemerintah Orde Baru adalah adanya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), yakni surat dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jendral Soeharto untuk melakukan suatu tindakan yang perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban sebagai akibat pemeberontakan G 30 S. Mandat mengambil tindakan ini diartikan sebagai memulihkan keamanan saja dan setelah itu dikembalikan lagi kepada Soekarno. Namun Soeharto menafsirkan mengambil tindakan itu secara politis diberi kekuasaan penuh, sehingga setelah keamanan pulih kekuasaan itu tetap menempel di tangan penerima mandat. Pertanyanannya adalah benarkah Supersemar itu ada? Terlepas dari itu semua, dengan berbekal Supersemar itu Soeharto dapat melenggang di arena kekuasaan politik dan mengambil beberap tindakan yang secara politis sangat strategis antara lain:
a. Pada tanggal 12 Maret 1965, Soeharto membubarkan PKI dan dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia. Tindakan ini dipakai untuk mencari simpati dan dukungan dari masyarakat.

b. Tanggal 12 Juni 1966, Sidang Umum MPRS menetapkan Ketetapan MPRS No IX/MPRS/1966 tentang Supersemar. Dengan demikian Supersemar telah menjadi sebuah Ketetapan MPRS yang tidak mudah untuk dirubah atau dicabut oleh siapapun termasuk oleh Presiden Soekarno sendiri yang mengeluarkan Supersemar

c. Munculnya Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 yang memerintahkan Soeharto membentuk kabinet bersama-sama Soekarno selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 1966 sebagai pengganti Kabinet Dwikora (dibentuk oleh Soekarno) yang diindikasikan sebagai sarang PKI. Pada tanggal 25 Juli 1966 terbentuklah Kabinet Ampera. Sebenarnya langkah ini tidak sesuai dengan prinsip Presidensial, karena dalam sistem presidensial hak membentuk kabinet sepenuhnya ada di tangan presiden (dalam hal ini Soekarno) sehingga ketetapan ini dipandang sebagai tindakan memaksa dan membatasi kewenangan Presiden Soekarno. Melalui tindakan ini Soeharto dapat menempatkan orang-orangnya dalam kabinet dan sekaligus menyikat habis tokoh-tokoh PKI dalam kabinet Ampera.

d. Munculnya Ketatpan MPRS No XI/MPRS/1966 tentang Pemilu yang selambat-lambatnya dilaksanakan 5 Juli 1968, namun kenyataanya baru dilaksanakan 1971. Alasan politis mengulur pelaksanaan pemilu adalah untuk memastikan bahwa pemerintah Soeharto dapat memenangkan pemilu, maka tenggang waktu tersebut dimanfaatkan Soeharto untuk konsolidasi politik dengan membangun Sekber Golkar.

e. Munculnya Ketetapan MPRS No. XV/1966 tentang Wakil Presiden, bahwa untuk sementara MPRS tidak mengangkat Wakil Presiden dan bila nanti Presiden berhalangan, maka pemegang Supersemar memegang jabatan Presiden.

f. Munculnya Ketetapan MPRS No. XVIII/MPRS/1966 tentang pencabutan pengangkatan presiden seumur hidup.

g. Munculnya Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS 1966 tentang Pembubaran PKI dan sebagai partai terlarang di Indonesia dan larangan untuk menyebarkan paham komunisme/marxisme/Leninisme.

h. Pada tahun 1967 digelar Sidang Istimewa MPRS dengan agenda meminta pertanggungjawaban Presiden Soekarno atas peristiwa G 30 S yang kemudian ditolak sehingga keluar Ketetapan No. XXXIII/MPRS/1967 yang berisi pencabutan segala kekuasaan negara/pemerintah dari tangan Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden.

i. Munculnya Ketetapan No. XLIV/MPRS/1968 tentang pengangkatan Soeharto sebagai Presiden RI sampai diselenggarakannya pemilu.   


Obsesi Orde Baru adalah mewujudkan pembangunan ekonomi dan stabilitas mantap (Imawan, 1996). Hal ini membawa konsekuensi adanya dua tarikan yang berbeda antara politik dan ekonomi. Artinya manakala pembangunan ekonomi dirasa cukup berhasil maka kontrol terhadap politik dilonggarkan. Sebaliknya pembangunan ekonomi menghadapi berbagai kendala yang cukup signifikan (berarti) maka pengawasan terhadap kehidupan politik secara ketat dilakukan. Bahkan tidak berlebihan jika Arief Budiman menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia demokrasi gelang karet.

Politik Indonesia pada era Orde Baru dibangun melalu mekanisme Carrot and Stick (Affan Gafar, 1999). Orde Baru akan memberikan kontrol yang ketat, baik kepada individu maupun kelompok terhadap mereka yang kritis dan tidak akomodatif terhadap ”negara”, ini merupakan stick. Sebaliknya Orde Baru akan memberikan sejumlah fasilitas terhadap mereka yang ”dianggap bisa bekerja sama”, baik secara ekonomi maupun kedudukan tertentu.


Untuk menunjang ”visi” Orde Baru tersebut dibentuklah beberapa lembaga kontrol seperti Kopkamtib/Laksus, Opsus, Bakin, Dirjen Sospol Departemen Dalam Negeri dan Kantor Dit. Sospol di daerah, guna mewujudkan stabilitas nasional yang ”mantap”. Akibatnya setiap orang ataupun kelompok yang ”harus berhadapan” dengan rezim Orde Baru karena kekritisannya mendapat ”stick” dan selanjutnya akan mengalami zero sum game, artinya akan kehilangan segala-galanya.
Format Politik Orde Baru ditandai dengan Dwi fungsi ABRI, pengutamaan Golongan Karya. Magnifikasi dalam lembaga perwakilan, kebijakan depolitisasi khususnya masyarakat pedesaan dan kontrol yang bersifat abritrer (semena-mena) atas kehidupan pers (Syamsuddin Harris dan Rizasihbudi, 1996). Format politik tersebut dibangun untuk mewujudkan demokrasi Pancasila.

Di satu pihak, diakui Pancasila memiliki nilai-nilai universal dan di pihak lain demokrasi Pancasila dianggap khas Indonesia, merupakan kontradiksi kecuali melalui koreksi dan mengutuk praktek demokrasi liberal maupun demokrasi terpimpin, bukan karena dasar ideologi dan konstitusinya yaitu Pancasila dan UUD 1945, tetapi justru terhadap  apa yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap dasar-dasar itu. Bahkan ironisnya Orde Baru secara substansial (meski secara produk hukum tidak ditemukan cukup bukti penyimpangan) melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai hakiki dari Pancasila dan UUD 1945.

Demokrasi Pancasila mengandung kelemahan dan kekurangan-kekurangan pada pengertian maupun pelaksanaanya hingga kini yang perlu diatasi. Usaha ini dapat merupakan proses terus-menerus, karena kehidupan demokrasi harus tetap diupayakan sesuai dengan tuntutan jaman. Melakukan perbandingan terhadap praktek demokrasi yang lain, jika disertai sikap seperti itu akan berguna. Perbandingan itu tentu tidak bermanfaat sama sekali, hanya dengan mengagungkan demokrasi Pancasila tanpa sikap kritis dan sebaliknya mencaci-maki sistem demokrasi lain, apalagi tanpa didasari pemahaman yang memadai tentang keduanya.

Kesulitan utama dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila bersumber pada pemikiran yang kurang jelas, yang menyebabkan ambivalent. Memberi pengertian Demokrasi Pancasila semata-mata sebagai demokrasi berdasarkan Pancasila pasti tidak membangun apapun, karena itu merupakan circular defenition. Ketidakjelasan ini misal sikapnya ambivalent terhadap permasalahan pemungutan suara.

Meskipun demokrasi tidak selalu memerlukan definisi secara jelas, tetapi memerlukan aturan permainan yang jelas dan konsisten (Djiwandono dan TA Legowo, 1996). Jika kita menolak pemungutan suara (voting), konsekuensinya kita mestinya tidak memerlukan pemilihan umum, karena hakekat pemilihan umum adalah pemungutan suara. Jika dalam beberapa hal pemungutan suara diperlukan, sedangkan dalam beberapa hal lain tidak, bagaimana membatasinya. Begitu pula apakah mufakat dalam arti suara bulat selalu dituntut dalam segala hal ? Jika tidak bagaimana membatasinya ?

Sering pula dikatakan bahwa Demokrasi Pancasila dilandasi oleh asas semangat kekeluargaan. Menurut Tap MPR No: II/MPR/1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa (P4) menyatakan bahwa musyawarah untuk mencapai mufakat ini diliputi oleh semangat kekeluargaan, yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Pertama-tama segera dapat dipersoalkan kebenaran yang dinyatakan dalam Tap MPR tersebut, bahwa cara bermusyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi semangat kekeluargaan merupakan ”ciri khas bangsa Indonesia ”. Dalam arti praktis saja, jika asumsi itu benar, masih dapat dipersoalkan pola kehidupan keluarga yang mana? Dengan asumsi pola kehidupan kekeluargaan bangsa itu sama, maka masih perlu dipertanyakan bahwa aspek-aspek kekeluargaan mana yang menjadi dasar kehidupan demokrasi. Misalnya sikap sungkan, tentu saja tidak mendukung bagi terbentuknya kehidupan demokrasi modern.
Saya kira sangat ideal jika semangat cinta kasih dan kasih sayang yang secara umum menjadi ciri suatu keluarga dapat mendorong kehidupan demokrasi. Semangat tersebut dari aspek religius akan mendasari hubungan antar individu dalam segala segi, menurut pertimbangan rasional dan bukannya emosional. Namun kenyataannya dalam politik, dalam sistem demokrasi hubungan antar manusia didasarkan kepentingan tertentu, yang tidak selalu dilandasi cinta kasih dan ini dapat dimengerti.

Berikut akan pembahasan Demokrasi Pancasila dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut

Pertama, dari aspek penyaluran tuntutan dari masyarakat kepada rezim seolah-olah seimbang dengan kemampuan sistem politik. Kondisi ini sebagai akibat masyarakat yang ter-idiologi dan terpolitisasi, apalagi langkah birokratisasi di bidang pemerintahan dan korporatisme negara mengakibatkan aspirasi yang selaras dengan keinginan rezim yang mampu menjadi isu politik dan ditindaklanjuti menjadi kebijakan politik. Bahkan aspirasi hanya efektif dan canggih jika disampaikan melalui saluran Golkar (Anderson dalam Indria Samego dkk, 1996).


Kedua, pemeriharaan dan kontinuitas nilai didasarkan pada pelaksanaan asas integralistik ”baru”. Artinya paham yang semula disampaikan Mr. Soepomo dalam sidang PPKI dan ditolak oleh Bung Hatta, ternyata dimodifikasi oleh Orde Baru. Implikasinya nampak dari interpretasi dan ukuran terhadap kehidupan politik dan pembangunan melalui P-4 dengan asumsi hak dilaksanakan dalam kerangka pemenuhan kewajiban. Oleh karena itu atas nama kepentingan sosial, hak-hak individual dapat ditiadakan. Tentu saja nilai ini berseberangan dengan kehidupan demokrasi yang mengakui persamaan hak antara penguasa dan rakyat.


Ketiga, kapabilitas sistem politik era Orde Baru terutama simbolik tidak menonjol. Namun disisi lain pengutamaan kapabilitas ekstraktif oleh pemerintah dilakukan sebagai perwujudan dari pragmatisme ideologi (pembangunisasi). Hanya saja selalu ditegaskan bahwa ukuran dan proses pembangunan menurut kerangka Pancasila. Dalam kenyataannya ungkapan tersebut lebih merupakan slogan dan secara substansi sering kontradiksi dengan kondisi empirik  yang terjadi dalam masyarakat, misalnya praktek primordialisme hukum. Artinya hukum hanya mampu menjerat bagi rakyat kecil, namun selalu berpihak bagi ”orang-orang disekitar penguasa”, yang secara terang-terangan dan bersikap rakus menjarah sumber daya alam.


Keempat, integrasi nasional selalu saja dikatakan mantap, meskipun sebetulnya seperti api dalam sekam, sebab mobilisasi rakyat oleh pemerintah dalam bidang pembangunan dan cetak biru yang selalu berorientasi pada target mendasarkan pada stabilitas yang mantap menimbulkan kondisi yang”semu”. Penerapan stabilitas ini menggunakan represi baik secara ideologi maupun fisik sehingga statisme akan mematikan dinamika kehidupan masyarakat. Integrasi secara vertikal dilakukan dengan penerapan asas tunggal dalam kehidupan politik, sehingga ideologi lain tidak mendapat tempat. Secara konkrit tercermin dari marginalisasi (peminggiran kekuatan politik) dalam arti jumlah maupun fungsinya yang sangat terbatas dan artifisial, sebab begitu kuatnya hegemoni negara. Integrasi secara horizontal yang sering dibahasakan dengan SARA, yang justru mengundang sikap saling curiga diantara kelompok masyarakat dan berpotensi terjadinya konflik serta menumbuhkan sikap tergantung pada penguasa, karena mereka hanya satu-satunya yang dianggap mampu memberikan perlindungan.


Kelima, gaya politik dicerminkan dari kuatnya pragmatisme. Kenyataan itu tidak dapat dipungkiri dari sebagian besar kebijakan rezim yang selalu disertai ”konstitusi” dengan berbagai alasan pembenar atas tindakan tersebut. Akibatnya tindakan elit seolah-olah sesuai dengan aturan ”hukum”, meskipun hukum ini dibuat berdasarkan pertimbangan nilai yang dianut oleh rezim.

Kepemimpina nasional tidak memberikan peluang sikap kritis dan cenderung bersifat normatif konstitusional. Maksudnya nilai-nilai yang dibangun bersifat patrimonial, sehingga menumbuhkan ”budaya atas petunjuk” dan kreativitas menjadi mandul. Kebenaran selalu saja berasal dari patron dan client tinggal melaksanakan, tanpa boleh menawar apalagi membantah.


Pelembagaan suprastruktur dan infrastruktur politik ternyata lemah, meskipun dari wujud fisik bersifat modern, tetapi perilakunya bersifat tradisional. Perwujudannya tercermin dari ditumbuhkembangkannya organisasi korporatis pada suprastruktur politik (KORPRI) dan disemaikan melalui paralelisme organisasi sipil dan militer sampai desa. Akibatnya institusi lokal dan partisipasi masyarakat tinggal sebuah cerita di masa lalu. Institusi baik suprastruktur dan infrastruktur politik bersifat tidak netral dan digunakan sebagai alat kontrol yang efektif bagi negara terhadap masyarakatnya. Bahkan kontrol tersebut berlebihan sehingga sulit bagi tumbuhnya kritik di segala lini oleh rakyat kepada rezim, yang pada gilirannya  akan mematikan profesionalisme dan kinerja serta etos kerja yang rendah.
Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945 (Sebelum Amandemen)
Pada Masa Orde Baru
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1.Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

MPR adalah lembaga tertinggi negara yang merupakan penjelmaan rakyat, memegang kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk menetapkan konstitusi.

Keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR (separuh anggota MPR), utusan golongan dan utusan daerah.

Jumlah anggota MPR berubah sesuai dengan undang-undang yang sedang berlaku:

· Anggota MPR pada pemilu 1971-1983 berjumlah 920 orang

· Anggota MPR pada pemilu 1987-1997 berjumlah 1000 orang
Bandingkan dengan masa reformasi:

· Anggota MPR pada pemilu  1999 berjumlah 682 orang
· Anggota MPR pada pemilu 2009 berjumlah 692 orang

Tugas-tugas MPR adalah:
· Menetapkan UUD;

· Menetapkan GBHN;

· Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden.

Wewenang MPR adalah:

· Membuat keputusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara yang lain;

· Meminta dan menilai pertanggungjawaban presiden tentang pelaksanaan GBHN dan menghentikannya sebelum masa jabatan berakhir bila melanggar konstitusi;

· Mengubah UUD (amandemen).
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR adalah lembaga perwakilan rakyat (parlemen) yang memegang kekuasaan legislatif.

Keanggotaan DPR dan jumlah serta komposisi diatur dengan undang-undang. Pada masa Orde Baru terdapat anggota DPR yang diangkat. Jumlah anggota DPR berdasarkan undang-undang yang sedang berlaku sebagai berikut:

· Pemilu 1971-1983 jumlahnya 460 orang: dipilih 360, diangkat 100 (75 dari ABRI, 25 dari golongan karya);
· Pemilu 1987-1992 jumlahnya 500 orang: dipilih 400, diangkat 100 dari ABRI;

· Pemilu 1997 jumlahnya 500 orang: dipilih 425, diangkat 75 dari ABRI

Bandingkan dengan masa reformasi:

· Pemilu 1999 jumlahnya 500 orang: dipilih 475, diangkat 25 dari ABRI

· Pemilu 2004 dan 2009 semua anggota dipilih terdiri dari anggota DPR dan DPD
Tugas dan wewenang DPR adalah:
· Bersama pemerintah membentuk undang-undang;
· Memberi persetujuan atau menolak perjanjian yang dilakukan pemerintah dengan negara lain atau menyatakan perang dengan negara lain;

· Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, APBN dan kebijakan pemerintah sesuai UUD 1945.
3. Presiden
Presiden adalah lembaga tinggi negara yang mempunyai kekuasaan eksekutif, yaitu menjalankan undang-undang. Presiden di samping sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Presiden bertanggungjawab kepada MPR.
Kewenangan Presiden antaralain:

· Menetapkan undang-undnag dengan persetujuan DPR;

· Membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang;

· Membuat peraturan pemerintah;

· Membuat kebijakan sesuai dengan UUD 1945 dan GBHN.

Sebagai kepala pemerintahan, Presiden bertugas:
· Tugas umum: melaksanakan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan negara sesuai UUD 1945;

· Tugas khusus: melakasanakan GBHN.
Sebagai kepala negara, presiden bertugas:

Bidang pertahanan:

· Pemegang kekuasaan tertinggi ABRI;

· Dengan persetujuan DPR menyatakan perang atau damai dengan negara lain;

· Menyatakan negara dalam keadaan bahaya/darurat.

Bidang hukum: memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

Bidang diplomatik:
· Dengan persetujuan DPR membuat perjanjian dengan negara lain;
· Mengangkat duta dan konsul;

· Menerima duta dan konsul.
Bidang lain-lain: memberikan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan
4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
BPK adalah lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan inspektif, yaitu mengadakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara.
Tugas dan kewajiban BPK meliputi:
· Memeriksa tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara;
· Memeriksa pelaksanaan APBN;

· Memeriksa keuangan negara berdasar undang-undang;

· Hasil pemeriksaan BPK dilaporkan kepada DPR;

· Bila dalam pemeriksaan ada serangkaian tindak pidana, BPK melaporkan pada pemerintah untuk ditindaklanjuti.
5. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
DPA adalah lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan konsultatif, yaitu bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada presiden diminta atau tidak. Keanggotaannya terdiri dari tokoh-tokoh politik, tokoh karya, tokoh nasional dan tokoh daerah.
6. Mahkamah Agung (MA)

MA adalah lembaga tinggi negara yang mempunyai kekuasaan yudikatif atau peradilan. Tugas MA adalah:

· Melaksanakan kekuasaan kehakiman;

· Memberikan pertimbangan bidang hukum baik diminta atau tidak pada lembaga negara lainnya;

· Memberikan nasehat hukum pada presiden untuk menolak/menerima grasi;

· Mempunyai wewenang untuk menguji secara material terhadap peraturan di bawah undang-undang.
Permasalahan Kelembagaan pada masa Orde Baru dan Implikasinya


Beberapa kelemahan lembaga-lembaga negara dan implikasinya sebagai berikut:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
· Peran yang besar dari presiden dalam rekrutmen anggota MPR dan DPR, sehinga kontrol presiden terhadap MPR dan DPRcukup kuat;

· Mekanisme internal MPR dan DPR yang bertumpu pada fraksi sebagai kepanjangan tangan partai politik, sehingga terjadi politik partisan dan lemahnya akuntabilitas anggota MPR dan DPR terhadap rakyat;
· Penyelewengan penggunaan prinsip musyawarah-mufakat dalam pengambilan keputusan, sehingga terjadi diktator mayoritas dan tirani minoritas dan hilangnya suara anggota MPR dan DPR;

· Kontrol berlebihan dari pimpinan partai terhadap perilaku anggota MPR dan DPR, akibatnya menghilangkan independensi anggota terhadap preferensi kekuatan politik, sekaligus menghilangkan kedaulatan anggota MPR dan DPR digantikan kedaulatan pimpinan partai;

· Besarnya peran pimpinan MPR dan DPR dalam proses pengambilan keputusan, akibatnya muncul oligarkhi pimpinan MPR dan DPR dan menghilangkan kedaulatan anggota MPR dan DPR, diganti kedaulatan pimpinan MPR dan DPR;

· MPR dan DPR yang tidak setara tapi pimpinannya sama, akibatnya terjadi kerancuan pimpinan, wewenang dan tanggungjawab serta dapat menghilangkan independensi MPR sebagai lembaga tertinggi negara pemegang kedaulatan rakyat;

· Pelaksanaan sidang MPR yang hanya sekali dalam lima tahun,  mengakibatkan lemahnya kapasitas dan fleksibilitas MPR dalam mengantisipasi perubahan sosial-politik yang begitu cepat;

· Pengendalian anggaran MPR dan DPR oleh eksekutif, sehingga tidak otonom, akibatnya segala aktivitas yang membutuhkan dana sangat tergantung eksekutif.   

· Khusus DPR terdapat tata tertib yang membelenggu kerja dewan, akibtnya DPR tidak mampu menjalankan tiga fungsinya, yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan.
2. Lembaga kepresidenan
· Pelimpahan wewenang dan kekuasaan kepada presiden terlampau besar, akibatnya terjadi konsentrasi kekuasaan politik di tangan presiden dan terjadi dominasi lembaga presiden terhadap lembaga-lembaga negara lainnya;
· Tidak adanya pengaturan penggunaan wewenang dan kekuasaan presiden sehingga penggunaannya berlebihan dan menyimpang dari aturan yang ada;

· Lemahnya implementasi pengawasan politik dalam penggunaan kekuasaan presiden, akibatnya terjadi penyalahgunaan kekuasaan (kolusi, korupsi dan nepotisme)

3. Mahkamah Agung (MA)

· Tingginya intervensi lembaga eksekutif/presiden dalam rekrutmen dan pengangkatan hakim agung dalam MA. Bahkan proses pendidikan dan pembinaan karir hakim dilakukan oleh pemerintah di bawah departemen kehakiman, sehingga sulit melepaskan intervensi pemerintah. Akibatnya independensi MA sangat rendah;
· Tidak berfungsinya judicial review dari MA, akibatnya muncul peraturan yang saling bertentangan dan berbenturan;
· Adanya kerancuan fungsi peradilan militer dan sipil, akibatnya banyak terjadi pelanggaran HAM oleh militer dan kepolisian terhadap warga dan banyaknya tindakan kriminal oleh aparat militer dan kepolisian tidak terjangkau oleh peradilan sipil;

· Pengendalian anggaran oleh eksekutif, mengakibatkan ketergantungan MA terhadap eksekutif, sehingga tidak mandiri;

· Rekrutmen hakim agung berdasarkan prinsip karir telah menyebabkan lemahnya akuntabilitas MA, seharusnya dilakukan secara profesional dan melibatkan banyak pihak yang relevan.

4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
· Adanya lembaga yang paralel dengan BPK di dalam eksekutif seperti: BPKP, Irjen, Itwilprop, Itwilkab, sehingga terjadi duplikasi pengawasan keuangan negara dan lemahnya BPK;
· Embaga-lembaga perwakilan BPK di daerah tidak menyebar secara merata, menyebabkan ketidakefektifan dan ketidaktuntasan BPK dalam melakukan pengawasan;

· Pengendalian anggaran oleh eksekutif.

5. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

· Ketidakjelasan fungsi dan kedudukan DPA sebagai lembaga tinggi negara, hal ini tercermin dari nasehat dan saran yang tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga tidak efektif;

· Hanya untuk menampung bekas pejabat; 

· Keberadaannya tidak efektif.

BAB IX

Perubahan Sistem Politik dan Pemerintahan Orde Baru 

ke Orde Reformasi yang Demokratis

Jatuhnya Soeharto pada bulan Mei 1998 membawa perubahan politik yang luar biasa bagi sistem politik Indonesia. Masyarakat Indonesia mengatakan bahwa jatuhnya Soeharto merupakan akhir dari Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi. Bahkan perubahan politik itu merupakan langkah pertama demokratisasi di Indonesia yang lazim disebut transisi menuju demokrasi. Setelah pemerintahan transisi dibawah Habibie berkuasa selama 1,5 tahun, masyarakat-negara Indonesia berhasil menggelar pemilihan umum yang demokratis sebagai modal politik yang sangat berharga untuk membangun demokrasi di Indonesia. Tampilnya pemerintahan baru di bawah Gur Dur adalah pemerintahan yang demokratis.


Bagaimana kita memahami  perubahan politik itu? Mengapa Orde Baru (Soeharto) dapat bertahan selama tiga dekade? Mengapa jalan menuju demokrasi selama Orde Baru sangat problematik? Mengapa transisi menuju demokrasi baru dimulai ketika Soeharto telah jatuh? Apa dan siapa yang terlibat dalam proses kejatuhan Soeharto dan perubahan politik menuju transisi ? Bagaimana corak sistem politik pada masa pemerintahan transisi di bawah Habibie? Apa dan siapa yang mendorong terbentuknya pemerintahan demokratis di bawah kendali Gur Dur? Bagaimana corak pemerintahan demokratis di bawah Gus Dur? Bagaimana corak pemerintahan demokratis di bawah Megawati dan Susilo Bambang Yudoyono?
Daya Tahan Orde Baru


Orde Baru adalah sistem politik yang nondemokratis atau otoritarian yang dikendalikan secara pribadi oleh tangan Soeharto. Ada beberapa ciri khas yang menonjol dari sistem politik Orde Baru :

a. Sistem politik tersusun secara hirarkhis-sentralistik yang dikendalikan oleh tangan Soeharto di Istana Negara (Jim Schiller, 1996). Struktur pemerintahannya, yang merupakan perpanjangan tangan  Soeharto, tersusun secara paralel dari Jakarta sampai pelosok desa. Hirarki birokrasi sipil mengalir dari Departemen Dalam Negeri, Provinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan dan Kelurahan/Desa. Departemen Dalam negeri adalah pengendali hirarkhi birokrasi sipil, yang bertanggungjawab pada struktur diatasnya yakni Istana Negara (Presiden). Paralel dengan hirarkhi birokrasi sipil adalah hirarkhi militer dari Dephankam/Mabes TNI, Kodam di Provinsi, Korem di wilayah pembantu Gubernur, Kodim di Kabupaten/Kotamadya, Koramil di Kecamatan dan Babinsa di Kalurahan/Desa. Menteri Hankam dan Panglima TNI adalah pengendali utama hirarkhi militer yang bertanggungjawab pada Istana Negara (Presiden). Di Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya masih terdapat Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) – yang terdiri dari Gubernur/Bupati, Pangdam/Dandim, Kapolda/Kapolres, Kajati/Kajari dan Kepala Pengadilan Tinggi/Kepala Pengadilan Negeri – sebagai otoritas ekstra parlemen yang kohesif untuk mengendalikan masyarakat. Demikian juga di Kecamatan hadir Muspika yang terdiri dari Camat, Danramil dan Kapolsek. Struktur hirarkhis-sentralistik ini tentu saja dimaksudkan sebagai sarana kontrol yang terpusat kepada setiap elemen dalam masyarakat lokal.
b. Birokrasi yang tersusun secara hirarkhis-sentralistik tersebut adalah lembaga yang paling dominan, sementara partai politik, parlemen, kelompok-kelompok kepentingan, organisasi-organisasi sosial masyarakat sipil dan rakyat dalam posisi subordinat. Segala sektor kehidupan dari istana negara sampai ke pelosok desa dikontrol oleh birokrasi.
c. Birokrasi sipil, militer dan teknokrat beraliansi dengan kekuatan bisnis oligopolistik, baik domestik maupun asing  yang dikendalikan langsung oleh Soeharto.

d. Baik sumberdaya politik, ekonomi dipersonifikasikan sebagai milik rumah tangga pribadi Soeharto yang didistribusikan secara leluasa untuk dipertukarkan dengan loyalitas elite di sekelilingnya, pejabat birokrasi sampai rakyat di pedesaan. Pengelolaan dan distribusi sumberdaya ekonomi-politik secara tradisional inilah yang menyebabkan merajalelanya korupsi, kolusi, nepotisme maupun kroniisme, yang belakangan ini massa-rakyat menyebut dengan istilah ”KKN”.
e. Selain dengan sumberdaya material, Soeharto memelihara kepatuhan massa dengan penerapan ideologi yang termanifestasi dalam wujud Demokrasi Pancasila, konstitusi UUD 1945, Dwifungsi ABRI, pembangunan dan sebagainya. Menurut William Liddle (1996), ideologi dan hukum itu disebut sumberdaya persuasif yang bersifat simbolik yaitu kapasitas untuk memperoleh persetujuan dari yang lain, bahwa institusi, kebijakan atau programnya melayani kepentingan-kepentingan lainnya untuk kebaikan bersama.

f. Loyalitas individu dari istana negara sampai pelosok desa bukan pada ideologi, hukum dan lembaga-lembaga politik, tetapi pada figur-figur yang mempunyai akses ekonomi politik. Loyalitas itu mengalir dari orang miskin pada level bawah, kemudian ke pejabat-pejabat rendahan, pejabat tinggi dan akhirnya sampai pada Soeharto (Gordon Hein, 1982).

g. Untuk mengendalikan kelompok-kelompok kepentingan yang tumbuh dalam masyarakat dibentuklah organisasi-organisasi korporatis seragam dan tunggal. Misalnya KORPRI, Dharma Wanita, SPSI, PWI, KNPI, HKTI dan sebagainya.

Untuk melembagakan kekuasaan pribadinya dan sekaligus untuk mempertahankan kemapanannya, menurut William Liddle (1996), Soeharto mempunyai tiga sumberdaya yang saling terkait : koersif, persuasif dan material. Sumberdaya koersif mencakup kapasitas Soeharto memaksa warganya untuk melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki. Sumberdaya persuasif bersifat simbolik atau ideologis yaitu kapasitas untuk memperoleh persetujuan  dari yang lain, bahwa institusi, kebijakan atau programnya melayani kepentingan-kepentingan lainnya untuk kebaikan bersama. Sumberdaya material  adalah barang-barang pertukaran, kapasitas Soeharto membujuk  kerelaan seseorang untuk mengikutinya seraya menawarkan imbalan (kompensasi) materiel.
Sumberdaya koersif sebenarnya bukan hanya monopoli sistem politik Orde Baru, rezim apapun di belahan dunia tetap menggunakan sumberdaya koersif. Dalam rezim demokrasi konstitusional, pemerintah juga memiliki dan menggunakan sumberdaya koersif, tetapi sebagai sanksi akhir dibelakang proses peradilan bukan sebagai senjata tak terkendali di tangan lembaga eksekutif. Koersif dalam rezim tipe demokrasi adalah suatu instrumen penegakan kewajiban dan perlindungan pejabat-pejabat dan individu-individu atau kelompok-kelompok yang hendak menggunakan kekerasan ilegal atau inskonstitusional untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya. Koersif tidak melindungi mereka dari pembalasan kelompok-kelompok kepentingan yang melakukan mobilisasi melawan pemerintah melalui pemilihan umum dan cara-cara konstitusional lainnya. Tetapi bagi rezim yang otoriter, termasuk bagi Soeharto, sumber koersif mendefinisikan batas-batas rezim, melipatgandakan dukungan dari dalam, sementara membuat kalangan luar tetap tersudut. Sumberdaya yang menonjolkan ”pendekatan keamanan” itu digunakan untuk menindas pada individu maupun kelompok yang mencoba melawan Soeharto seraya untuk membentengi dirinya dari serbuan lawan-lawan politiknya.

Koersi Orde Baru yang ditopang sepenuhnya oleh kohesivitas tangan-tangan baja militer yang sepenuhnya loyal padanya. Struktur militer Orde Baru, meminjam istilah Alfred Stepan (1971), bersifat hirarkhis yang dikendalikan secara bertingkat dan terpusat di tangan Soeharto. Konstitusi maupun aturan-aturan hukum lainnya digunakan secara efektif sebagai instrumen koersi rezim Soeharto terhadap masyarakat. Dalam rezim yang demokratis, kekuasaan selalu didasarkan pada konstitusionalisme atau hukum  (rule of law). Hukum atau peraturan dibentuk sebenarnya digunakan untuk menciptakan ”keteraturan” dalam masyarakat negara agar ”hukum rimba” tidak bermain dan agar yang lemah terlindungi. Segala bentuk peraturan yang mengikat setiap warga negara harus diputuskan para anggota parlemen, karena mereka adalah para wakil rakyat. Tetapi dalam rezim yang nondemokratis seperti rezimnya Soeharto, kekuasaan dijalankan dengan hukum (rule by law). Aturan hukum dibuat dan dikontrol oleh penguasa bukan untuk menata atau melindungi yang lemah serta untuk membatasi kekuasaan, tetapi digunakan sebagai alat regulasi dan koersi terhadap masyarakat, yang ujung-ujungnya adalah untuk melestarikan status quo. Undang-undang subversi atau lima paket undang-undang politik, misalnya adalah produk hukum yang digunakan oleh rezim Soeharto untuk koersi dan menindas lawan-lawan politiknya serta untuk mempertahankan kekuasannya.

Sumberdaya persuasif digunakan sebagai instrumen legitimasi simbolik dari dalam maupun dari luar. Di jaman Orde Baru, sumberdaya persuasif hadir dalam bentuk wacana/bahasa yang diproduksi dan dimanipulasi oleh rezim Soeharto. Sikap Soeharto terhadap demokrasi Barat misalnya, dapat dipahami sebagian dengan komitmennya untuk mempertahankan ”kecemasan tradisional terhadap menyebarnya kuasa”, seperti Soekarno dan banyak tokoh lainnya. Soeharto mengidap ”malaise psikologis” yang dialami oleh orang-orang Jawa di bawah sitem demokrasi multi-partai pada dasawarsa 1950-an dan lebih menyukai struktur tata-tertib, harmonis dan hirarkis-konsentris demokrasi Pancasila ketimbang demokratisasi yang diupayakan oleh para pengkritik rezim.
Berbeda dengan para pemimpin di belahan dunia, Soeharto tidak pernah menjanjikan demokrasi untuk masyarakat politik Indonesia di masa depan. Sebaliknya, dia selalu mengklaim institusi-institusi dan doktrin-doktrin yang terangkum dalam konsep Demokrasi Pancasila merupakan solusi paling permanen terhadap persoalan politik Indonesia yang maha kompleks. Demokrasi Pancasila diklaim sebagai demokrasi ala Indonesia yang dibangun atas dasar budaya politik patrenalistik-hirarkhis-konsentrik, bukan atas dasar kebebasan dan hak-hak asasi manusia seperti konsep demokrasi liberal ala Barat.

Klaim-klaim seperti itu ditopang oleh unsur-unsur legitimasi simbolik yang menghiasi wacana politik nasional antara lain : Pancasila, UUD 1945, Dwifungsi ABRI sampai pada pembangunan. Apa yang ditekankan pada Pancasila adalah penolakan terhadap negara Islam dan komunisme serta prinsip-prinsip mempersatukan kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Komunisme (PKI) adalah kata kunci yang selalu direproduksi oleh Orde Baru untuk menumpas lawan-lawan politiknya. Istilah Gestapu/G30S dibuat oleh para pemenang untuk menonjolkan kekuasaan setanis utama, terhadap siapa bangsa ini diselamatkan. Gestapu/PKI dan G30S/PKI mengidentifikasikan musuh setanis utama. Peringatan-peringatan berkala dari pemimpin-pemimpin semua lembaga negara, tentang bahaya subversi, komunis menjadi ciri terus-menerus artikulasi ideologi nasional. PKI digambarkan dengan pengertian-pengertian mengenai kejahatan besar yang tersembunyi dan membahayakan yang harus selalu diwaspadai penduduk. Lagi pula hanya pada negaralah, warga-negara harus berpaling untuk mendapatkan perlindungan terus-menerus terhadap bahaya ini.
Untuk menghadang bahaya komunisme ini, penguasa Orde Baru secara besar-besaran menggelar proyek penataran Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) pada semua elemen bangsa. Tetapi ironis, Pancasila selalu digunakan oleh Soeharto untuk memukul lawan-lawan politiknya yang dianggap subversi, anti-Pancasila, komunis dan sebagainya. Negara ditegaskan terletak selamanya dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945) yang memberikan legitimasi pada semua keputusan yang dibuat oleh penguasa. Tetapi jika negara adalah satuan totaliter-kekeluargaan-konstitusional, ia juga didefinisikan sebagai majemuk dalam hal budaya. Semboyan nasional resmi negara menyatakan bahwa Indonesia Bhineka Tunggal Ika (bersatu dalam perbedaan). Satu rumusan ideologis penting lainnya yang menegaskan totalitas organik ialah gagasan mengenai Wawasan Nusantara, kesatuan kepulauan dari negara-bangsa ini. Wawasan Nusantara dalam bentuk abstrak dan material menggambarkan kesatuan negara-bangsa kepulauan sebagai suatu organisme total. Dalam konteks rezim Soeharto, rumusan ini meletakkan hubungan pusat-daerah dalam konteks spesifik pertahanan dan keamanan nasional, menempatkan kesatuan lebih penting daripada desentralisasi. 
Istilah pembangunan menjadi sebuah doktrin dan sumberdaya politik untuk melegitimasi keberadaan Orde Baru dibawah Soeharto. Ia sendiri dinobatkan sebagai ”Bapak Pembanguan”. Setiap pandangan lain yang berbeda mendasar dengan prinsip-prinsip pembangunan yang ditentukan dalam Garis-Gars Besar Haluan Negara (GHBN) yang disusun setiap lima tahun dianggap berpotensi subversif. Penopang rasionalitas pembangunan ialah gagasan mengenai modernisasi yang dicapai melalui perencanaan ilmiah dan administrasi publik yang stabil. Pembangunan dan modernisasi itu sendiri tergantung pada rezim yang menjamin stabilitas politik dan ketertiban.
Pembangunan merupakan lapisan emas dimana Soeharto menggali sumberdaya material yang ia gunakan untuk melipatgandakan kekuasannya. Ia menggunakan kebijakan ekonomi untuk membangun dukungan, baik yang bersifat personal serta dukungan yang lebih umum (kemasyarakatan). Keduanya tentu membutuhkan pertumbuhan ekonomi untuk melipatgandakan basis material yang hendak didistribusikan secara personal maupun lewat kebijakan umum, seperti Inpres dan Banpres.
Ketiga sumber diatas (koersi, persuasi dan material) berkaitan satu sama lain dalam strategi birokratisasi politik, politisasi birokrasi dan korporatis yang dijalankan Soeharto terhadap organisasi sosial politik di luar negara. Birokratisasi politik artinya menempatkan birokrasi sebagai ”mesin politik”  yang mendominasi pembuatan keputusan hingga kontrol politik birokrasi pada segenap infrastruktur politik dari partai, parlemen, kelompok kepentingan dan masyarakat luas. Sementara politisasi birokrasi artinya menciptakan birokrasi yang tanggap dan patuh pada kepentingan politik jangka pendek penguasa.

Baik birokratisasi politik dan politisasi birokrasi sudah dimulai oleh rezim Soeharto sejak awal Orde Baru. Orde Baru memotong sejumlah aparat birokrat (pamong praja) pendukung Soekarno dan berafiliasi ke Partai Nasional Indonesia. Ribuan orang yang terisolasikan dengan PKI disingkirkan dan pegawai Departemen Agama yang berafiliasi pada NU dikontrol ketat, Soeharto membuat aparat birokrasi lebih loyal dan terintegrasi. Rekrutmen birokrasi dilakukan dengan gaya komando militer, sejumlah Menteri yang terlibat dalam partai politik diganti dengan kelompok sipil yang bebas partai. Dia juga membuat aparat lebih aktif, lewat perbaikan gaji dan mereka disiapkan untuk mensukseskan program Pelita, baik sebagai penjaga stabilitas politik dan penopang pertumbuhan ekonomi.
Untuk menopang program pembangunan, reformasi birokrasi diarahkan pada : pertama mengalihkan wewenang pemerintahan ke tingkat birokrasi yang lebih tinggi, yaitu pemusatan proses pembuatan kebijakan, kedua membuat birokrasi agar lebih efektif dan tanggap pada perintah pimpinan pusat dan ketiga memperluas wewenang pemerintah baru serta konsolidasi pengendalian atas daerah.
Birokrastisasi politik diatas, dalam berbagai literatur disebut sebagai administative state atau bureaucratic state. Untuk konteks Indonesia, Karl Jackson menyebutnya dengan masyarakat politik birokratik (bureaucratic polity), dimana kekuasaan dan partisipasi dalam pembuatan keputusan nasional hampir seluruhnya didominasi oleh pegawai negeri, khususnya perwira militer dan birokrat tingkat tinggi, termasuk didalamnya kaum teknokrat sipil
Birokratisasi politik antara lain ditunjukkan dengan beberapa fenomena, pertama birokrasi adalah lembaga yang paling dominan, yang mensubordinatkan lembaga-lembaga lain seperti parlemen, partai, kelompok kepentingan dan rakyat. Kedua birokrasi tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan yang telah dibuat ditempat lain, tetapi juga pembuat keputusan publik. Kekuatan birokrasi dalam pembuatan keputusan justru jauh lebih besar ketimbang parlemen, sebuah lembaga yang seharusnya punya otoritas untuk membuat keputusan. Ketiga, birokrasi melakukan kontrol atau regulasi terhadap segenap aspek kehidupan masyarakat dari istana negara sampai pelosok desa. Warga masyarakat yang ingin melakukan pesta sampai menggelar forum diskusi atau melakukan penelitian harus memperoleh ijin dari birokrasi.
Penelitian khusus (Litsus) adalah bentuk birokratisasi politik yang mencolok selama ini yang dilakukan oleh Direktorat/Kantor Sospol di lingkungan Pemda dan ABRI. Para calon pegawai, calon anggota dewan, aktivis partai, aktivis Ormas, pejabat yang akan promosi dan sebagainya harus dinyatakan ”bersih lingkungan” (dari G 30 S/PKI) serta setia pada Pancasila dan UUD 1945 melalui Litsus itu. Orang-orang keturunan anggota PKI dan aktivis yang kritis dipastikan gagal ketika berhadapan dengan Litsus. Tetapi kriteria kesetiaan pada Pancasila dan UUD 1945 yang digunakan dalam Litsus sangat bias pada Orde Baru dan Soeharto. Kalau ada kejelasan kriteria setia pada Pancasila dan UUD 1945, maka para pejabat yang korup seharusnya gugur dalam Litsus karena korupsi sangat tidak Pancasila-is dan bahkan ditentang oleh agama apapun. Litsus tetap saja digunakan untuk menyingkirkan orang-orang yang dinilai tidak loyal pada Soeharto. Dalam menghadapi Litsus, setiap orang biasanya akan diberi pertanyaan apakah UUD 45 dapat diubah? Bagi yang menjawab dapat diubah, meski jawaban ini mengacu pada pasal 37, maka orang itu akan dinyatakan gugur. Dalam Litsus orang juga dipaksa untuk mengkultuskan Soehato sebagai pemimpin yang dikagumi. Kalau orang tidak menempatkan Soeharto sebagai pemimpin yang dikagumi, maka orang ini akan gugur. Apalagi kalau ada orang yang mengagumi Soekarno, para aktivis yang kritis terhadap pemerintah, apalagi yang sudah dicap komunis, pasti tidak akan lolos Litsus. 

Dimata publik, Litsus adalah lembaga yang arogan, sewenang-wenang, diskriminatif dan malah tidak konstitusional, karena sangat membatasi hak-hak sipil dan politik warga negara yang sebenarnya dijamin dalam UUD 1945. Litsus tidak menjadikan rakyat/penduduk menjadi warga negara yang harus dihormati tetapi hanya mencetak klien-klien yang loyal pada Soeharto, bukan pada Pancasila.
Politisasi demokrasi secara menyolok dilakukan oleh rezim Soeharto dengan banyak cara. Pada tahun 1966 Depdagri menghapuskan korps pegawai negeri sipil (pamong praja) yang dibentuk Orde Lama dan digantikan dengan korps baru dengan sebutan Korps Karyawan Kementrian Dalam Negeri (KOKARMENDAGRI). Setelah tahun 1970 organisasi tersebut diganti nama Korps Pegawai Republik Indonesia  (KORPRI). Sampai saat ini KORPRI merupakan satu-satunya organisasi korporatis bagi pegawai negeri (birokrasi) yang direstui pemerintah yang keanggotaannya wajib bagi setiap pegawai negeri. Para isteri pegawai juga dihimpun dalam wadah Dharma Wanita, yang posisi kepemimpinannya ditentukan dengan jabatan yang dipegang suami. Struktur organisasi dibuat hirarkhis dan berlapis-lapis sehingga unit dibawah harus loyal pada unit diatasnya dan bahkan struktur hirarkhis itu sangat memudahkan kontrol pada masyarakat.

Korps pegawai negeri punya atribut sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Penekanan pada atribut abdi negara menandakan bahwa birokrasi lebih berorientasi kepada kekuasaan, loyal kepada negara ketimbang sebagai abdi masyarakat. Tetapi pemberian atribut birokrasi itu tidak disertai dengan aturan dan pemahaman yang jelas. Perbedaan antara negara dan pemerintah sengaja dikaburkan karena pemerintah membentuk wadah korporatis (KORPRI), maka aparat birokrasi tidak sepenuhnya tunduk kepada negara, tetapi malah lebih kental merasakan sebagai pegawai pemerintah (penyelenggara negara) dan mereka harus loyal pada Golkar karena partai ini adalah milik pemerintah. Loyalitas mereka pada pemerintah dan Golkar karena pemerintahlah yang dianggap mempekerjakan, menggaji dan memberi hidup mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa gaji yang mereka makan adalah uang negara, yang seharusnya mewajibkan mereka tunduk kepada rakyat bukan pada pemerintah.
Penataan diatas membuahkan beberapa perubahan penting: pemotongan afiliasi aparat pada partai-partai politik serta penciptaan raksasa birokrasi yang solid, tunggal, sentrifetal, loyal serta pengabdi pada pembangunan yang terpusat. Maka, reformasi birokrasi itu sebenarnya bukan untuk menciptakan birokrasi yang legal-rasional, yang dapat menjawab tuntutan modernisasi dan optimalisasi pelayanan publik, melainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan penguasa yaitu untuk menciptakan stabilitas politik dan memperkuat basis material rezim Soeharto.

Pembentukan organisasi korporatis yang bernama KORPRI diarahkan sebagai underbouw Golkar serta pembentukan tiga jalur dalam tubuh Golkar yaitu jalur A (ABRI) yang dikomando oleh Panglima ABRI, jalur B (birokrasi) yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri dan jalur G (Golkar) yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP Golkar. Struktur KORPRI, ABRI, birokrasi sipil dan Golkar dibuat paralel dari Jakarta hingga daerah. Diatas KORPRI dan tiga jalur tersebut berdirilah Soeharto, yang dalam konteks ini sebagai Kepala Negara, Ketua Pembina KORPRI, dan Ketua Dewan Pembina Golkar. Sementara para pegawai rendahan selalu dijadikan bumper atau mesin politik yang efektif untuk memobilisasi dukungan massa pada Golkar pada setiap pemilihan umum.
Politisasi birokrasi lewat dua strategi diatas ternyata memberi keuntungan timbal balik dua pihak, baik penguasa maupun aparat dibawahnya. Bagi penguasa (Soeharto) dukungan total birokrasi dan kemenangan Golkar merupakan basis dukungan yang besar bagi pemeliharaan kekuasannya. Paling tidak menangnya Golkar dengan sendirinya akan menguasai kursi di DPR/MPR, yang pada gilirannya elemen Golkar akan selalu mendukung status quo Soeharto. Sebaliknya, para aparat juga dapat memanfaatkan KORPRI atau Golkar sebagai kendaraan politik untuk memperoleh jabatan publik yang lebih memikat, baik anggota dewan maupun jabatan eksekutif yang lebih tinggi. Kita dapat melihat bahwa orang-orang yang punya kontribusi besar bagi Golkar akan meniti karir yang mulus, baik kedudukan di Senayan maupun di kabinet atau jabatan-jabatan lain yang strategis. Karena memperoleh aliran sumberdaya politik dan ekonomi yang memikat karena memanfaatkan Golkar, para birokrat akan selalu merasa mempunyai ”hutang budi” pada Soeharto dan akhirnya selalu loyal pada Soeharto.
Baik birokratisasi politik maupun politisasi birokrasi dikendalikan secara langsung dan terpusat di tangan Soeharto sebagai presiden. Dia mempunyai kekuasaan absolut untuk menciptakan birokrasi yang loyal dan kohesif serta mendistribusikan sumberdaya ekonomi dan politik. Soeharto, misalnya berkuasa penuh dalam rekrutmen anggota DPR, menteri, DPA, MA, BPK, petinggi ABRI, pimpinan partai dan sebagainya.
Dalam mengendalikan birokrasi dan kekuatan-kekuatan lain, Soeharto menerapkan strategi umpan (pemikat) dan tongkat/pukulan (carrot and stick) yang tentu saja berlawanan dengan prinsip dalam birokrasi rasional yang mengutamakan penghargaan dan hukuman (reward and punisment). Dalam birokrasi yang rasional, penguasa atau pemerintah umumnya akan memberi penghargaan kepada aparat birokrasinya yang mempunyai prestasi dan produktivitas yang bagus, sementara akan menjatuhkan hukuman pada aparat yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku. Tetapi yang dilakukan Soeharto sebaliknya, dia hampir tidak pernah menggunakan kreteria ganjaran untuk prestasi para aparat, sebaliknya lebih menggunakan kreteria loyalitas dan dedikasi. Para pejabat yang loyal akan selalu dia pelihara sehingga mereka akan selalu memperoleh sumberdaya yang memikat, sementara orang-orang yang dianggap tidak loyal akan dipukul dengan tongkat (disingkirkan). Apa yang dilakukan Soeharto dengan strategi carrot and stick tersebut adalah untuk mempertahankan status quo kekuasaanya. Disi lain, strategi carrot and stick juga menyebabkan kinerja birokrasi yang tidak rasional. Para aparat lebih menjunjung tinggi dedikasi dan loyalitas, ketimbang prestasi dan profesionalitas. Mereka yang berlomba-lomba ”menjilat” untuk memikat atasan dengan hubungan-hubungan personal ketimbang berlomba mengejar prestasi yang rasional.
Strategi umpan dan pukulan secara menyolok digunakan ketika Soeharto kampanye keterbukaan pada awal 1990-an. Dia memberi umpan keterbukaan pada DPRD sampai masyarakat, yang secara teoritis dapat memulai demokratisasi di Indonesia. Tetapi keterbukaan yang diumpankan itu hanya untuk mengidentifikasi lawan-lawan politik Soeharto. Orang-orang yang giat memperjuangkan keterbukaan, misalnya di DPR akhirnya dipukul juga oleh Soeharto. Waktu itu ada beberapa anggota DPR seperti Marzuki Darusman, Roekmini Soedjono, Anang Adenansi, Samsuddin dll terpaksa menghadapi recall. 
Disisi lain, akomodasi diterapkan terhadap kekuatan-kekuatan yang mempunyai potensi dukungan besar maupun terhadap elit-elit yang mempunyai pengaruh besar di masyarakat, termasuk kekuatan Islam. Tetapi akomodasi itu tidak untuk kepentingan yang lebih luas seperti demokrasi, tetapi justru dijadikan basis dukungan pribadi Soeharto untuk melipatgandakan kekuasaannya. Di balik akomodasi, rezim Orde Baru melakukan represi/pembasmian oposisi, termasuk menindas kekuatan buruh, tani dan juga mahasiswa. Bersamaan dengan represi itu, Soeharto melakukan korporatisasi dan marginalisasi terhadap partai politik. Negara dan masyarakat dianggap sebagai sebuah korporat (keluarga) dimana negara bertindak sebagai kepala negara yang mempunyai keleluasaan membesarkan dan mengontrol kekuatan-kekuatan dalam masyarakat, termasuk partai-partai politik. Ideologi korporatisme mengendap dalam pemikiran penguasa Orde Baru karena pengalaman masa lampau yang traumatik akibat sistem kepartaian yang pluralis-sentrifugal. Partai-partai umumnya tidak pernah populer di mata penguasa dan kalangan birokrat Orde Baru. Soeharto sendiri menerapkan strategi monoloyalitas untuk memotong hubungan birokrasi dan partai politik  dan diawal Orde Baru dia merekrut orang-orang yang tidak berbasis pada partai politik, terutama para teknokrat pembaharu sekular. Kalangan intelektual pembaharu sekular- karena pengaruh teori modernisasi atau developmentalisme dari Barat- menilai sistem kepartaian demokrasi liberal sebagai sistem tradisional yang lebih mementingkan pengaruh ideologi (bukan program) sehingga memperuncing konflik dikalangan elit dan massa, yang pada gilirannya menyebabkan kerusakan lembaga-lembaga politik dan instabilitas politik (Willem Lidlle, 1992).
Korporatisasi dan marginalisasi terhadap partai politik dilakukan dengan fusi partai yang dipaksakan secara sepihak setelah pemilihan umum 1971. Kelompok nasionalis (PNI, Murba, Parkindo dan Partai Katolik) digabung secara paksa dalam Partai Demokrasi Indonesia dengan lambang kepala banteng. Kelompok persatuan (NU, Parmusi, PSII, dan Perti) difusikan menjadi Partai Persatuan Pembanguan dengan lambang Ka’bah. Sejak saat itu Indonesia hanya memiliki tiga partai: Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia.
Implikasi fusi partai bukan hanya menghadirkan suatu keadaan yang dapat mengundang intervensi pemerintah dalam tubuh partai, tetapi partai juga tidak mungkin berfungsi sebagai alat kontrol bagi tangan-tangan gurita birokrasi. Dalam banyak hal Parpol hanya berfungsi sebagai penguat legitimasi pemerintah dan kepanjangan tangan birokrasi. Partai politik (PDI dan PPP) hanya sebagai pajangan demokrasi untuk meredam konflik antar partai yang menjadi warna tipikal pada masa demokrasi liberal tahun 1950-an. Namun demikian, setelah fusi bukannya konflik telah berakhir. Fusi merupakan tindakan pemerintah untuk memindahkan konflik antar partai, menjadi konflik dalam tubuh partai, terutama yang terjadi dalam PDI dan PPP.
Penerapan asas tunggal Pancasila pada paruh dekade 1980-an sebenarnya juga merupakan bagian dari korporatisasi dan marginalisasi partai politik, selain sebagai strategi pembunuhan ideologi-odeologi alternatif yang dimiliki segenap segmen dalam masyarakat. Pancasila memang telah diakui sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia jauh sebelumnya, tetapi penerapan asas tunggal Pancasila dirasakan merupakan pemaksaan pemerintah, terutama  PPP dan organisasi-organisasi Islam lainnya, terpaksa harus mengubah simbol Ka’bah—simbol universal yang mudah dipahami dan dicerna oleh pemilih muslim—menjadi Bintang, yang secara substansial menggerogoti identitas Islam yang dimilikinya.

Korporatisasi dan marginalisasi partai sangat terkait dengan pembentukan sistem kepartaian yang hegemonik-monosentris-sentrifugal, sebuah sistem yang memusatkan setiap sumberdaya (ideologi, proses pembuatan keputusan, dukungan massa, material dan sebagainya) ditangan penguasa. Golkar adalah partai yang hegemonik sebagai tempat pemusatan sumberdaya itu dan sekaligus sebagai perpanjangan tangan penguasa Orde Baru, partai-partai lain hanya diberi lisensi untuk hidup. Mereka termarginalisasi dalam berkompetisi dengan Golkar, baik di arena massa maupun di arena pembuatan keputusan. Partai-partai kadang menyuarakan demokrasi dan aspirasi rakyat, mereka juga kerap menunjukkan kekecewaannya pada hasil pemilihan umum yang dimanipulasi. Tetapi apa yang dilakukan partai hanya berhenti ditempat, karena harus menghadapi tangan-tangan baja militer atau tangan Soeharto sendiri.

Ditempat lain, depolitisasi atau penyingkiran massa dari arena politik dilakukan lewat kebijakan massa mengambang, yang mengambil bentuk pemutusan hubungan antar partai politik dengan massa rakyat di level desa. Rakyat dilarang berpolitik praktis dan mereka dimobilisasi untuk mendukung sejumlah program pembangunan yang mengalir di desa. Kebijakan massa mengambang mampu meredam konflik horizontal (aliran), tetapi tidak dilakukan secara konsisten. Di balik de-mobilisasi dan isolasi rakyat dari partai politik (PPP dan PDI) rakyat desa dimobilisasi dan diintimidasi agar mendukung partai pemerintah (Golkar).

Awal Perubahan

Posisi Soeharto sangat kokoh yang menyebabkan jalan menuju transisi sangat sulit. Kokohnya rezim Orde Baru ditopang oleh sumberdaya material yang dikombinasikan dengan strategi koersi, persuasi, birokratisasi, militerisasi, korporatisasi, maupun strategi stick and carrot. Kinerja ekonomi yang mantap membuat rezim kebal, represif dan mampu memelihara kepatuhan. Gerakan prodemokrasi sudah lama tumbuh sebagai respons atas otoritarianisme dan berkat dampak bola salju demokratisasi di tingkat global. Tetapi oposisi demokrasi sangat lemah dan tidak bersatu sehingga mudah ditindas oleh rezim.

Sebenarnya terdapat ”lingkaran setan” di dalam rezim Orde Baru, rezim ini mempunyai ”penyakit institusional” yang parah, sehingga secara substantif tidak mendukung transformasi sosial ekonomi dan bahkan meletakkan bom waktu yang mudah menghancurkan prestasi ekonomi. Seperti terlihat didalam bagan di bawah ini, transformasi sosial ekonomi berjalan lambat tetapi juga memberikan pengaruh positif bagi tumbuhnya kelas menengah yang terbatas. Kelas menengah kota inilah yang sejak lama anti kemapanan yang berani menentang rezim neopatrimonial dan sekaligus menyuarakan demokrasi setelah memperoleh ”efek difusi” demokrasi di belahan dunia. Tetapi ketika rezim masih kokoh, perlawanan kelas menengah kota mudah ditindas (Sutoro Eko) 
Jalan Menuju Perubahan Rezim Orde Baru
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Tetapi kokohnya rezim Soeharto tiba-tiba digoncang oleh badai krisis ekonomi sehingga dia kehabisan sumberdaya material untuk membeli loyalitas elite dan kepatuhan massa. Krisis ekonomi akhirnya membawa dampak ganda: semakin merosotnya legitimasi Soeharto dan memicu eskalasi protes sosial yang dipimpin oleh mahasiswa. Protes sosial mahasiswa yang didukung oleh serpihan-serpihan oposisi kelas menengah kota (yang sebagain besar berhaluan moderat) yang sudah lama anti rezim dan menyerukan demokratisasi, rupanya memperoleh ”rahmat tersembunyi” dari krisis ekonomi dan krisis legitimasi rezim. Mereka secara lantang mendesak mundur Soeharto yang diyakini sebagai target awal bagi demokratisasi di Indonesia. Dalam kondisi seperti itu rezim Soeharto sebenarnya telah kehabisan ”biaya represi” dan mengharuskan dia membeli toleransi pada oposisi. Tetapi memang sudah merupakan ciri khas bahwa penguasa pribadi seperti Soeharto cenderung keras kepala dan selalu berusaha mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara yang represif, walaupun biaya represi jauh lebih mahal ketimbang biaya toleransi. Pendekatan represif yang digunakan oleh kubu ”garis keras” yang berpusat pada Soeharto dan militer justru memperkuat perlawanan oposisi serta membuka lebar jalan menuju keruntuhan rezim dan transisi menuju demokrasi. Dalam kondisi pergolakan politik yang semakin keras, sejumlah elit di sekeliling Soeharto – yang sebelumnya selalu menjadi sandara politik – rupanya memilih jalan oportunis dengan melakukan ”pembelotan” ikut mendukung perubahan, sehingga semakin mempercepat kejatuhan Soeharto.
Eskalasi protes sosial dan serpihan oposisi kelas menegah kota adalah variabel terdekat yang bermain dalam proses kejatuhan Soeharto dan sekaligus merupakan jalur utama transisi yang menghasilkan replacement dari Soeharto ke Habibie. Kejatuhan penguasa pribadi dan replacement ini, sekali lagi merupakan jalur utama transisi dalam rezim neopatrimonial, yang notabene berbeda dengan jalur transisi dari rezim otoritarian-korporatis. Pengalaman di Indonesia menunjukkan bahwa negosiasi (transaksi) bukanlah jalur transisi yang populer dalam rezim, tetapi dikontrol sepenuhnya oleh perlawanan oposisi. Di Indonesia oposisi maupun  Soeharto pernah menawarkan transaksi untuk mencapai ”kompromi agung” tetapi tetap gagal, sehingga mengecilkan kemungkinan jalur negosiasi antara kubu garis keras dengan oposisi.

Gagalnya kompromi agung pada permulaan transisi di Indonesia – yang dapat digeneralisir pada rezim neopatrimonial umumnya – paling tidak disebabkan oleh beberapa kondisi. Pertama aturan-aturan main politik dan lembaga-lembaga politik mengalami pembusukan dalam genggaman tangan Soeharto, sehingga tidak dapat menjadi tempat bagi penguatan bergaining kaum oposisi. Transaksi hanya mungkin terjadi bila lembaga-lembaga yang berkembang – sebagai contoh militer yang berada di samping pemerintah atau partai politik yang berada disamping oposisi – memiliki posisi bergaining dan menampakkan kekuatan politik yang meyakinkan. Partai-partai politik dan parlemen yang sebenarnya merupakan arena konstitusional untuk negosiasi, dalam kondisi yang busuk dan dikendalikan oleh Soeharto, sehingga tidak dipercaya oleh oposisi. Terbukti tawaran ”mulia” Soeharto untuk membentuk komite reformasi sebagai upaya membangun kompromi agung terjadi secara sepihak tanpa melibatkan sebanyak mungkin oposisi sehingga ditolak mentah-mentah oleh oposisi. 
Kedua, baik penguasa yang berhaluan ”garis keras”, partai politik, parlemen, organisasi masyarakat dan oposisi yang berserakan tidak mempunyai pengalaman (tradisi) negosiasi yang cukup untuk mencapai kesepakatan bersama. Ketika masih kokoh berkuasa, Soeharto selalu menindas suara-suara oposisi yang justru menjadi pemicu perlawanan oposisi tanpa kompromi. Sebaliknya Soeharto dengan dalih demokrasi Pancasila, selalu memanipulasi proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan selalu dihasilkan secara sepihak, kata negosiasi tidak lagi populer dimata publik. Ungkapan dan tindakan seorang despotik seperti Soeharto yang tidak mempunyai kekuatan moral sulit untuk dipercaya sehingga transisi yang dinegosiasikan adalah kemustahilan.

Ketiga, tidak hadirnya barisan ”garis lunak”  dalam pemerintah (yang berani melawan penguasa dan mendukung demokrasi) yang dapat menjadi jembatan transaksi antara kubu oposisi dengan kubu ”garis keras”. Secara teoritis, elit ”garis lunak”  yang ”bersih” dan berani melawan secara terbuka biasanya mempunyai otoritas moral yang legitimate di hadapan oposisi dan mudah menjalin aliansi dengan oposisi. Tetapi hadirnya elit ”garis lunak” dalam rezim neopatrimonial adalah sebuah kemustahilan. Ketika seseorang masuk dalam jaringan elit rezim neopatrimonial, ia cenderung menjadi penjilat yang tunduk pada penguasa dan tangannyapun cenderung belepotan dengan darah maupun uang jarahan sehingga ia tetap tidak punya otoritas moral di hadapan publik. Jika ada elit yang bersih dan berani menyuarakan demokrasi, maka ia akan jatuh sejak dini ketika menghadapi strategi pemukul dan umpan (stick and carrot) yang diterapkan penguasa. Konon Jenderal Wiranto terlihat relatif lunak pada suara reformasi, tetapi sebagai pemimpin militer yang terbiasa menerapkan pendekatan represif dan dia tidak berani menentang Soeharto, maka sikap lunaknya tidak berarti bagi publik. 

Ketika konflik politik semakin keras pada permulaan transisi, lingkaran elite rezim gampang sekali terpecah, yang ikut memicu melemahnya penguasa pribadi. Pada waktu itu di tubuh militer terjadi perpecahan antara kubu Wiranto yang lunak terhadap reformasi dengan kubu Prabowo yang keras terhadap reformasi, tetapi perpecahan ini bukan dalam posisi melawan Soeharto, melainkan hanya melemahkan Soeharto. Demikian juga dengan membelotnya Harmoko dan kawan-kawan beserta Akbar Tanjung beserta menteri lainnya, yang tidak dapat dikatakan sebagai kubu ”garis lunak” yang berani melawan Soeharto. Mereka adalah barisan oportunis yang meninggalkan Soeharto untuk mencari keselamatan dan keuntungan pribadi jangka pendek agar mereka tidak ketinggalan kereta reformasi yang sudah melaju kencang. 
Keempat, oposisi dalam kondisi terpecah-pecah yang tidak memungkinkan penguatan posisi tawar-menawar dengan penguasa. Sebagai barisan oposisi terbesar, mahasiswa terbagi-bagi menjadi banyak haluan, baik moderat maupun radikal yang sulit disatukan. Elemen-elemen mahasiswa yang berhaluan radikal sama sekali tidak mengenal kompromi (negosiasi) sebagai sebuah jalan untuk mengawali perubahan menuju transisi. Demikian juga elemen-elemen oposisi moderat non mahasiswa yang tidak disatukan dalam wadah tunggal untuk melawan Soeharto. Tiga tokoh oposisi terkemuka (Gus Dur, Amien Rais dan Megawati) punya jalan sendir-sendiri yang sulit disatukan. Meskipun Amien Rais selalu berkampanye ”dialog nasional”  dan membentuk Majelis Amanat Rakyat untk mewadahi kekuatan moral oposisi sebagai jalan untuk memperkuat posisi bergaining di hadapan penguasa, tetapi dia selalu gagal mewujudkannya karena tidak memperoleh dukungan dari barisan oposisi lainnya. 

Soeharto sadar betul akan perpecahan oposisi, yang sebagian akibat dari strateginya carrot and stick, sehingga dia tidak perlu melakukan negosiasi dengan barisan oposisi yang begitu beragam. Meskipun demikian, serpihan-serpihan protes sosial dan oposisi kelas menengah kota mengalami eskalasi luar biasa yang menempatkan Soeharto sebagai ”musuh bersama”. Suara ”Soeharto mundur” tidak hanya keluar dari barisan mahasiswa di Jakarta atau dari seorang Amien Rais, tetapi suara itu mengalami penyebaran disetiap kota serta diikuti pembelotan pimpinan DPR/MPR maupun orang-orang di sekelilingnya yang akhirnya memaksa Soeharto mundur dari singgasananya.

Era Transisi dan Instalasi Demokrasi


Dengan demikian, serpihan protes sosial dan oposisi kelas menengah kota adalah kekuatan utama yang mengontrol permulaan transisi menuju demokrasi. Namun karena perpecahan oposisi itulah, mereka hanya dapat mengatakan ”Soeharto mundur”, tetapi gagal merumuskan format pergantian kekuasaan secara konstitusional dan sempurna dari Soeharto ke tangan oposisi. Oposisi hanya dapat menyaksikan sebuah replacement yang tidak sempurna dari tangan Soeharto ke tangan Habibie, suatu pergantian kekuasaan yang sebenarnya tidak mereka kehendaki. Meskipun oposisi mampu mengontrol permulaan transisi, tetapi mereka tetap saja menjadi penonton ketika pemerintahan transisi yang baru dibawah Habibie dan orang-orang lama. 


Kejatuhan Soeharto dan replacement yang tidak sempurna ke Habibie memang tidak ekuivalen dengan demokratisasi. Berbagai  kalangan yang mengatakan bahwa transisi menuju demokrasi belum dimulai karena pemerintahan baru Habibie adalah kelanjutan dari pemerintahan Orde Baru. Masyarakat Indonesia tetap ikut kereta yang sama dengan sopir berbeda. Tetapi kejatuhan penguasa otoriter adalah titik awal transisi, dan transisi ini adalah transisi yang demokratis karena dua hal. Pertama, pemimpin dan masyarakat Indonesia mempunyai kesempatan dan harapan yang sama untuk menuju Indonesia baru yang lebih demokratis. Mereka punya keyakinan bersama bahwa sistem politik Orde Baru yang tidak demokratis harus ditinggalkan dan dimulai dengan penataan sistem baru yang demokratis sebagai kerangka baru untuk mewujudkan masyarakat yang merdeka, adil dan makmur. Kedua, karena desakan yang luar biasa dari berbagai elemen masyarakat yang menikmati eforia, pemerintahan Habibie tetap menggelar liberalisasi politik sebagai titik awal untuk memulai demokratisasi di Indonesia. Dalam kerangka liberalisasi politik itu, pemerintahan baru membuka tiga elemen penting dalam demokrasi : (1) kompetisi yaitu janji tentang pemilihan umum yang lebih demokratis; membiarkan tumbuhnya partai-partai politik baru dan pergantian undang-undang politik yang memberi garansi formal bagi kompetisi yang terbuka; (2) partisipasi yakni membiarkan tumbuhnya oposisi untuk berpartisipasi mengontrol pemerintah dan kebebasan publik menyuarakan aspirasi politiknya; (3) liberalisasi hak-hak politik dan sipil dalam bentuk kebebasan pers, pembebasan tahanan politik, perangkat aturan hukum yang menjamin hak asasi manusia dan sebagainya. 

Akan tetapi perpecahan awal di barisan oposisi dan pergantian (replacement) yang tidak sempurna diatas menghasilkan transaksi yang penuh ketidakpastian dan berhadapan dengan segudang masalah konstektual dan transisional yang lebih keras, ketimbang transisi demokratis yang mengikuti jalur transformasi dari atas atau transisi yang dinegosiasikan antara penguasa dengan oposisi. Ketidakpastian diwarnai dengan polarisasi kelompok-kelompok politik yang mempunyai perbedaan tajam dalam menempatkan pemerintahan Habibie, merumuskan aturan main politik baru, serta merumuskan agenda tindakan untuk mengakhiri transisi dan kemelut nasional.


Masalah transisional yang krusial adalah lemahnya legitimasi pemerintahan Habibie. Secara prosedural proses konstitusional, naiknya Habibie tetap problematik dan ditentang oleh banyak kalangan dan menurut standar demokratisasi, naiknya  Habibie menjadi presiden adalah kejadian yang tidak demokratis karena tidak melewati pemilihan umum yang diterima oleh publik. Dari segi legitimasi moral, Habibie tidak mempunyai moral reformasi dan sebaliknya dia hanya mempunyai moral Orde Baru yang sulit diterima oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia. Pada awalnya Habibie telah berjanji hanya akan mengantarkan Indonesia mengakhiri transisi, tetapi janji itu dilanggarnya sendiri. Dia tetap berambisi menjadi presiden kembali yang ternyata kurang memperoleh dukungan moral dari berbagai elemen masyarakat. Dari sisi legitimasi kinerja, pemerintahan Habibie tidak memperlihatkan kinerja yang mantap dalam mengatasi krisis ekonomi, pengadilan terhadap Soeharto, pengadilan terhadap pelanggar HAM atau pejabat-pejabat politik dan sebagainya. Sebagai pemegang pemerintahan transisi, presiden Habibie sebenarnya tidak mempunyai otoritas moral yang cukup untuk membuat banyak keputusan politik, kecuali membuat keputusan politik yang mempersiapkan pemilihan umum untuk mengakhiri transisi. Tetapi Habibie rupanya melangkah lebih jauh dengan membuat rangkaian keputusan politik yang kontroversial. Salah satu keputusan politik  yang kontroversial adalah memberikan opsi bagi Timor-Timur (otonomi luas atau merdeka) yang diselesaikan lewat referendum. Sejak awal pemerintahan Habibie sudah dikecam publik, dan kecaman itu semakin keras ketika pilihan merdeka bagi Timor-Timur menang secara telak dalam referendum. 

Masalah-masalah krusial lainnya dan sulit ditangani oleh pemerintahan Habibie adalah Dwifungsi ABRI yang sulit dikendalikan , krisis ekonomi yang terus berlanjut, kekerasan dan kerusuhan yang merajalela dan bahaya disintegrasi yang serius. Sebagai pemegang pemerintahan transisi yang tidak legitimate, Presiden Habibie tidak mampu membuahkan inisiatif, keputusan dan tindakan fundamental untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut. Apapun yang dihasilkan oleh pemerintahan yang tidak legitimate, meskipun mempunyai sisi yang positif tetap menghadapi kecaman dari banyak kalangan.
Berbagai masalah serius diatas, sekali lagi adalah hasil transisi dari rezim neopatrimonial, yang notabene tidak dijumpai di negara-negara lain yang melewati rezim otoritarian-korporatis. Jalur transisi lewat negosiasi dari rezim otoritarian-korporatis resolusi konflik yang menjadi modal politik berharga bagi tugas-tugas konsolidasi demokrasi.

Transisi demokrasi yang bermasalah di Indonesia dihadapi oleh rekonsiliasi terbatas di kalangan elite di satu sisi dan mobilisasi massa disisi yang lain. Pemilihan umum 1999 yang bermasalah tetapi tetap demokratis menjadi modal politik yang cukup berharga bagi upaya instalasi demokrasi di Indonesia. Dalam arena sidang umum MPR, kekuatan oligarkhi elite sipil dan militer membuat kesepakatan (rekonsiliasi) sementara yang saling berbagi kekuasaan untuk membentuk pemerintahan baru dan mengakhiri transisi. Hasil dari rekonsiliasi terbatas dan pembagian kekuasaan adalah terbentuknya pemerintahan baru yang legitimate dibawah kendali Abdurrahman Wahid. Mengikuti standar demokrasi minimalis, terbentuknya pemerintahan baru sekarang adalah akhir dari sebuah transisi yang dilanjutkan dengan instalasi demokrasi terbatas. 
Pasca Soeharto, sejak Gus Dur, Megawati dan Susilo Bambang Yudoyono, Indonesia mengalami perubahan yang sangat luas dan dalam di bidang politik. Sebagai negara yang mengalami banyak perubahan, Indonesia telah menempatkan dirinya dalam barisan negara-negara dengan jumlah penduduk terbesar nomor empat di dunia yang juga menjadi negara demokrasi nomor tiga terbesar setelah India dan Amerika. Kenyataan menunjukkan bahwa peta persoalan politik di Indonesia kini semakin meluas. Hal tersebut bukan hanya dilihat dari terbentuknya berbagai lembaga negara baru, kian besarnya pengaruh parpol, melainkan juga adanya perkembangan-perkembangan baru dalam mekanisme penyelenggaraan pemilihan umum. Perkembangan penting yang terjadi adalah diselenggarakannya pemilihan kepala daerah sejak tahun 2005. Energi demokratisasi begitu besar, tidak hanya di tingkat nasional, melainkan juga merambah ke tingkat lokal.

Demokrasi dan demokratisasi melanda lembaga-lembaga negara yang sebelumnya tidak tersentuh, seperti lembaga kepresidenan. Militer yang biasanya begitu kuat dan hegemonistik, sekarang mengalami proses demokratisasi, sesuai dengan kebutuhan negara modern akan pengelolaan bidang pertahanan secara lebih memadai. Potensi masyarakat sipil juga menguat, sekalipun masih mengalami keterbatasan akibat faktor-faktor internal. Parpol berkembang, bahkan dalam tingkatan parpol lokal. Berbagai departemen dan kementerian negara dimasuki oleh kalangan parpol, sekalipun kadang-kadang dengan kapasitas yang belum memadai.
Kini masyarakat juga memiliki kebebasan luas, mulai dari aksi-aksi demonstrasi, sampai protes atas kebijakan publik yang dirasakan merugikan kepentingan masyarakat. Namun dalam sisi yang negatif, juga muncul persoalan konflik antar warga, terutama karena bangkitnya politik etnis dan politik identitas. Konflik juga berlangsung dalam tubuh partai-partai politik, termasuk adanya hak recall pimpinan parpol atas anggota-anggotanya di parlemen. Penggunaan hak recall ini telah memakan korban di kalangan politikus, baik di tingkat nasional maupun lokal, hanya karena ketidaksamaan dalam pandangan-padangan politik sampai kesalahan yang ditimpakan kepada politikus bersangkutan karena melanggar kode etik parpol.

Setelah proses demokratisasi berjalan sejak tahun 1999, wajah perpolitikan Indonesia menampilkan sisi yang memberikan harapan, tetapi juga sisi yang membuat masyarakat cemas. Hal-hal yang membuat masyarakat optimis adalah bahwa selama kurun waktu itu telah terjadi beberapa kali perubahan penting dan cukup mendasar terhadap konstitusi (UUD 1945) serta pemilihan umum yang diselenggarakan secara relatif jujur dan adil secara maraton sejak 2004 untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat baik tingkat pusat mapun daerah, anggota Dewan Perwakilan Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden. Bahkan sejak tahun 2005 telah diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung.


Makna penting yang dapat dipetik dalam proses pemilihan umum tersebut adalah bahwa meskipun perubahan transisi politik dilakukan dengan sangat cepat, tetapi pemilihan umum yang merupakan kompetisi perebutan kekuasaan dalam jangka waktu yang singkat dan skala pemilihan yang masif dapat dilaksanakan dengan aman, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mempunyai potensi peradaban yang cukup tinggi sebagai landasan untuk menjadi bangsa yang besar. Pertarungan politik yang rawan konflik komunal karena keragaman bangsa Indonesia, karena ikatan-ikatan primordial kesukuan, ras, bahasa, agama serta pengelompokan eksklusif lainnya ternyata tidak membawa ekses yang destruktif dalam masyarakat.


Wajah yang mempunyai hal-hal yang dianggap sebagai keberhasilan masih dihantui oleh beberapa persoalan mendasar sebagai berikut:


Pertama, sistem kekuasaan pemerintahan presidensiil yang diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif dan kehidupan politik yang stabil ternyata masih jauh dari harapan. Kadang-kadang terjadi perseteruan antara pemerintah dan parlemen dirasakan sangat mengganggu efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Bahkan setelah diselenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dengan maksud agar presiden mempunyai legitimasi yang kuat sehingga kebijakan pemerintah dapat lebih efektif, ternyata tidak dapat diwujudkan karena partai pendukung presiden tidak cukup memadai untuk menguasai parlemen. Hubungan asimetris antara lembaga eksekutif dan legislatif juga banyak terjadi di propinsi serta kabupaten/kota.

Sumber persoalannya adalah sistem presidensiil murni yang mungkin diharapkan dapat membentuk pemerintahan yang efektif, tidak kompatibel dengan sistem multi partai yang cenderung menghasilkan fragmentasi politik di parlemen. Persoalan menjadi semakin kompleks karena sistem pemilu proporsional terbuka yang secara teoritik cukup baik bila dikaitkan dengan sistem multi partai dalam masyarakat yang majemuk telah terdistorsi oleh kepentingan elit politik sehingga sistem tersebut justru menghasilkan kader-kader partai di parlemen yang lebih mewakili partainya dari pada mewakili rakyat. 


Oleh sebab itu diperlukan pemikiran yang mendasar dan komprehensif agar bangunan struktur kekuasaan yang meliputi sistem pemerintahan, sistem kepertaian dan sistem pemilihan umum menjadi sebuah sistem yang utuh dan komprehensif serta koheren. Pemikiran tersebut juga perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, sistem presidensiil mempunyai varian yang cukup banyak. Namun karena kebanyakan literatur selalu mengacu kepada sistem presidensiil murni di Amerika Serikat, sehingga praktek sistem tersebut di negara-negara lain, seperti di Amerika Latin kurang mendapat tempat. Pada hal setiap negara tentu mempunyai karakter masyarakat, sejarah, tingkat pendidikan dan ekonomi yang berbeda sehingga membuat dikotomi secara kaku antar sistem presidensiil dan parlementer adalah sikap yang menyederhanakan persoalan. Variasi sistem presidensiil secara umum dapat dicermati melalui beberapa hal sebagai berikut: (1) tingkat kemurnian sistem presidensiil yang akan dilaksanakan, (2) kekuasaan legislatif presiden, (3) tingkat multi partai yang akan mempunyai efek  terhadap hubungan kekuasaan antara lembaga parlemen dan presiden, (4) tingkat disiplin dari parpol. Namun selain hal-hal yang menyangkut kelembagaan, efektifitas sistem presidensiil juga tergantung kepada kualitas kepemimpinan presiden, pembilahan sosial dan konflik politik, tingkat pertumbuhan ekonomi serta kultur politik dari masyarakat yang bersangkutan. Kedua, pengalaman empirik di negara-negara Amerika Latin menunjukkan bahwa sistem presidensiil dapat berfungsi dengan baik bila kekuasaan legislatif presiden tidak terlalu besar. Hal ini terutama agar bila terjadi krisis politik yang disebabkan oleh isu yang kontroversial antara lembaga presiden dan parlemen tidak menjadi berlarut-larut. Terakhir, sistem pemilihan umum presiden  juga harus memperhatikan pluralitas masyarakat.
 
Kedua, sistem multi partai yang dewasa ini diterapkan masih perlu dikaji ulang, terutama berkenaan dengan tingkat ambang batas dari eksistensi sebuah partai politik. Sementara itu, penyaluran aspirasi masyarakat yang tidak dapat disalurkan melalui partai di tingkat nasional dapat dilakukan melalui kehadiran parpol di tingkat lokal. Namun yang jauh lebih penting dari hal itu adalah suatu kenyataan bahwa parpol sebagai pilar utama demokrasi secara internal masih sangat feodalistik. Perilaku parpol yang feodalistik dalam proses perubahan politik di mana lembaga-lembaga kontrol yang lain masih lemah menyebabkan parpol mempunyai kecenderungan untuk membangun oligarkhi, baik di antara parpol itu sendiri maupun dengan lembaga politik lain. Sehingga parpol dewasa ini tidak lebih dari sekedar instrumen pemburu kekuasaan bagi para elitnya. Kecederungan tersebut semakin kuat karena pragmatisme politik dapat dicermati dalam proses perebutan kekuasaan pada tingkat nasional maupun lokal, yaitu pemilihan kepala daerah. Koalisi-koalisi di antara partai benar-benar hanya didasarkan pada kepentingan untuk meraih kekuasaan politik. Tiadanya ideologi yang dapat memberikan arah perubahan politik yang sangat besar dewasa ini dikuatirkan akan memunculkan kembali gerakan-gerakan radikal baik yang bersumber dari rasa frustrasi masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian hidup sehari-hari maupun akibat dari perburuan kekuasaan yang memanipulasi sentimen-sentimen primordial. Gerakan-gerakan radikal semacam ini tentu sangat berbahaya karena dapat memutar kembali arah reformasi politik kepada situasi yang mendorong munculnya kembali kekuatan yang otoritarian maupun memicu anarkhi sosial yang tidak berkesudahan. Kalau pragmatisme politik dibiarkan berlangsung secara terus menerus dikuatirkan akan muncul pula ideologi alternatif yang akan dijadikan landasan perjuangan dan pembenaran bagi gerakan-gerakan radikal sebagaimana disebutkan di atas.

Ketiga, lembaga perwakilan rakyat mulai dari tingkat pusat sampai daerah sebagai kepanjangan tangan dari partai-partai politik yang feodalistik dan oligarkis semakin kehilangan relevansinya sebagai lembaga yang sebenarnya menjadi representasi rakyat. Manuver-manuver politik dan perilaku elit masih sangat jauh dari harapan rakyat. Karena sifatnya yang oligarkis itu pulalah, maka kepentingan kekuasaan lebih menonjol dari pada sebagai lembaga yang mempunyai kepekaan  untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Krisis representasi lembaga perwakilan rakyat semakin nyata karena politik uang menjadi salah satu instrumen utama dalam berburu kekuasaan. Dengan demikian proses demokrasi prosedural yang telah dipraktekan selama ini hanya menjadikan parlemen dan parpol sebagai saluran untk menyedot sumberdaya negara untuk memperkuat patronase politik. Oleh sebab itu tidak mengherankan kalau politik oligarkis telah menghasilkan undang-undang dan peraturan daerah yang didasarkan atas kompromi-kompromi politik yang sangat oportunistik. Pada gilirannya undang-undang dan Perda yang demikian telah menghasilkan elit politik baru yang tidak akan peduli, apalagi memihak kepada keprihatinan dan kepentingan rakyat banyak. Undang-undang hanya sebagai instrumen untuk meneguhkan kekuasaan dan hanya sedikit ruang bagi kontrol masyarakat. Akibatnya jumlah peraturan perundangan yang telah diproduksi oleh lembaga perwakilan selama masa reformasi tidak ada hubungannya dengan penegakan hukum. Oleh sebab itu agenda ke depan dan yang sangat penting adalah melakukan reformasi di bidang hukum.


Beberapa uraian di atas bila dijadikan referensi untuk melakukan renungan selama reformasi politik saat ini menegaskan bahwa penataan struktur kekuasaan masih perlu dikaji ulang. Sementara itu perilaku elit masih lebih mementingkan  kelompok dan pribadi dari pada kepentingan umum. Medan politik hanya sekedar menjadi arena perburuan kekuasaan. Oleh sebab itu meskipun telah dilakukan pemilihan  presiden dan wakil presiden  serta kepala daerah secar langsung, tetapi performance lembaga-lembaga politik tidak akan banyak mengalami perubahan yang signifikan. Krisis representasi sangat dirasakan. Para elit politik tetap sibuk dengan urusan kekuasaan bahkan tidak ada sensitifitas terhadap kepentingan dan keprihatinan masyarakat.    
Perubahan Struktur Politik dan Pemerintahan Pasca Amandemen UUD 1945

Perubahan struktur ini terjadi bersamaan dengan diadakannya amandemen terhadap UUD 1945 sejak tahun 1999 sampai dengan 2002 yang dilakukan sebanyak empat kali. Struktur politik dan pemerintahan yang lama menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan sebagai penjelmaan seluruh rakyat, maka pada struktur baru kekuasaan berada di tangan konstitusi, sehingga semua lembaga tinggi negara bertanggung jawab kepada konstitusi. Di dalam struktur yang baru, terdapat lembaga negara yang baru. Dengan demikian kita tidak menganut sistem politik dan pemerintahan Trias Politika yang hanya mengenal 3 lembaga negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Tugas lembaga negara baru tersebut tidak kalah pentingnya dengan lembaga negara lainnya. Lembaga-lembaga tersebut antara lain: Mahkamah Konstitusi (MK),  Komisi Yudisial (KY) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Di samping terdapat lembaga yang baru ada lembaga yang dihapus, yaitu Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
Struktur baru tersebut dapat dilihat pada bagan berikut ini:
Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945 (Pasca Amandemen)


[image: image6]

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), lembaga negara ini bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Lembaga ini bukan lagi penjelmaan seluruh rakyat, karena rakyat akan memilih presiden secara langsung. Komposisi MPR terdiri dari DPR hasil pemilu ditambah DPD yang dipilih melalui pemilu. MPR bersidang sedikitnya 5 tahun sekali. Kewenangan MPR adalah mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan atau wakil presiden serta memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.


Presiden dan Wakil Presiden, dipilih secara langsung dalam satu paket untuk masa jabatan lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali lagi masa jabatan, Presiden memegang kekuasaan menurut undang-undang, menetapkan PP untuk menjalankan UU, berhak mengajukan RUU, tidak boleh membubarkan DPR, mengesahkan RUU, dalam keadaan tertentu dapat mengeluarkan Perpu.


Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dipilih melalui pemilu dan peserta pemilu adalah parpol, tanpa ada yang diangkat. Kewenangannya antara lain, bersidang sedikitnya sekali dalam setahun, memegang kekuasaan membentuk UU, setiap RUU dibahas DPR bersama Presiden untuk memperoleh persetujuan bersama, bila RUU tidak disahkan oleh Presiden, tetap dapat menjadi UU dan wajib diundangkan. Anggota DPR dapat diberhentikan (direcall) dengan syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam UU.


Dewan Perwakilan Daerah (DPD), lembaga perwakilan daerah semacam ”senat” di negara federal. Anggota DPD dipilih dari setiap propinsi melalui pemilu dan peserta pemilu DPD dipilih secara perorangan dan bersifat independen, tanpa ada afiliasi dengan parpol. Struktur anggota DPD dari setiap propinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang dalam bidang otonomi daerah, pembentukan, pemekaran daerah, hubungan pusat-daerah dan perimbangan keuangan pusat-daerah. Bidang-bidang tersebut dibahas bersama DPR.


Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), anggotanya dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan Presiden. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.


Mahkamah Agung (MA), mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah ndang-undang, dan kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Calon hakim agung diajukan oleh KY kepada DPR untuk memperoleh persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.   

Mahkamah Konstitusi (MK), berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, serta mempunyai kekuasaan untuk memeriksa secara logika hukum pelanggaran presiden dan memutuskan pelanggaran itu layak atau tidak layak untuk digelar sidang istimewa MPR, memutuskan pembubaran partai politik, serta memutuskan peselisihan hasil pemilu.

Komisi Yudisial (KY) berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.


Di dalam UUD 45 yang diamandemen juga menyebutkan adanya lembaga negara yang disebut Komisi Pemilihan Umum, yaitu dalam pasal 22E ayat 5 UUD 45 yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. 
Perubahan struktur politik dan pemerintahan pasca amandemen UUD 45, lebih lanjut akan dijelaskan secara detail pasal demi pasal dalam UUD 45 yang telah diamandemen.
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